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KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara ketiga terluas dalam soal pemilikan wilayah
hutan sctelah Brazil dan Zaire, namun kebakaran hutan di Indonesia tcl#h
menjadi peristiwa yang tiap tahun rutin terjadi. Timbulnya kebakaran hutan
di Indonesia membawa dampak yang sangat penting bagi kehidupan
manusia, baik nasional maupun internasional, karena hutan tropis di Indo-
nesia merupakan bagian dari paru-paru dunia.

Pentingnya manfaat hutan bagi kehidupan manusia, mengharuskan
dilakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebakaran hutan,
baik yang bersifat preventif dan represif. Di mana upaya penegakan hukum
diharapkan mencegah dan menghentikan terjadinya kebakaran hutan dj
Indonesia, melalui penegakan hukum lingkungan administratif, pidana
maupun perdata.

Dengan landasan pijak yang demikian, penelitian dan penulisan ini
diarahkan kepada usaha untuk menjelaskan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan dalam bidang kechutanan dan lingkungan yang dapat
digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum ter-
hadap kasus-kasus kebakaran hutan di Indonesia.

Saya menyadari bahwa apa yang dikctengahkan dalam penulisan ini

akan mengundang tanggapan dan kritik dari berbagai pihak. Semuanya akan
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saya terima dengan senang hati mengingat temanya memang terlalu luas

untuk pandangan saya yang terbatas. Hanya dengan rahmat dan karunia

Allah SWT tulisan ini dapat terselesaikan.
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RINGKASAN

Penelitian tentang penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran
hutan bertujuan mengetengahkan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap kasus
kebakaran hutan yang selama ini sering terjadi di Indonesia, baik melalui upaya
administrasi, pidana maupun perdata.

Penclitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (dogmatik), yakni
mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap kasus
kebakaran hutan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan lingkungan
dan kehutanan yang berlaku di Indonesia. Atas dasar itn, telaah terhadap hasil
penelitian dilakukan dengan menggunakan pembahasan deskriptif analitik, yang
berarti penclaahan dilakukan dengan cara memaparkan sccara cermat dan tematik
ketentuan hukum lingkungan dan kehutanan yYang mengatur tentang kebakaran hutan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencgakan hukum lingkungan terhadap
kasus kebakaran hutan di Indonesia dapat dilakukan melalui : pertama, penegakan
hukum lingkungan administratif di bidang kehutanan, yang berupa pengawasan
sebagai upaya preventif dan penerapan sanksi administrasi sebagai upaya represif
terhadap pelanggaran izinhak pengusahaan hutan yang dapat menimbulkan
kebakaran hutan. Kedua, penegakan hukum lingkungan kepidanaan di bidang
kehutanan, dimana pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh
individu atau badan hukum (perusahaan) dapat diminta pertanggungjawaban atas
perbuatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan, baik karena kesengajaan atay
kelalaiannya. Ketiga, penyelesaian sengketa kehutanan yang dapat dilakukan
berdasarkan aspek administratif yang berupa gugatan ke PTUN dan aspek
keperdataan yang berupa gugutan ke pengadilan atau penyclesaian sengketa di luar
pengadilan. Dampak kebakaran hutan juga dirasakan oleh masyarakat luar negeri,
maka juga diketengahkan penyelesaian sengketa kehutanan dari aspek Internasional,
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walaupun kenyataannya Indonesia belum digugat (negara lain) atas pencemaran asap
yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, '

Berdasarkan hasil penclitian menggambarkan bahwa upaya penegakan
hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan baru dilakukan mulai tahun 1997,
karena kebakaran hutan yang terjadi tahun 1997 merupakan peristiwa yang terbesar.
Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus kebakaran hutan ini berupa
pencabutan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dan penyclesaian sengketa melalui
pengadilan. Namun penegakan hukum ini belum dilakukan sccara optimal bahkan
tidak menyentuh apalagi menghentikan kebakaran hutan, oleh karena itu perlu
dilakukan peningkatan kepada aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan,
kepedulian, keprihatinan dan visi yang sama tentang lingkungan, mengingat
pentingnya manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat.
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ABSTRACT

Rescarch on the enforcement of environmental Iaw on forest fire
aims at establishing cfforts in enforcing the environmental law in the fire
case accurring so far, both through administrative effort and criminal and
private efforts.

The current research utilizes juridical-normative approach
(dogmatic), that is, studying law provisions regulating the law enforcement
on the forest fire case in Indomesia in accordance with the applicable
environmental and forestry legilation. Bascd on the reason, the rescarch
results are studied using descriptive-analytical discussion. It means that the

study is conducted by carcfully and thematically exposing the provisions of

environmental and forestry law regulating the forest fire.

The results show that the enforcement of environmental law on the
forest fire case in Indonesia could be done through first, the enforcement of
administrative environmental alw in forestry ficld covering sipervison as a
preventive effort and the application of administrative sanctions as a
repressive effort toward the breach of permit/right of forest management
resulting in the risk of forest fire. Second, the enforcement of environmental
criminal law in the forestry field, in which the criminal act doers for forest
firing either individual persons or companies could be asked responsible for
their actions causing forest fire done ecither done intentionally or
ncgligently. Third, the scttlement of the forestry controversy could be
resolved on the basis of administrative aspects such as claims to the
administrative court and private aspects such as claims to the court or
controversy scttlements outside the court. Due to the fact that the
neighboring countrics also-feel the impacts of forest fire, it is also necessary

to establish the settlement of the forestry controversy from international
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aspccts, cven though Indonesia is not claimed by other countries for air
pollution resulting from the forest fire.

The results illustrate that the enforcement cfforts in the
environmental law on forest fire began in 1997 because the forest fire
accurred in the year was the biggest event. The law enforcement imposed to
the case was materialized in the form of repeal of the wood utilization
permit and the controversy scttlement by the court. However, the law
enforcement in not yet optimally implemented, even the enforcement does
not stop the forest fire case and even itt does not touch the essentials.
Therefore, the legal apparatus need to improve themselves in order to posses
ability, case, concern and the same visions on the environment considering

the importances of forest functions for sociceties; life.
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BAB i

PENDAHULUAN S

\

T

i manien

1. Latar Belakang Masalah

|

Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai kedudukan dan peranan
penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena hutan sangat bermanfaat
bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan dapat memenuhi
kebutuhan akan barang-barang dan jasa, sebab hutan mempunyai fungsi ekologi
(perlindungan), ekonomi (produksi) dan sosial (manfaat). |
Pengolahan sumber daya alam secara besar-besaran, terutama hutan dan
pertambangan, dimulai sejak Orde Baru berdiri pada tahun 1966, i mana tingkat
produksi dan investasi di berbagai sektor makin merosot. Sejak saat itu sekior
kehutanan menempati peran penting dalam perekonomian Indonesia.
Fungsi penting yang dimiliki oleh sektor kehutanan dalam pembangunan
nasional sangat ditunjang oleh luas hutan Indonesia, yaitu kurang lebih 144 juta
hektar. Luas hutan tersebut terbagi dalam hutan produksi 49,3 juta hektar, hutan

lindung 39,9 juta hektar dan hutan lainnya schuas 29,0 juta hektar.?

! Ignatius Haryanto, Kebutanan Indonesia Pasca Soeharto, Reformasi Tanpa Perubshan, SMK
Grafika Mardi Yuana, Bogor, 1998, h. 3.

* Hermen Haeruman, Masa/ah Sosial Dalam Pembangunan Kebutanan, Makalah pada
Semunar Pascasarjana Ul, Jakarta 4-5 Nopember 1992.
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tJ

Dengan mengambil data neraca pembayaran Indonesia 5 tahun terakhir

terlihat posisi sektor kehutanan bagi perekonomian Indonesia untuk kategori ckspor

barang non migas sebagaimana tertera pada Tabel ] berikut :

Tabel 1

Nilai ekspor barang-barang non migas utama (dalam ribu LY

1093

i

105

1997

| enis | L iosd ! N
| ! i | ' |
 Kayulapis | 4128330 | 3650240 | 3451510 | 3544123 | 3476801 |
| Pakaianjadi | 3395607 | 3.095.663 | 3325052 | 3.186890 | 4180672 |
| Tekstil 2310549 | 2517150 | 2907865 | 2682598 | 3390417 |
Baang- | | i | |
| baranglistrk 1310045 | 1773685 | 2724485 | 3593438 | 3260940 J

484307 | 782483 | 1503650 | 1369421 | 1952987 |

f Pulp & Kenas!

Sumber : Ignatius Haryanto

Bank Indonesia

. ¢t.al,, Kehutanan Indonesia Pasca Socharto, Reformasi
Tanpa Perubahan, SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor, 1998, h. 33; laporan

Pengelolaan hutan vang dilakukan secara maksimal telah ditunjang dengan

dikeluarkannva berbagai peraturan, dan kebijaksanaan, yaitu Undang-undang Nomeor

3 Tahun 1967 tentang Kehutanan vang telah dizbah dengan Undang-undang Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK). dan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan vang telah dicabut dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil

Hutan pada Hutan Produksi. Salah satu kebijaksanaan yang tercantum dalam Pasal 66

UU Kehutanan adalah Penverahan Kewenangan Penyelenggaraan Kehutanan kepada

Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2, Pasal 10 ayat 1

TESIS
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dan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Dacrah berwenang mengelola sumber

daya alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara

lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Propinsi Sebagai Daerah Otonomi, Pasal 3 ayat (5) butir 4 menvatakan bahwa

Propinsi sebagai dacrah otonom dalam bidang kehutanan dan perkebunan mempunyai

wewenang antara lain :

a
b.

c.

TESIS

. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun.

Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan
lindung.

Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekontruksi dan penataan batas
kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas
Kabupaten/Kota.

Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan
pengelolaan taman hutan raya.

Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang
perkebunan lintas Kabupaten/Kota,

Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan
pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota.

Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan
lindung,

Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil
hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha
perkebunan, dan pengolahan hasil hutan,

Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan
dan perkebunan.

Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan
pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan,

Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikulmur,
budidaya dan pengolahan.

Penyclenggaraan pengelolan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota,
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0. Penerapan pedoman untuk penentukan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu
lintas Kabupaten/Kota.

p. Turut serta sccara aktif bersama Pemerintah dalam menctapkan kawasan serta
pembahanﬁmgsidanstaﬂmhmndalmnrmgkapcrmcanaanmanmgﬁophmi
berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota, _

r. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis,
penclitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan,

Dengan kewenangan tersebut di atas menggambarkan bahwa Daerah Propinsi

sebagai daerah otonom hanya sebagai pelaksana dan penyelenggara perizinan lintas

kabupaten/kota dalam pengelolaan hutan, sedangkan perencanaan dan perizinan

pengelolaan dan pemanfaatan hutan tetap dimiliki pemerintah pusat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan perfu

ditampung ketentuan pengelolaan hutan yang didasarkan atas asas-asas kehutanan,

nwjuannya untuk memperjelas norma  hukum mengenai  pengelolaan  hutan,

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

dinyatakan bahwa penyclenggaraan kehutanan di Indonesia berasaskan pada :

1.

2.

asas manfaat dan Jestari;
asas kerakyatan;

asas keadilan;

asas kebersamaan;

asas keterbukaaan;

asas keterpaduan,

Selain asas-asas terscbut juga dikenal asas ecolsbelling dan asas hutan

berkelanjutan (sustainable forest). Asas ecolabellling adalah suatu asas yang

TESIS
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menentukan bahwa semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari butan lestari
melalui mekanisme pelabelan;® selanjutnya asas hutan berkelanjutan merupakan suatu
asas yang bertitik tolak dari pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable
forest management) yang dituangkan dalam “The Forest Principles” sebagai salah
satu hasil kesepakatan KTT Bumi (Earth Summit) 1992 di Rio de Janeiro (Brazil).

Di dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sumber daya hutan harus dilihat
dari perspektif baru, tidak saja merupakan sumber daya yang mempunyai nilai
ckonomik yang multiguna, tetapi juga mempunyai multi pengguna. Dengan
demikian, praktck pengelolaan hutan harus berubah dari free management ke
ecosystem mansgement di mana masyarakat sckitar hutan mempunyai peranan
penting dalam pengelolaan tersebut. Strategi dan kebijaksanaan pengelolaan hutan
berkelanjutan telah ditetapkan dalam Agenda 21 Indonesia pada Bab 13 tentang
pengelolaan hutan, yang meliputi lima program, yaitu :

1. Memelihara produksi hutan terpadu secara berkelanjutan;

2. Meningkatkan regenerasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan;

3. Memperkuat peraturan dan penegakan hutan bagi pengelolaan hutan

berkelanjutan;

4. Meningkatkan peranserta dan kesejahteraan masyarakat penghuni hutan;

3. Mengembangkan penclitian dan kemampuan dalam bidang pengelolaan

hutan berkelanjutan.’

Dengan adanya program ini, maka sctiap usaha yang mengambil hasil dan

manfaat dari hutan wajib melaksanakan upaya perlindungan. Pasal 47 Undang-

* Ibid. h. 9.

* Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup, Maret, 1997, h. 16.

* Ibid, h. 16.
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undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa perlindungan
hutan meliputi usaha-usaha untuk :

a. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan per-
orangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasj serta perangkat
yang berhubungan dengan pengelolaan hutan,

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, instansi yang
berwenang melakukan pengelolaan hutan dilakukan oleh berbagai Departemen,
seperti Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Transmigrasi, Depar-
temen Pekerjaan Umum dan Pernukiman dan Departemen Pertambangan dan Energi
yang kesemuanya mempunyai kepentingan pada lahan hutan, schingga seringkali
menimbulkan tumpang tindih dalam pemanfaatan hutan dan berakibat sulitnya
melakukan upaya penegakan hukum. Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang
menjadi penycbab kesulitan pengelolaan hutan berkelanjutan, yaitu adanya konflik
antara warga sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dengan
perusahaan pemepang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau dengan kepentingan
negara.

Dengan adanya kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan,
maka menurut laporan organisasi pangan dan pertanian dunia selama tahun 1976
hingga 1980 tidak kurang 550.000 hektar hutan di Indonesia lenyap per tahun®

Ancaman kerusakan paling hebat, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, baik terhadap

® Ignatius Haryanto, Op.cit, h. 2.
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konscrvasi hutan resmi oleh pemerintah, maupun pembukaan hutan secara ilcgal dan
kebakaran hutan.’

Berdasarkan catatan sejarah, kebakaran hutan tropis basah Indonesia sudah
terjadi sejak abad 19,° dan pada abad 20 menurut catatan Statistik Kehutanan
Indonesia kebakaran hutan terus meningkat. Kejadian kebakaran hutan besar yang
terckam paling awal dan cukup lengkap adalah kebakaran hutan di Kalimantan Timur
pada tahun 1982-1983, dan sejak itu kebakaran hutan besar merupakan kejadian rutin
di Indonesia hingga kini,” seperti yang tertera dalam tabel 2.

Dalam tabel 2 tercantum bahwa scjak tahun 1984 kebakaran hutan merupakan
musibah yang terjadi tiap tahun dan menimbulkan kerusakan hutan. Luas hutan dan
lahan yang terbakar juga semakin meningkat, khusus pada tahun 1997 luas hutan dan
lahan yang terbakar mencapai 263,876,30 ha. Berdasarkan tabel i pengelolaan hutan
dan pencegahan kebakaran hutan belum tercapai secara maksimal, demikian juga
upaya penecgakan hukum bagi pelaku (orang/badan hukum) baik sengaja atau karena

kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan.

7 Ekolita, Kepunahan Flora Memperibatinkan, Nomor 2 I1, Desember 1998, h. 103.
¥ Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Rl, Kebakaran Hutan dan Laban di Indonesia
Dampak,gFaktardan Evaluasi, Jilid 1, Septemnber 1998, h. 5.
Ibid, h. 5.
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Seorang ahli kechutanan dan konservasi, Soedjito, mengatakan : “karena
sifatnya yang basah hutan hujan tropis tidak mudah terbakar secara alami, misainya
karena petir. Jika hutan hujan tropis sampai terbakar sudah bisa dipastikan api berasal
dari kegiatan manusia di dalamnya”.! Berdasarkan pengamatan sumber api
dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :

l. Api dari pembukaan lahan. Para pengusaha yang mengelola lahan dan
petani kecil menggunakan cara pembukaan lahan yang murah dan cepat
dengan membakar biomassa. Abu sisa pembakaran menjadi pupuk;

2. Api dari kebakaran tidak scngaja. Api muncul akibat tidak hati-hati,
misainya membuang putung rokok sembarangan, dari pembakaran sampah
dan sisa-sisa perkemahan, atau untuk pembukaan lahan yvang tidak
terkendali schingga menycbar;

3. Pembakaran disengaja. Sescorang dengan sengaja membakar lahan orang
lain karena dendam, marah atau agar bisa memperoleh hak atas tanah
tanpa membayar ganti rugi."!

Selain beberapa pengelompokan sumber api, terdapat beberapa faktor yang
menycbabkan kebakaran hutan di Indonesia, antara lain ;

1. Faktor Sosial.
¢ Political Commitment pemerintah pada program pelestarian hutan dan
lingkungan hidup nampak kurang;
¢ Perusahaan pengusaha hutan lebih berorientasi pada keuntungan
dengan tanggung jawab (corporate responsibility) yang rendah;
+ Klmmglya kesadaran dan sikap dari masyarakt terhadap pelestarian
hutan,

2. Faktor Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi.
Dalam mencegah kebakaran hutan diperiukan data pendukung, scperti
peta topografi, peta tata guna tanah, data cuaca, data iklim dana

9 fbid, h. 5.
Y bid, h. 69.
V mbid, h. 69-74

|
.§

TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

10

manajemen sistem informasi dan komunikasi yang baik. Namun teknologi
Gevographic Information System (GIS) dan Global Positioning System
(GPS) scbagai alat umtuk mclakukan sistem pemantauan yang
berkelanjutan (continuous monitoring system) belum dimiliki, schingga
Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi belum dapat mendukung
upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan.

3. Faktor Ekonomi
Belum ditetapkannya insentif ekonomi dalam melakukan pembukaan
lahan tanpa bakar, schingga pembukaan lahan dengan membakar sering
dilakukan, karena menurut perhitungan bisnis biayanya jauh lebih murah,
seperti tercantum dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Perbandingan biaya pembukaan lahan dengan berbagai cara :

Membabat 25 15 25 15 15

Menebang 30 20 12 JKT 10 JKT 10

Merecek 20 15 30 20

Membuat jalur 5 3 5 3

tanam

Membersihkan 20 15 20 15

jalur membakar

Jumlah 100 68 30 53 28
12 JKT 10 JKT

Sumber : Ditjen Perkebunan, 1992 dan hasil pengolahan sebagaimana dikutip kantor
Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Kebakaran Hutan dan Lahan di
Indonesia, September 1998, h. 77.

Keterangan : Satuan dalam hari orang kerja, kecuali apabila disebutkan lain dalam

jam Kerja traktor (JXT).

¢ kurang adanya pertimbangan lingkungan dalam persyaratan pemberian
kredit bagi para pengusaha;

¢ scring kali ditctapkannya target produksi dan investasi di Indonesia
tanpa studi mengenai daya dukung sumber maupun kapasitas terpasang
industri;

U id, h. 67-77.
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dan penanggulangan kebakaran hutan, karena adanya konflik dan
kecemburuhan sosial antara masyarakat sctempat dengan pendatang
yang mendapat kesempatan kerja di perusahaan dan perkebunan. ™

11
¢ kurangnya insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan
4. Faktor Teknologi.
Kurang dikembangkannya teknologi dalam pembukaan hutan dan lahan,
sehingga pembukaan hutan dengan membakar sering dilakukan oleh
perusahaan dan perorangan,
5. Faktor Fkologi ‘
Faktor ekologi yang berpengaruh pada kebakaran hutan antara lain : tipe
komposisi vegetasi, hidrologi, dan kandungan tanah.

6. Fakior Iklim.
Iklim, dalam hal ini rendahnya curah hujan merupakan faktor yang
memicu terjadinya kebakaran hutan, khususnya pada tahun 1997 dengan
munculnya fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dapat
berpengaruh dalam kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, ™
Dari tabel 2 terlihat bahwa kebakaran hutan merupakan kejadian rutin di
Indonesia. Khusus pada tahun 1997, kebakaran hutan yang terjadi merupakan yang
terbesar dampaknya sampai di beberapa negara Asia Tenggara. Beberapa dampak
yang timbul dari musibah kebakaran hutan pada tahun 1997-1 998, berdasarkan hasil
yang telah dihimpun oleh Yayasan Telapak Indonesia adalah sebagai berikut :'®
a. Kerugian finansial yang ditaksir paling sedikit Rp. 9,1 trilyun dan
mencapai luas hutan sekitar 489.280 hektar (menurut Ketua Bapedalda
Kaltim, Kompas, 3 April 1998);

b. Asap yang ditimbulkan telah mengganggu keschatan, transportasi udara,
sungai dan secara umum mengganggu kehidupan masyarakat;

" bid, h. 79-80
3 Ibid., b. 90.
' Ignatius Hariyanto, Op.cit, h. 34,
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"\. o |
¢. Dampak biologis rusaknya hutan-dan lahan mengakibatkan terancamnya
burung dan satwa liar lainnya;
d. Kebakaran telah menghanguskan lahan pertanian dan hutan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga akibat kebakaran telah
menghilangkan mata pencaharian dan rusaknya sistem hutan adat;

€. Dengan terjadinya kebakaran hutan telah menimbulkan rawan pangan dij
hampir seluruh daerah pedalaman Kalimantan Timur.

Dengan  disebutnya kebakaran hutan tahun 1997 sebagai bencana
interasional, maka untuk pertama kalinya dalam se¢jarah kebakaran hutan dan lahan
ada upaya menegakkan hukum tcrhadap perusahaan yang diduga melakukan
pembakaran hutan. '’

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Departemen Kehutanan adalah

mengumumkan dan menegur 176 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTD),

perkebunan dan penyedia lahan transmigrasi, karena diduga melakukan pembukaan
lahan dengan cara membakar'®.  Kemudian dilanjutkan dengan melakukan
pencabutan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), namun pencgakan hukum ini belum

|
mampu menanggulang: terjadinya kebakaran hutan dan memulihkan keadaan }

lingkungan yang baik. 1

2. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang masalah, ditentukan permasalahan yang

menjadi fokus penelitian, yaitu : “Bagaimana upaya pencgakan hukum lingkungan

"” Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup R, Op.cit, h. 134,
8 Ibid, h. 134,
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terhadap kebakaran hutan di Indonesia”. Permasalahan di atas dapat dijabarkan
menjadi 3 (tiga) masalah hukum scbagai berikut :

|
i
a. Penegakan hukum lingkungan administratif terhadap kebakaran hutan;
b. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan terhadap kebakaran hutan: i

|

¢. Penyelesaian sengketa lingkungan dalam kasus kebakaran hutan,

3. Tujuan Penelitian
Bertumpu pada rumusan permasalahan, penelitian ini bertujuan :
3.1. Tujuan Umum
Untuk mengkaji sccara mendalam penegakan hukum lingkungan terhadap
kebakaran hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini
dimaksudkan sebagai kontribusi pcrmluran konseptual mengenai upaya penegakan
hukum lingkungan, baik yang bersifat mencegah (preventif) terjadinya kebakaran
hutan maupun yang bersifat menerapkan sanksi (represif) agar kebakaran hutan tidak
terus menerus meningkat dan menimbuikan kerusakan ekologis,
3.2. Tujuan Khusus
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum lingkungan administratif
scbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan, agar kcrusakan hutan tidak
terus meningkat. Dengan demikian, dapat diketahui sarana hukum yang bersifat

mencegah terjadinya kebakaran hutan dan upaya penanggulangannya;
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b. Untuk mengetengahkan dan mengkaji penegakan hukum lingkungan kepidanaan

kepada pelaku kebakaran hutan, baik perusahaan maupun perorangan yang dalam
melakukan kegiatannya menimbulkan kebakaran hutan;

Untuk menjelaskan dan mengkaji penyelesaian sengketa lingkungan berupa
gugatan tata usaha negara dan gugatan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat

terjadinya kebakaran hutan.

4, Manfaat Hasil Penclitian

4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian tentang penegakan hukum terhadap kebakaran hutan
bersangkut paut dengan pengembangan hukum lingkungan. Penelitian ini
diarahkan kepada upaya untuk memahami penegakan hukum terhadap kebakaran
hutan yang merupakan materi hukum lingkungan. Dengan suatu harapan,
penelitian ini menghasilkan persamaan pemahaman dalam penegakan hukum

lingkungan, khususnya tentang kasus kebakaran hutan,

4.2. Manfaat Praktis

TESIS

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : bahwa hasil penclitian ini dapat
digunakan sebagai bahan referensi bagi aparat penegak hukum lingkungan, baik
badan atau pejabat tata usaha negara yang mengelarkan izin dalam pengelolaan
hutan, polisi, jaksa, pengacara maupun hakim dalam menyelesaikan kasus

kebakaran hutan.
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5. Kajian Pustaka
5.1. Pengertian “Kebakaran Hutan” dan “Pembakaran Hutan™

Pengertian Hutan menurut Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya
yang satu dengan lainnya tak dapat dipisahkan. Dengan pengertian ini Indonesia telah
banyak memiliki sumber kekayaan hutan yang dieksploitasi sejak Orde Lama, namun
pembangunan hutan ini telah membawa dampak terjadinya kerusakan hutan di
Indonesia.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan hutan adalah :
kebakaran. Seperti tercantum dalam data sebelumnya peristiwa kebakaran hutan di
Indonesia terjadi sejak 1976 yang mengakibatkan kerusakan hutan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 menyatakan adanya
larangan membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah, sanksi larangan
membakar hutan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu dihukum dengan pidana penjara
sclama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (scratus
Juta rupiah). Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa tindakan membakar di
dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan

melawan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
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}
berlaku,' Alam Sctia Zain menycbutkan terdapat 4 bentuk terjadinya kebakaran
hutan yang didefinisikan sebagai berikut : |

1) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada
kewenangan/izin untuk berada di dalam kawasan hutan;

2) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat
memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang;

3) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan badan hukum atau orang
yang diizinkan pihak yang berwenang untuk bekerja atau berada di dalam
kawasan hutan;

4) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang/badan hulum
yang diizinkan melakukan kegiatan wsaha di dalam Kawasan hutan ofch pihak
vang berwenang, 2

Sesuai dengan bentuk terjadinya kebakaran hutan, maka dalam penelitian ini
yang dimaksud dengan pengertian pembakaran hutan adalah perbuatan/tindakan
sescorang atau badan hukum baik yang diizinkan atau tidak untuk memasuki kawasan
hutan berdasarkan kesengajaan atau Kkarena kelalaiannya telah menimbulkan
kebakaran di kawasan hutan, Kebakaran hutan merupakan kata benda dan akibat dari

tindak/perbuatan pembakaran hutan.

;: Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 49,
Ibid , h. 49-50.
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5.2. Pencgakan Hukom Lingkmngan
Pencgakan hukum mempunyai bagian akhir dalam suaty mata rantai
(regulatory chain) dari suatu pengelolaan, karena tanpa adanya penegakan hukum
pengelolaan tidak dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian ?
dalam melakukan pengelolaan hutan, agar pembangunan dapat berjalan tanpa terjadi
kerusakan hutan perlu dilakukan penegakan hukum. Hutan merupakan bagian dari
lingkungan hidup, sehingga penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus-kasus
kebakaran hutan melalui penegakan hukum lingkungan.
Pencgakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan
kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlakn, yang meliputi tiga
bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata.!  Pengertian penegakan
hukum lingkungan dikemukakan oleh Biezeveld sebagai berikut :

Environmental law enforcement can be defined as the application of Jegal

governmental powers to ensure compliance with environmental regulation by

means of ;

a. administrative supervision of the compliance with environmental
regulations (inspections) ( = mainly preventive activity);

b. administrative measures or sanctions in case of non compliance (=
corrective activity);

¢ crimical investigation in case of presumed offences (= repressive activity);

d  criminal measures or sanctions in case of offences (= repressive sctivity);

e. civil actions (Iaw suit) in case of (threatening) nog complignce (=
preventive or cotrective activity). ™

“ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebjjaksanaan Lingkungan Nasional,
Airlangga University Press, Edisi Kedua, Surabaya, 2000, h. 208.

% G.A. Biezeveld, Course on Environmental Law Enforcement, Syllabus, Surabaya, Januari
9-14,1995,h. 7. Sebagaimana dikutip Siti Sundari Rangkuti, /id, h. 208-209.

TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

18

pemerintah yang legal untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan

lingkungan melatui sarana :

3. pengawasan administratif atas kepatuhan terhadap peraturan lingkungan
(pemantauan) (= semata-mata tindakan pencegahan);

b. sarana administratif atau sanksi dalam hal tidak ditaatinya peraturan (=
tindakan koreksi);

¢. penyelidikan pidana dalam hal diduga terjadinya pelanggaran (= tindakan
represif);

d. sarana pidana dan sanksi dalam hal terjadinya ketidak patuhan (= tindakan
represif);

¢. gugatan perdata (gugatan hukum) dalam hal (adanya ancaman) tidak
ditaatinya peraturan (= tindakan pencegahan atau koreksi).

Dengan demikian, pencgakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk

mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku

(Penegakan hukum lingkungan dapat dikatakan scbagai pencrapan kekuasaan
|
\
\
|

secara umum dan individual, melalui pengawasan dan pencrapan (atau ancaman)
sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan,

Lebih lanjut, Biezeveld membahas betapa pentingnya upaya pentaatan ter-
hadap ketentuan hukum lingkungan ;

The most important governmental power bringing enterprises to implementation
of and compliance with environmental regulations is enforcement By inspecting
installations frequently the competent authority can stress towards the enterprises the
need of good compliance. Moreover, by taking adequate measures in case of pon
compliance the competent authorities can show to the enferprises that non compliance
may be contrary to negative publicity in the Dewspapers, administrative sanctions or
criminal sanctions. *

Aparatur pencgak hukum lingkungan dikategorikan scbagai :
a. Polisi;

b. Jaksa;

¢. Hakim;

d. Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin:

* Siti Sundari Rangkuti, Loc.cit, h. 209.
* G.A. Biezeveld, Loccit h. 7. Sebagaimana dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, /bid,, 2000,
h. 209,
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e. Penasehat hukum %

Dalam pelaksanaan pencgakan hukum terdapat faktor yang mempengaruhi,
menurut Soerjono Sockanto sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam ha! ini undang-undang dan peraturan
pemerintah; _

b. Faktor pemegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan
menerapkan hukum,;

¢. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan;
¢. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergautan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, olch karena merupakan essensi
dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas
penegakan hukum.?
Namun, penclitian ini hanya akan mengkaji penegakan hukum lingkungan terhadap
kebakaran hutan, yang berkaitan dengan faktor a dan b.
Dalam kasus kebakaran hutan penegakan hukum lingkungan dapat berfungsi
sebagai sarana untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kebakaran yang hampir
terjadi setiap tahun, karena pencgakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara
preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.’” Penegakan hukum }
|
lingkungan yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan
terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut
peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah

dilanggar.”® Instrumen bagi penegakan hukum preventif dalam kebakaran hutan

* Siti Sundari Rangkuti, Loc.cit, 2000, h. 209.

? Soetjono Sockanto, Faktor-faktor yang Mempengarubi Penegakan Hukum, Rajawali,
Jakarta, 1993, h. 15, ‘

“’ Siti Sundari Rangkuti, Loc.cit, 2000, h. 209.

B Pbid, h. 209.
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adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewcnangan yang sifatnya |
pengawasan (pengawasan terhadap persyaratan izin, penghentian pembukaan hutan
dengan pembakaran dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum kehutanan ;
yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin HPH dan
izin HPHH untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan (lingkungan).?

Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang
melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan
terlarang itn.” Instrumen pencgakan hukum represif adalah dengan penerapan
sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Penindakan secara pidana
umumnya sclalu menyusuli pelanggaran dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat
pelanggaran. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku
(pencemar) sendirilah yang harus menghentikan keadaan ini, ™!

5.2.1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Sarana penegakan hukum lingkungan administratif dapat bersifat preventif
dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya:
UU, PP, Keputusan Menteri Kehutanan, Keputusan Gubemnur, dan sebagainya).*
Pencrapan hukum lingkungan administratif dilakukan terhadap kegiatan yang

menyangkut persyaratan izin, rencana pengelolaan lingkungan (RPL) dan

® Iid, h.210.

* Wid, h.210.

3 bid, h.210.

# Ibid, 2000, h. 210.
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sebagainya.

Di samping itu periu pembinaan berupa petunjuk pembukaan hutan
dan panduan scrta pengawasan administratif.

Selanjutnya, sarana administrasi dapat bersifat rspresif yaitu : mengakhiri
keadaan terlarang dengan penerapan sanksi administrasi. Dengan demikian, sarana |
penegakan hukum lingkungan administratif terdiri atas pengawasan dan penerapan
sanksi.
5.2.1.1. Pengawasan

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi, atau dengan kata lain “izin adalah suatu persctujuan  dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemcerintah, untuk keadaan
tertentu fnenyimpang dari Kketentuan-ketentuan larangan perundangan”.®® Tujuan
untuk menggunakan izin dapat berupa :

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu (misal-
mya izin bangunan),

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);

¢. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin tebang, izin membongkar,
pada monumen-monumen);

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat
penduduk);

¢. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan “Drank en Horecswet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-
syarat tcrtcntu).”

ey
Ibid, h. 210,
* N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Disusun oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum
Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993 h. 2.
* Mid, h. 4-5.
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Dalam usaha untuk mencapai tujuan atay motif izin yang telah ditentukan,

instansi yang berwenang memberi izin wajib melakukan pengawasan secara periodik

terhadap kegiatan pemegang izin untuk mentaati persyaratan perizinan dan mencegah

terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam izin sebagai syarat

untuk melakukan kegiatan yang pada dasarnya dilarang,

Beberapa perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan adalah sebagai

berikut :

1.

TESIS

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) : UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada
Hutan Produksi;

Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) : UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produkai;
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) : PP Nomor 7 Tahun
1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan (HPH Tanaman Rotan :
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 080/Kpts-I1/1988 tentang Izin
Pengusahaan Hutan Non Kayu jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

148/Kpts-11/1989 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan;
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. Hak Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah (HPH Sagu dan Nipah)

Keputusan Menteri Kchutanan Nomor 840/Kpts-11/1991 tentang Hak
Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah;

Pengusahaan Pariwisata Alam : PP Nomor 18 Tahun 1994 tentang Peng-
usahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam,;

Pengusahaan Taman Buru : Pasal 22 PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Satwa Buru;

Pengusahaan Kebun Buru : Pasal 33 PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Perburuan Satwa Buru;

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) SK Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-
IV1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu; jo.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1993 tentang Per-

ubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-11.1989.

Dari beberapa perizinan yang diterbitkan dalam usaha kehutanan, pengawasan

instansi yang berwenang memberi izin terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan

pembakaran hutan masih kurang, Penycbab lemahnya pencgakan hukum lingkungan

administratif antara lain karena tidak dicantumkan persyaratan izin yang dapat

digunakan untuk mencegah terjadinya perusahan hutan, sehingga instansi yang

berwenang memberi izin sulit melakukan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan

pemegang izin yang dapat merusak hutan, khususnya tindakan yang menyebabkan

kebakaran hutan.

TESIS
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5.2.1.2 Pencrapan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan alat kekuasaan publik (publickrechtelijke
machtsmiddelen) yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan
terhadap norma hukum administrasi®®  Dengan demikian, penerapan sanksi
administrasi juga mempunyai sifat represif untuk memaksakan kepatuhan dan ciri
khas pencgakan hukum administrasi adalah paksaan (dwang).

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) hanya mengatur 3
(tiga) jenis sanksi administrasi, yaitu :
a. Paksaan pemerintahan : Pasal 25 ayat (1)
b. Pcmbayaran sejumlah uang tertentu : Pasal 25 ayat (5);
¢. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan : Pasal 27 ayat (1).

Penerapan sanksi administrasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan
belum diatur secara tegas pada Undang-undang tentang Kehutanan, namun Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasit
Hutan pada Hutan Produksi telah mengatur beberapa sanksi administrasi yaitu :

a. Pencabutan izin (misal : HPH, HPHHP, HPHTI, IPK),
b. Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan;

¢. Denda Administrasi,

* Van Wijk/Konijnenbelt, 1984:281, dikutip oleh Philipus M. Hadjon, Pencgakan Hukurm
Administrasi Dalam Pengeloizan Lingkungan Hidup, dalam buku, Butir-butir Gagasan tentang
Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, h. 337,
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Selain itu Pasal 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-11/1989 jo.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 822/Kpts-11/1993 tentang  Sanksi atas
pelanggaran di bidang eksploitasi hutan telah memuat beberapa sanksi administrasi,
yaitu ;

a. Penghentian pelayanan administrasi;

b. Penghentian pencbangan untuk jangka waktu tertentu;

¢. Pengurangan target produksi;

d. Pengenaan denda;

c. Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/izin cksploitasi hutan lainnya.
5.2.2. Pencgakan Hukum Lingkungan Kcpidanaan

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan merupakan tindakan represif.
Penegakan hukum yang bersifat represif ini dilakukan dalam hal perbuatan yang
melanggar peraturan, sedangkan instrumen yang digunakan adalah penerapan sanksi
pidana.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan terhadap kasus kebakaran hutan
berupa penjatuhan sanksi pidana oleh aparatur pencgak hukum terhadap mereka yang
terbukti melanggar kctcnman-kctcnman tentang pembakaran hutan scbagaimana
diatur dalam :

1. Pasal 187 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja membakar dihukum penjara
maksimum 12 tzhun jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum
bagi orang, atau 15 tahun jika mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain,

atau penjara seumur hidup/pentjara 20 tahun jika perbuatannya itu
mengakibatkan matinya orang”;
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- Pasal 188 KUHP, yang isinya sama dengan Pasal 187 KUHP, yang

membedakan, Pasal 187 ditujukan untuk perbuatan membakar yang
dilakukan dengan sengaja (delik dolus), scdangkan Pasal 188 berlaku untuk
pembakaran yang terjadi karena kelalaian pelaku (delik culpa);

- Pasal 55 KUHP yang menyatakan seseorang yang “turut melakukan”

perbuatan pidana pembakaran dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidananya;

. Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1985 menycbutkan barang siapa

dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dihukum dengan
pidana selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

. Pasal 18 ayat (3b) PP Nomor 28 Tahun 1985 mengatur tentang perbuatan

yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan akan dipidana
kurungan selama-lamanya 1 tabun atau denda scbanyak-banyak Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah);

. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

ketentuan pidana lingkungan terdapat dalam Pasal 41-48. Secara ringkas
ketentuan pidana diatur sebagai berikut :

a. Tindak pidana yang merupakan delik materiil (Pasal 41 dan 42);

b. Tindak pidana yang merupakan delik formil (Pasal 43 dan 44);

c. Tindak pidana korporasi (Pasal 45, 46 dan 47).

. Pasal 78 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan

bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3
huruf d tentang larangan membakar hutan diancam pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah).

. Pasal 78 ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 mengatur tentang perbuatan

karena kelalaiannya melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf d tentang larangan
membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta
rupiah).

. Pasal 78 ayat 11 UU Nomor 41 Tahun 1999 menentukan tentang barang

siapa dengan sengaja melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf 1 tentang larangan
membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan
hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
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5.2.3. Penyclesian Sengketa Lingkungan ‘
5.2.3.1. Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam kepustakaan hukum juga dikenal gugatan administrasi khusus di
Indonesia dikenal dengan sebutan sengketa Tata Usaha Negara. Gugatan administrasi
merupakan pelaksanaan konsep tanggung gugat negara yang mengandung arti, bahwa
negara dapat digugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan
pemerintah.’” Dengan demikian, konscp tanggung gugat negara mengandung penger-
tian tersedianya sarana hukum bagi warga negara unmtuk mengajukan gugatan
terhadap badan pemerintahan. Namun, terdapat perbedaan mengenai konsep tang-
gung gugat negara dalam sistem hukum berbagai negara.®®

Di Indonesia, gugatan hukum lingkungan administratif dapat terjadi karena
kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha
Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.®® Berdasarkan Pasal 47 UU
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) gugatan
hukum lingkungan administratif merupakan scngketa Tata Usaha Negara, yang
memberikan hak kepada scscorang atau badan hukum perdata untuk menggugat
Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam proses penerbitan Keputusan Tata

Usaha Negara itu. Sengketa Tata Usaha Negara, disamping sebagai sarana untuk

¥ Takdir Rahmadi, Pengaturan Hukum Tentang Penigelolaz: Baban Berbahaya dan Berscun
di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Atrlangga, 1998, h. 49

* Siti Sundari Rangkuti, “Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian Dalar Kasus
Pencemaran” ANDAL No. 5 VII, 1980 h. 24.

* bid,
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menckan Pejabat Tata Usaha Negara agar mematuhi ketentuan prosedural, juga
scbagai “sarana perlindungan hukum bagi rakyat”,*°

Sarana perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dalam
kaitannya dengan kebakaran hutan adalah masyarakat diberi hak untuk menggugat
KTUN, yaitu Izin/hak-hak pengusahaan hutan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara, apabila Izin‘hak-hak tersebut dirasa merugikan kepentingan
masyarakat dengan menimbulkan kebakaran hutan. Dengan demikian, gugatan ini
dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif terhadap
akibat kebakaran hutan.

Melalui gugatan ke PTUN masyarakat dapat mecnuntut agar izin‘hak-hak
pengusahaan hutan dicabut, hal ini sebagai sanksi administrasi terhadap perusahaan
yang telah merusak hutan. Dengan péncabutan izin/hak-hak mengusahaan hutan,

maka kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akan terhenti.

5.2.3.2. Gugatan Ganfi kerugian
Penegakan hukum lingkungan keperdataan hendaknya dibedakan dari upaya
penyelesaian sengketa dengan cara gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti

kerugian bagi korban pencemaran akibat perbuatan melanggar hukum oleh pencemar,

“ Philipus M. Hadjon, Perfindungan Hukeurn Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuab Studi Tentang
Prinsip-prinsipnya, Penangaannya Oleb Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dagp
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Mulia, h. 5. Sebagaimana dikutip oleh Takdir
Rahmadi, Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1998, h. 49.
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karena sifatnya individual.*' Penegakan hukum lingkungan keperdataan dilakukan

olch penguasa, apabila sarana pencgakan hukum lingkungan administratif kurang

memadai, sebagaimana dijelaskan oleh Biezeveld :

Due to the jurisprudence of the Supreme Court of the Netherlands, the under e
mentioned right of & governmental body to sue an offender of environmental
regulstion is limited to (rare) situstions in which administrative enforcement
powers are indequate. Therefore civil environmental law enforcement has almost
o practical meaning in Dutch environmental policy.**

artinya :

“Menurut yurisprudensi MA Belanda, hak badan pemerintahan yang disebut
dalam butir ¢ untuk menggugat sescorang yang melanggar peraturan lingkungan
terbatas pada situasi (yang jarang terjadi) dimana kekuasaan penegakan hukum
administrasi tidak cukup. Oleh Kkarena itu penegakan hukum lingkungan
keperdataan hampir tidak mempunyai makna praktis dalam kebijaksanaan
lingkungan Belanda”

Seperti diungkapkan oleh “Biezeveld” dj Belanda, penegakan hukum

lingkungan keperdataan yang dilakukan pemerintah sangat jarang terjadi atau hampir

tidak ada, namun yang sering terjadi hanya penyelesaian sengketa lingkungan antara

individu. Dengan demikian dalam tesis ini, hanya dibahas tentang penyelesaian

sengketa lingkungan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh individu,

Penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dalam UU Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah :

1. Melalvi pengadilan : Pasal 34-39 UUPLH;

2. Diluar pengadilan : Pasal 31-33 UUPLH;

TESIS

! Siti Sundari Rangkuti, Op.cit, 1996, h. 192.
“G.A. Biezeveld, Loccit. h. 7,
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Khusus penyelesaian scngketa lingkungan yang dapat diterapkan terhadap

kasus kcbakaran hutan berupa gugatan ganti kerugian olch masyarakat; perorangan

atau badan hukum terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, Dasar
hukum gugatan ganti kerugian ini adalah Pasal 34 ayat 1 UUPLH dan Pasal 80 UU
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan
yang melanggar UU Kehutanan dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 78 perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat |
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi,

pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperiukan.

6. Metode Penelitian
6.1. Pendekatan Masalah

Berpangkal tolak dari latar belakang masalzh dan tujuan penelitian, untuk
memperoleh jawaban atas pokok masalah digunakan pendekatan yuridis normatif
(dogmatik), yakni mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum
terhadap kasus kebakaran hutan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan
lingkungan dan kehutanan yang bcrlaku di Indonesia. Atas dasar itu, telaah terhadap
hasil penclitian dilakukan dengan menggunakan pembahasan deskriptif-analitik
Berarti penelazhan dilakukan dengan cara memaparkan secara cermat dan tematik
ketentuan hukum lingkungan yang mengatur tentang kebakaran hutan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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6.2. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penclitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Menurut R.G. Logan dalam tulisannya yang

betjudul Lega! and Law Libraries, yang termasuk bahan hukum primer (primary

materials) adalah : Acts of Parliament Suvbordinate Legislation, and reported
decisions of the courts and tribunals, sedangkan vang termasuk bahan hulum
sekunder (secondary materials) meliputi : alf types of legal literature which are not
formal records of Iaw, such as encyclopedias, digests of cases, textbooks, Journals,
dictionaries, indexes and bibliographies®® Bahan hukum primer penelitian ini
terutama adalah ;
1. Ijndang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (I.NRI Tahun 1997 No. 68 TLNRI No. 3699);
2. Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (LNRI Tahun 1990 No. 39 TLNRI No.
3419);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI) Tahun
1999 No. 167 TLNRI No. ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

(LNRI Tahun 1985 No. 39 TLNRI No. 3294);

“’R.G. Logan, Lega/ Literature and Law Librarics, dalam R.G. Logan, Informations Sources
in Law, Butterworth Guids to Intemnational Sources, Butterworh & Co. {Publisher) Ltd., 1986, h 2.
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 tentang Perencanaan Hutan
(LNRI Tahun 1979 No. 50 TLNRI No. 2945);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan
Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (LNRI Tahun 1970 No. 31
TLNRI No. 3055);

7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1986 tentang Usaha
Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpis-11/1993 tentang
Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan;

9. Beberapa Surat Keputusan Dirckiorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam (PHPA) yang berkaitan dengan kebakaran hutan.

Namun tidak dapat ditinggalkan bahan-bahan hukum primer lainnya seperti
Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan berbagai peraturan perundang-undangan lainmya yang terkait. Yang termasuk
bahan hukum sekunder ialah berbagai karya ilmiah para pakar, hasil-hasil penclitian,
kamus, ensiklopedi, dan jurnal-jumal ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum
lingkungan yang menyangkut penegakan hukum lingkungan.

6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpuian bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi
bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis untuk
selanjutnya melalui proses klasifikasi secara logis-sistematis sesuai dengan per-

masalahan yang dirumuskan dalam tujuan penelitian ini dengan menggunakan sistem

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

33

kartu (card system). Menurut Winarno S., dalam sistern kartu, kartu-kartu tersebut
dibagi atas 3 (tiga) macam kartu, yaitu :*

1. Kartu ikhtisar;

2. Karmu kutipan;

3. Kartu analisis.

Kartu ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, tahun penerbitan, nama
penerbit dan halaman pokok masalah yang dikutip. Kartu kutipan memuat pokok-
pokok masalah yang dikutip, selanjutnya kartu analisis memuat ulasan yang bersifat
menambah atau menjelaskan dengan cara menarik simpulan, saran maupun komentar.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, kartu-kartu disusun berdasarkan nama
pengarang (subyek), tetapi dalam penguraian dan analisis bahan hukum dilakukan

berdasarkan obyek (pokok masalah) scsu.ai dengan topik,

6.4. Pcngolahm dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yamg berasal dari peraturan perundang-undang
(dokumen resmi) dilakukan dengan mengutip ketentuan-ketentuan hukum lingkungan
vang relevan dengan penclitian, dan selanjutnya diberikan ulasan-ulasan sesuai
dengan teori yang telah diajukan. Bahan pustaka dikaji dan diidentifikasi terhadap

teori dan atau doktrin-doktrin hukum, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun

* Winamo S., Pengantar Penclitian flmiah, Dasar, Mctode darnt Teknik, sebagaimana dikutip
Oleh Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara peradilan Administrasi, Tesis, Program
Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukurn, Universitas Alrlangga, Surabaya, 1996 h. 45.
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karya ilmiah lainnya, Langkah ini dibutuhkan untuk mengetahui upaya penegakan
hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan.

Sebagai alat bantu untuk memperiajam analisis, dipergunakan juga metode
perbandingan dan interpretasi hukum. Perbandingan hukum dimaksudkan untuk
mendapatkan sumber pembanding yang akan menunjang materi pembahasan,
terutama dengan penegakan hukum lingkungan di negara lain (Belanda). Dalam
melakukan kajian bahan hukum, digunakan metode interpretasi sebagaimana terdapat
dalam buku P. Van Dijk, etal, yang berjudul Van Apeldoom’s Inleiding tot de
Studie van het Nederlandse Recht, yakni : Hij onderscheidde hierin vier elementen:
bet gramaticale, ket logische, het historische en het systematische* Keempat macam
metode interpretasi tersebut digunakan secara keseluruhan agar dapat memahami
peraturan perundang-undangan (hukum). Interpretasi gramatikal adalah suatu metode
untuk memahami peraturan perundang-undangan dari segi bahasa Interpretasi logis
berarti mencari arti peraturan perundang-undangan atas dasar pemikiran yang masuk
akal (rasional). Interpretasi historis berarti mencari makna hukum dengan cara
mengkaitkannya dengan secjarah latar belakang perumusan hukum, selanjutnya
interprotasi sistematis adalah suatu metode untuk memahami hukum dengan bertolak
dari sistem aturan. Di samping it juga digunakan interpretasi hukum yang menurut

NE. Algra dan H.C.J.G. Janssen discbut “interpretasi futuristik” atau “interpretasi

“* Suparto Wijoyo, J/bid, 1996, h. 49.
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antisipasi”.* Interpretasi fururistik atau intcrpretasi antisipasi adalah interpretasi
yang dimaksudkan untuk menjclaskan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
demikian, digunakannya kelima macam metode interpretasi hukum tersebut untuk
mencari makna terdalam dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang

menjadi bahan hukum dalam penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang dianalisis
dengan menggunakan metode penclitian hukum normatif, sistematika penulisan
disusun dalam lima bab pembahasan sebagai bertkut :

Bab satu, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang dan perumusan
masalah penjelasan awal mengapa periu dilakukan penelitian, dilengkapi dengan
twuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, diketengahkan metode penelitian yang
digunakan dengan menguraikan terlebih dahuly tinjauan pustaka yang menunjang
atau menjelaskan secara tematik-teoritik tentang permasalahan dalam penclitian ini,
Bab ini merupakan pcdoman bagi bab-bab sclanjutnya.

Bab dua, memuat analisis yang bertujuan untuk menjclaskan dan sckaligus
menjawab masalah hukum pertama. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam bab

kedua diketengahkan pembahasan tentang penegakan hukum lingkungan

* N.E.Algra & H.C.J.G. Jansen, Rechtsingang, Wolters-Noordoff, Groningen, 1981, h. 62.
sebagai bahan pelengkap lihat pula Sudikno Mertokusumo, Op.cit, h. 147-150.
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cmpat. Pada bab penutup ini discrtakan pula saran-saran yang rclevan dan dipandang

perhz berkenaan dengan simpulan hasil penelitian,
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BAB il
PENEGAKAN HUKUM UINGKUNGAN ADMINISTRATIF

DI BIDANG KEHUTANAN

Dalam pandangan aparat pencgak hukum dan masyarakat terdapat suatu
anggapan yang keliru, bahwa penegakan hukum lingkungan hanya melalui proses
pengadilan. Dengan kata lain penegakan hukum lingkungan dewasa ini lebih
mempunyai kesan represif, yaitu setelah terjadinya kasus pencemaran/perusakan
lingkungan baru diselesaikan melalui jalur pengaditan, baik dari segi pidana maupun
perdata,

Penegakan hukum lingkungan sebenamya tidak hanya terbatas pada tixlt;l\éakan
yustisial semata, melainkan bagaimana .mcnycrasikan dan mencrapkan peraturan yang
sudah ada atau pencgakan hukum yang bersifat preventif. Scbagaimana pandangan
“Keith Hawkin” yang disitir oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa penegakan
hukum lingkungan dapat dilihat dari 2 sistem/strategi yang disebut “compliance”
dengan “conciliatory style” (pembenahan peraturan) sebagai karakteristiknya dan
‘fsaaétomhg “dengan “penal style”(pemberian sanksi) sebagai karakteristiknya.*’

Sarana penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif dan bertujuan

menegakkan peraturan lingkungan adalah penegakan hukum lingkungan

%7 Koesnadi Hardjasoemantri, Pengantar Pencgakan Hukum Lingkungan Indenesis, Makalgh
Penataran Hukum Lingkungan Kerjasama Indonesia — Belanda, Fakultas Hukum Unair, 1995, h. 1.

38
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administratif, karena penegakan hukum lingkungan ini memiliki 2 sifat yaitu
preventif dan represif. Pencgakan hukum lingkungan yang bersifat preventif berarti
pengawasan aktif yang dilakukan fterhadap kepatuhan peraturan tanpa kejadian
langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa
peraturan hukum telah dilanggar.*® Instrumen bagi penegakan hukum lingkungan
preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya
pengawasan/ pengambilan sampel dan sebagainya, **
1. Pengawasan

“Pengawasan” adalah sarana pencgakan hukum lingkungan yang bersifat
preventif, yakni guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan
ditaati.’® Pengawasan ini dapat diterapkan tethadap kegiatan yang menyangkut
persyaratan izin, agar tujuan izin dapat tercapai tanpa disertai adanya perubahan
lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha/izin mempunyai tiga
segi’’ , vaitu
a. Pemantauan pentaatan (compliance monrtoring), Pemantauan pentaatan dilakukan

terhadap :

*® Siti Sundari Rangkuti, Loc.cit, 2000, h. 209.

“® Ivid., h. 209.

* Takdir Rahmadi, Op.cit, 1998 h. 264,

*! Moestadji, Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Dacrah Dalam Upaya
Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah, dalam buku Butir-butir Gagasan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 3190,
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(1) Izin, yakm untuk mengetahui apakah izin yang diterbitkan telah memenuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan apakah izin tersebut
telah memuat syarat dan kewajiban yang harus dilakukan.

(2) Pelaksanaan ketentuan/persyaratan izin.
Pengamatan lapangan, yaitu dengan berjalannya Kkegiatan usaha akan
menimbulkan perubahan lingkungan (terrmasuk hutan). Perubahan ini harus
diamati di lapangan (pemantauan perubahan lingkungan). Dari hasil pemantauan
dapat diketahui terjadinya perubahan lingkungan. Terhadap perubahan ini apakah
perubahan lingkungan yang terjadi itu masih dalam/sudah melewati batas ambang
yang ditentukan.

Evaluasi

Hasil pemantauan penataan dan pengamatan lapangan dievaluasi. Dari hasil

evaluasi dapat diketahui ;

(1) Apakah ketentuan hukum dan ketentuan dalam izin melakukan kegiatan usaha
telah ditaati oleh pemegang izin kegiatan usaha c.q. penanggung jawab
kegiatan usaha yang bersangkutan.

(2) Sampai seberapa jauh ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku oleh Pcjabat
Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan izin melakukan
kegiatan usaha.

(3) Bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi akibat dilakukannya kegiatan

usaha, serta bagaimana kecendrmungan yang terjadi its.
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(4) Apa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencrapkan peraturan
perundang-undangan,

Dengan mengetahui keempat faktor dalam tahap evaluasi, maka hasil evaluasi

dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijaksanaan pengelolaan

lingkungan pada fase berikutnya.

Pengaturan pengawasan scharusnya tertuang dalam undang-undang, karena
kegiatan pengawasan bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga, khususnya
mereka vang bekerja sebagai karyawan atau penanggungjawab sebuah badan usaha,
misalnya untuk memberikan keterangan yang diberikan. Ketentuan yang bersangkut
paut dengan hak dan kewajiban warga negara termasuk materi muatan undang-
undmg.s2

Dalam bidang kehutanan, sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999
wewenang pengawasan tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan
maupun PP No. 28 Tahun 1985 tentang Periindungan Hutan. Pengaturan pengawasan
hanya dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan vang lebih rendah dan
berkait dengan penerbitan izinhak pengusahaan hutan, Beberapa peraturan per-

undang-undangan tersebut seperti yang tertera dalam Tabel 4 di bawah ini.

“ A Hamid S. Attamimu, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyclenggaraan Pemenntahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
berfungsi sebagai Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Fakultas
Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, h. 219 sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmad.
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Tabel 4 : Pengawasan Kchutanan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. Pengusahaan Kep.Menten Kehutan- | s Dinas kehutanan Diatur
Hutan Tanaman { an No. [48/Kpts-Ii/ i
Reboisasi dan Reha-
bilitasi
w Direktorat Jenderal
Pengusahaan Hutan
2. Permmungutan Ha-sil | Kep Menteri Kehutan- | " Dinas  Kehutanan Tak diatur
Hutan Tanam-an | an  No.208/Kpts-Il/ Daerah Tk
Rotan 1989,
P tm . i . )
emanfzatn Kayu aKncp Mc;t:rigjkn?:::ﬁ; w  Kantor Wilayah Ke- Tak diatur
: hutanan Propinsi

1989 jo. Kep.Menten
kehutanan No. 667/ | s Dinas Kehutanan

Kpts-11/1993.
3. HPH Sagu dan | KepMenteri Kehutan- | ™ Dep.Kehutanen dan Diatur
Nipah an  No.840/Kpts-IV Industri Kehu-tanan
1991 di daerah
w Ditektir  Jenderal
Pengusahaan hutan
4. Perambah Hutan Kep.Bersama Men-teri | » Dep.Kehutanan,
dan Peladang | Kehutanan, Men- Depdagni,  Depart.
Berpindah dagriMenteri  Trans- Transmigrasi
migrasi No 480/ Kpts -
[1/93-74 Thn 1993
SKB No. 69/Mean/93,
5 Pengusahaan PP No. 13 Thr.1994 o  Menten Kehutanan Tak diatiy
Tanaman Buru dan
Kebun Buru

Tabel di atas ditunjukkan bahwa, tidak semua ketentuan mengenai hak/izin
pengusahaan hutan memuat Kketentuan pengawasan, schingga upaya penegakan
hukum yang bersifat preventif dan bertujuan mencegah terjadinya kebakaran hutan

tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hukum yang mengatur (asas legalitas),
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walaupun diketahui bahwa wewenang pengawasan tetap melekat sctelah penerbitan

izin.
Dalam nencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, wewenang

pengawasan sclain diatur dalam ketentuan perizinan juga dimuat pada beberapa

T Ak g i A, Pl e - - .-

peraturan dan Kkebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan,

Peraturan-peraturan tersebut tertera pada Tabel 5 yaitu ;

Tabel 5

Peraturan Pencegahan dan Penanggulangan Hutan yang Dikeluarkan

Departemen Kehutanan

Mo femsPertumnPar | g Beratian |

ISI

l. | Keputusan Menteri

SK Menteri Kehutanan No.

195/Kpts-I1/1986

Petunjuk tentang Usaha Pen-
cegahan dan Pemadaman Ke-
bakaran Hutan

2. | Keputusan Menteri

SK Menteri Kehutanan No.
523/Kpts-1/1993

Pedoman Perlindungan Hutan
di Areal Pengusahaan hutan.

3. | Keputusan Direktur Jenderal

SK Dirjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian alam (PHPA)
No.243/Kpts/DI-VI/1994

Petunjuk Teknis Pencegahsn
dan Penangpgnlangan Kebe-
karan Hutan di Areal Peng-
usashaan Hutan dan Areal
Penggunaan lainnya.

4. | Keputusan Direktur Jendera!

SK Dinjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No. 244/Kpts/DJ-V1/1994

Petunjuk Teknis Pemadaman
Kebakaran Hutan.

5. | Keputusan Direktur Jenderal

SK Dirjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No.245/Kpts/DI-V1/1994

Prosedur Tetap Pernakaian
Peralaten Pemadaman Keba-
karan Hutan,

6. | Keputusan Direktur Jenderal

SK Dirjen Perlindungan Hutan
dan Pelestanian Alam (PHPA)
No.246/Kpts/DJ-V1/1994

Petunjuk Pembuatan dan Pe-
masangan Rambu-rambu Ke-
bakaran
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- JenisPeraturanPer- |

. Nomof Persturan |

Keputusan Direktur Jenderal

SK Dinen Perlindungan Hutan

den Pelestarian Alam (PHPA)
No.247/Kpis/DI-VI/1994

Petunjuk Standarisast Sarana
Pencegahan dan Penanggu-
langan Kebakaran Hutan

Keputusan Direktur Jenderal

SK Dirjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No.247/Kpts/DJ-VI/1994

Prosedur Tetap Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakar-
an Hutan

Keputusan Menteri

SK Mentenn Kehutanan No.
260/1995

Petunjuk Tentang Usaha Pen-
cegahan dan Pemadaman
Kebakaran Hutan,

10.

Keputusan Direktur Jenderal

SK Digjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No. 81/Kpts/DI-VI/1995

Petunjuk Pelaksanaan Pengen-
dalian Kcbakaran Hutan dan
Lahan,

1

Keputusan Menteri

SK Menten Kehutanan No.
188/Kpts-11/1995

Pembentukan Pusat Pengen-
dalian  Kebakaran Hutan
Nasional (PUS-DALKAR-
HUTNAS)

2.

Keputusan Direktur Jenderal

SK Dirjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No.46/Kpts/DI-VI/1997

Petunpuk Teknis Kewaspadaan
Diri dan Keselamatan Kerja
Dalam Pemadarman Kebakaran
Hutan.

13.

Keputusan Direktur Jenderal

SK Digjen Perlindungan Hutan
dan Pelestanian Alam (PHPA)
No.47/Kpts/DJ-VI/1997

Petunjuk Teknis Pembakaran
Terkendali.

14.

Keputusan Direktur Jenderat

SK Disjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No.48Kpts/DJ-V1I/1997

Petunjuk Tekms Sistem Ko-
mando Pengendalian Keba-
karan Hutan,

15.

Keputusan Direktur Jenderal

SK Dirjen Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam (PHPA)
No.152/Kpts/DI-V1/1997

Pencabutan SK Dinen PHPA
No. 47/Kpts/DJ-VI/1997 ten-
tang Petunjuk Pembakaran
Terkendali

16,

Keputusan Mentert

SK Menteri Kehutanan No.
97/Kpts-11/1998

Prosedur Penanganan Keba-
karan Hutan.

Sumber

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Kebakaran Hutan dan

Lahan di Indonesia, Dampak Faktor, dan Evaluasi, 1998.

Kebakaran hutan yang rutin tiap tahun di Indonesia, menunjukkan bahwa

peraturan dan kebijaksanaan ﬁcnccgahan maupun penanggulangan hutan tidak dapat
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dilaksanakan dengan efcktif. Untuk mengetahui kelemahan pelaksanaan peraturan
dan kebijaksanaan terscbut perlu dikaji beberapa hal yang meliputi :
a. Perizinan Kehutanan

Fungsi perizinan kehutanan adalah untuk mengawasi dan mengendalikan

kegiatan di bidang kehutanan, namun dalam praktek fungsi perizinan ini tidak

dapat terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

(1) Dokumen AMDAL yang berupa RKL/RPL atau UKI/UPL tidak dapat
diintegrasikan dalam persyaratan izin, schingga apabila RKI/RPL atau
UKL/UPL tidak diimplikasikan olch pemegang izin maka, tidak ada
konsckuensi yuridis. >

(2) Kewenangan pemberian izin bersifat sektoral yang dibatasi oleh substansi
dan wilayah. Dengan demikian jika terjadi kebakaran hutan instansi yang
berwenang menganggap bahwa ada pembatasan untuk melakukan
pengendalian kebakaran hutan.

(3) Kurangnya koordinasi antara pejabat pemberi izin (dalam hal ini
Departemen Kehutanan yang menerbitkan HTI, HPH, IPK dan izin
pclepasan; Departemen  Pertanian  yang menerbitkan Izin  Usaha
Perkcbunan; dan Departemen Transmigrasi yang memberikan izin

penyediaan lahan  transmigrasi), telah menyebabkan lemahnya

* Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Loc.cit, 1998 h. 134,
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pengawasan terhadap izin-izin tersebut, schingga izin-izin ini sering
disalahgunakan dan dilanggar persyaratannya,
b. Metode Pembukaan Lahan

Bedasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan, pembukaan hutan dengan cara membakar tidak
dilarang dengan tegas baik oleh Departemen Kchutanan, Departemen
Pertanian maupun Departemen Transmigrasi. Departernen Kehutanan hanya
memberikan petunjuk teknik pembakaran hutan terkendali yang disertai
dengan izin berdasarkan SK Ditjen  PHPA No. 47/Kpt/DJ-VI/1997.
Departemien Pertanian mengeluarkan SK Dijen Perkebunan No. 38/KB-
110!3K/DJ—BUN!05.95 tentang Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, tetapi tidak
mengatur tentang larangan membakar hutan. Sedangkan Departemen
Transmigrasi hanya mengeluarkan Surat Edaran No, SE-04/PL/1997 tentang
Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan, namun ketentuan ini
hanya berupa surat edaran sehingga hanya bersifat intern dan tidak mengikat
perusahaan menyedia lahan transmigrasi. Dengan tidak adanya larangan
Sccarz tcgas temtang membuka lahan dengan cara membakar maka
pembakaran hutan banyak dilakukan oleh perusahaan karena cara ini tidak
banyak memakan biaya atau meminimalkan pengeluaran  perusahaan,
Larangan membuka hutan dengan membakar baru terjadi pada tanggal 13
Oktober 1997 dengan dikeluarkannya SK. Dirjen PHPA No. 125/Ppts/DJ-

VI/1997.
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¢. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PPKHL)

Peraturan PPKHL scbagai suaty kebijaksanaan untuk mencegah  dan

mengendalikan terjadinya kebakaran hutan kurang memadai, hal ini

disebabkan oleh :

(1) Peraturan PPKHL bersifat scktoral dan tidak dimiliki oleh semua nstansi
yang mengehuarkan perizinan dalam bidang kehutanan, peraturan PPKHL
hanya dimiliki oleh Departemen Kehutanan, sedangkan Departemen
Pertanian dan Departemen Transmigrasi tidak memiliki, schingga
perusahaan perkcbunan dan perusahaan penyedia lahan transmigrasi tidak
memiliki kewajiban untuk menyediakan peralatan pemakam kebakaran,

(2) Kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan PPKHIL
sering tidak memadai dan sangat minim, sebagai contoh tentang
kewajiban untuk membentuk Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan
yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas areal, serta sarana-sarana
teknis yang kurang memadai dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan.

Menyadari kelemahan dari UU No. 5 Tahun 1967 yang tidak mengatur
masalah pengawasan, maka UU No. 41 Tahun 1999 (UU Kchutanan) telah memuat
ketentuan pengawasan dalam Bab VII Pasal 59 sampai Pasal 65. Pengawasan
kehutanan bertujuan untuk mencermati, menclusuri dan menilai secara maksimal dan
sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempumaan

pengurusan hutan lebih lanjut.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ...




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

48

Pengawasan hutan berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 41 Tahun 1999
dilakukan oleh pemecrintah pusat dan pemerintah dacrah, namun tctap memberikan
hak kepada masyarakat dan perorangan untuk berperan serta.

Pengawasan kehutanan dilakukan terhadap kegiatan antara lain :
a. Pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 61);
b. Pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh Pihak HI (Pasal

62);

. Pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan Internasional

(Pasal 64).

Ruang lingkup pelaksanaan wewenang pengawasan kehutanan berdasarkan Pasal
63 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 meliputi :

a. pemantauan;

b. meminta keterangan,

¢. melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 62 UU Kehutanan merupakan pengakuan terhadap masyarakat,
khususnya masyarakat adat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh Pihak II (pengusaha hutan). Dengan
dilibatkannya masyarakat sctempat (adat) untuk ikut mengawasi kegiatan
pemnanfaatan hutan oleh Pihak II akan lebih berhasil guna dan berdaya guna*

dibanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang jumlahnya tidak seimbang

* Pencerminan asas instrumental dalam Jandasan Hulagn Administrasi, selain asas negara
hukum dan demokrasi.
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dengan luas arcal hutan. Dengan tinggal dalam lingkungan hutan, masyarakat sering
mempunyai insentif yang kuat untuk memclihara dan menggunakannya secara
berkelanjutan, karena masyarakat mempunyai jaminan atas akses ke sumber daya

alam yang diperlukan,*

2. Penerapan Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut pandangan van Wijk/Konijnenbelt
adalah alat kekuasaan publik (publickrechtelijke machtsmiddelen) yang digunakan
oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma  hukum
administrasi.” Dengan demikian sanksi administrasi merupakan salah satu sarana
pencgakan hukum administrasi yang bersifat represif.

Sejalan dengan pengertian di atas, yang dimaksud dengan penegakan hukum
lingkungan administratif yang bersifat represif adalah pencrapan sanksi administrasi
oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan
administratif yang pada dasamya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung
keadaan terlarang.®’

Sebagai reaksi bagi mereka yang tidak mentaati norma hukum lingkungan

administratif, sanksi administrasi sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan

” WALHI, Bumi Wahana, Strategi Menuju Kehidupan vang berkelanjutan, 1993, h. 153,

* van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratiet Recht, vijfde druk, vuga.
s’ Gravenhage, 1984 sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hedjon, Loc.cit, h. 337.

*7 Siti Sundari Rangkuti, Op.ciz, 2000, h. 211.
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di bidang kehutanan, karena mecrupakan sarana pengendalian  perbuatan  yang
dilanggar dan perlindungan kepentingan yang dijaga olch ketentuan terscbut.

Dalam usaha untuk mengendalikan kebakaran hutan dan menjaga kepentingan
hutan dari dampak kebakaran, maka sanksi administrasi perlu diterapkan terhadap
semua kegiatan pengusahaan hutan. Penerapan sanksi administrasi sangat efektif
digunakan untuk mengakhiri suatu pelanggaran, karena prosedur penerapan sanksi
administrasi ini tanpa melalui proses peradilan sebagaimana halnya dengan sanksi
pidana. Namun penggunaan wewenang penerapan sanksi administrasi harus
memenuhi empat hal pokok, yaitu :

a. Legitimasj
Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan
dan wewenang menerapkan sanksi, ** Wewenang menerapkan sanksi administrasi
mutlak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik secara abwribusi
maupun delegasi.

Dalam bidang kehutanan wewenang penerapan sanksi administrasi dimiliki
olch beberapa instansi yang bersifat sektoral, dimana wewenang tersebut melekat
pada kewcnangan untuk mengeluarkan izin‘hak pengusahaan hutan. Hal seperti
yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU Kchutanan yang menyatakan bahwa
setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa

Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, atau Izin Pemungutan Hasil

** Philipus M. Hadjon, Op.cit h. 338.
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Hutan yang diatur dalam UU ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan
pidana yang diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administrasi, Namun
pengaturan Pasal 80 ayat (2) yang menggabungkan sanksi administrasi dengan
ganti rugi merupakan suatu ketentuan yang keliru, karena sanksi administrasi dan
ganti rugi memiliki fungsi yang tidak sama. Sanksi administrasi berfungsi untuk
menghentikan pelanggaran dan memulihkan pada keadaan semula, sedangkan
ganti rugi bertujuan untuk memberikan biaya atas kerugian yang diderita korban.
b. Instrumen Yuridis
Termasuk pengertian instrumen yuridis di sini adalah jenis-jenis sanksi
administrasi dan proscdur menerapkan sanksi.”® Beberapa jenis sarana penegakan
th admunistrasi adalah :
s paksaan pemerintah (bestuursdwang);
w uang paksa (publickrechtelijke dwangsom);
® penutupan tempat usaha (sluiting van een inrichting);
w penghentian kegiatan mesin perusahaan (buitengebruikstelling van tuestel);
v pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan
uang paksa.%
Jenis-jenis sanksi administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan seperti yang tertera pada Tabel 6 berikut ini

* id,
% Siti Sundari Rangkuti, Loc.cit, 2000, h. 211.
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~ Peraturan . Kegiatar/Wewenang " Jenis Sanksi
1. UU No. 41/1999 Tidak diatur Denda, Pencabutan Izin, Penghentian
Kegiatan dan Pengurangan Areal
2. PP No. 131994 Menten Kehutanan dan Pencabutan izin
Perkebunan
3. PPNo18/1994 Menten Kehutanan dan Pencabutan izin
Perkebunan
4. PP No. 6/199% Menteni Kehutanan dan Pencabutan Iznn, Pengurangan Areal
Perkebunan Kerja, Denda Adminsitratif
5. Kep.MenKehut Menteri K ehutanan dan Pencabutan Izin, Dends
No. 148/1989 Perkebunan
6. Kep.MenKehut. Menteri Kehutanan dan Pencabutan [zin
No. 840/192] Petkebunan
7. Kep.Men Kehut. Tidak diatur e  Penghentian pelayanan
No. 493/1989 jo. sdministrasi
No. 822/1993

®  Penghentian pencbangan untuk
jangka waktu tertentu

¢  Pengurangan target produksi
¢ Pengenaan denda

&  Pencabutan HPP atau izin eksploi-
tasi hutan lainnya.

Sesuai dengan tabel di atas, instrumen yuridis yang dimiliki oleh peraturan

perundang-undangan di bidang kehutanan meliputi

1.

2.

TESIS

Pencabutan izin

Denda administrasi

Penghentian kegiatan

Pengurangan areal dan target produksi
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Sanksi uang paksa (dwangsom) tidak dicantumkan scbagai instrumen untuk
melakukan penegakan hukum administrasi di bidang kechutanan. Uang paksa
diperfukan dalam pengelolaan hutan, karena pengabaian atau pelanggaran ketentuan
perundang-undangan oleh badan usaha seringkali dilatarbelakangi oleh motif-motif
ekonomi, yakni untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya
serendah mungkin. Oleh karena itu para pengusaha sering melakukan pembukaan
hutan dengan menekan biava serendah mungkin, seperti yang tertera dalam tabel 3.
Pembukaan hutan vang paling rendah biayanya adalah dengan melakukan
pembakaran, atau pengusaha hutan tidak melakukan usaha-usaha untuk mencegah
terjadinya kebakaran hutan scbagaimana tercantum dalam persyaratan izin. Dengan
demikian ada kecenderungan untuk sedapat mungkin mengabaikan persyaratan izin
atau peraturan perundang-undangan. |

Penerapan sanksi administrasi merupakan wewenang bebas (discretionary
power) yang dimiliki oleh aparat pemerintahan, schingga sering terjadi keengganan
pemerintah untuk (tidak) menerapkan sanksi administrasi dengan alasan-alasan non
hukum, misalnya faktor ekonomi. Jika ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-
undangan olch beberapa badan usaha tidak dikenai sanksi, maka hal ini akan
berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum lingkungan sccara kescluruhan,
karena badan usaha yang pada mulanya mentaati peraturan merasa dirugikan.

Perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum lingkungan administratif yang

bersifat tidak adil pada gilirannyan akan mendorong badan usaha yang semula taat
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pada peraturan perundang-undangan untuk ikut mengabaikan dan melanggar.

Khusus dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi tahun 1997, penegakan
hukum lingkungan administratif yang telah dilakukan olch Departemen Kehutanan
adalah mencabut sebanyak 166 [PK (Izin Pemanfaatan Kayu) pada bulan Oktober
1997, namun pada bulan Desember 1997 Departemen Perhubungan mencairkan
kembali 45 IPK dengan alasan perusahaan tersebut telah memiliki sumber daya, baik
berupa sarana, peralatan maupun tenaga untuk mencegah dan menanggulangi
kebakaran hutan. ©

Dalam kepustakaan hukum adminstrasi Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN) vang dikeluarkan oleh pejabat (pemerintah), dalam hal ini berupa sanksi
pencabutan izin harus memuat asas kepastian hukum yang berkaitan erat dengan asas
kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi pemerintah
untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya, kecuali untuk hak-hak
berikut ini ;*

(1) asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan
suatu ketetapan, apabila sudah sckian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan
atau pendapat;

(2) apabila keputusan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal

kekeliruan diketahui oleh yang berkepentingan;

*! Takdir Rahmadi, Op.cit, 1998, h. 282.

? Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI., Op.cit 1998, h. 135.

*® Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indanesia, Gajah Mada University
Press, 1994, h. 273,
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(3) yang berkepentingan memberikan informasi yang tidak benar, schingga
menycbabkan ketetapan yang keliru;

{4) bila syarat atau ketentuan yang dikaitkan pada suate ketetapan vang
menguntungkan tidak ditaati (sanksi).

Berdasarkan pengecualian tersebut di atas, apabila pencairan kembali
pencabutan IPK yang dilakukan olch Departemen Kchutanan didasarkan adanya
kekeliruan, maka pencabuatan sanksi administrasi yang berupa pencabutan IPK
masih dapat dimungkinkan, scpanjang tindakan Departemen Kehutanan tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan dan  atau melakukan tindakan
penyalahgunaan wewenang sclanjutnya, untuk beberapa perusahaan yang telah
melakukan pembakaran limbah kayu Departernen Kehutanan juga melakukan
pencabutan IPK terhadap 29 perusahaan dan perusahaan ini tidak melakukan
menyanggahan. Beberapa perusahaan tersebut terdapat dalam Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7

Daftar 29 Perusahaan Yang Dicabut I[PK-nya Karena Melakukan
Pembakaran Limbah Kayu (Tidak Melakukan Penyanggahan)

No. | ~ NamaPerusshean - ' : | Jenis
Provinsi Sumatera Selatan
1. PT Pakenn HTI
2. PT Must Rindang Wahana Kebun
1. | PT Arara Abadi/Indah Kaat HTI
2. PT Rimba Lestan HTI
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No. ' © Nama Perusahaan : Jenis
i
3. i PT Ruau Andalan Pulp & Paper HTI
4. | PT Parawang Sukses Perkasa Ind. HTI
5. | PT Gunung Mas Raya Kebun
6. | PT Inti Kamparindo Sejahtera Kebun
7. | PT Kencana Amal Tani Kebun
8 PT Subur Arum Makmur Kebun
9. PT inti Indo Sawit Subur Kebun
10. { PT Musin Mas Kebun
11. : PT Perdana Inti Sawit Kebun
12. ! PT Perkebunan I Kebun
13. | PT Sarpindo Graha Kebun
Provinsi Jambi
1. | PT Wana Perintis HTI
2. | PT Wana Kasita Nusantara HTI
Provinsi Kalimantan Tengah
1. | PT Parwata Rimba HTI
2. | PT Pola Inti Rimba HTI
3. | PT Gunung Sejahtera Dua Indah HT1
4 | PT Teguh Sempuma Kebun
5. | PT Mustika Sembuluh Kebun
6. | PT Kridatama Lancar Kebun
7. | Hanjalipan H Via/3,4 Trans
Provinsi Kalimantan Tengah
1. | PTITCI Hutani Manunggal HTI
2. | PT Kiani Hutani Lestan HTI
{ 3. | PT Tanjung Redeb Hutani HTI
4. | PT Swakarsa Sinar Sentosa Kebun
Provinsi Kalimantan Barat
. | PT Prakasa Tani Sejati Kebun

Sumber : Suparto Wijovo, Bahan Kuliah Hulum Lingkungan , 1998,
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¢. Norma Hukum Administrasi

Wewenang mencrapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan
discretionary power (kewenangan bebas), oleh karena itu instansi yang
berwenang menjatuhkan sanksi administrasi diberi wewenang untuk memper-
timbangkan/menilai apakah menggunakan atau tidak wewenang tersebut. Pejabat
dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi dengan berbagai
pertimbangan, misal :

v" alasan ckonomi;

v instrumen paksaan yang tidak memadai;

v tidak mampu memaksa;

v keraguan pejabat tentang suatu pelanggaran dan lain-ain.*

Dalam penegakan hukum lingkungan di bidang kehutanan wewenang
bebas dari pejabat untuk menerapkan sanksi administrasi sering dipengaruhi oleh
faktor-faktor non hukum, vaitu fakior ekonomi, misalnya akan timbulnya banyak
pengangguran, berkurangnya devisa negara atau suatu kebijaksanaan ekonomis
dari pejabat  pemerintah untuk meningkatkan investasi pada wilayah
kekuasaannya. Faktor ckonomis yang dikaitkan dengan pembangunan sering
dipandang scbagai salah satu faktor penghambat dalam pencgakan hukum

lingkungan administratif.

* Philipus M. Hadjon, Op.cit, 1996, . 341.
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Dengan adanya kelemahan dalam mencrapkan sanksi adminsitrasi, maka
norma hukum administrasi telah memberikan suatu batasan bahwa sikap pejabat
untuk tidak menerapkan atau menerapkan sanksi administrasi bukanlah suatu
sikap yang sesukanya tetapi harus didasarkan atas norma pemerintahan baik yang
tertulis (peraturan perundang-undangan) maunpun yang tidak tertulis atau
dikenal dengan scbutan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
Norma pemerintahan (tertulis maupun AUPB) meletakkan dasar hukum bagi
pemerintah dalam mempertimbangkan 3 aspek utama penggunaan wewenang
menerapkan sanksi (disamping prosedur) :

e> dasar tentang mengenakan sankst;
e dasar tentang kepatutan menerapkan sanksi
e~ dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan.

d. Kumulasi Sanksi

Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik secara eksternal

maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas :

- kumulasi eksternal

yaitu sanksi administrasi yang diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti

sanksi pidana dan perdata,

= kumulast internal

TESIS

 Ibid. h. 342
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Yaitu dua atau Icbih sanksi administrasi diterapkan secara bersama-sama. Namun

penerapan sanksi internal harus memperhatikan dua hal yaitu

a. asas ne bis xevari, dimana sanksi yang memiliki tujuan yang sama tidak boleh
diterapkan secara bersamaan.

b. asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara berat ringannya hukuman
dengan pelanggaran.

Dalam Pasal 47 UUPLH telah dimuat ketentuan kumulasi eksternal, dimana
pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Namun ketentuan
ini hanya berlaku bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan
(tindak pidana lingkungan korporasi). Pasal 47 UUPLH menycbutkan tindakan tata
tertib berupa :

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
b. penutupan selunthnya atau sebagian perusahaan; dan atau

¢. perbaikan akibat tindak pidana; dan atau

d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau

¢. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau

f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 bulan.

Penggunaan kumulasi cksternal dalam praktek belum dilaksanakan, namun
hal mi perlu diterapkan terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana
pembakaran hutan, agar sanksi pidana yang berupa denda tidak dianggap ringan

karena sanksi ini juga diikuti sanksi tambahan yang berupa sanksi administrasi.
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BAB 1]
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

DI BIDANG KEHUTANAN

1. Pencrapan Sanksi Pidana

Selain dari segi hukum administrasi kasus kebakaran hutan Jjuga diatasi
dengan penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Penegakan hukum lingkungan
kepidanaan merupakan tindakan represif yang dilakukan terhadap perbuatan
melanggar peraturan, sedangkan instrumen yang digunakan adalah pencrapan sanksi
pidana,

Secara teoritis terdapat perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi

pidana, perbedaan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Perbandingan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana
| Sanksi Administrasi © Sanksi Pidana
1. Sasaran + Perbuatan + Pelaku
2. Sifat + Reparatoir - Condemnatoir + Condemnatoir
3. Prosedur <+ Langsung + Pengadilan

Perbedaan kedua sanksi tersebut membawa 2 konsekuensi :
1. Konsekuensi pertama berkaitan dengan tidak dapat diberlakukannya prinsip

prioritas dalam menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana tcrhadap kasus-
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kasus kebakaran hutan. Dalam menerapkan prinsip prioritas harus diperhatikan

beberapa hal, yaitu :%

a. tingkat keseriusan kasus

b. mempertimbangkan kemungkinan pemulihan ke dalam kondisi semula

¢. kemampuan penegakan hukum, yaitu lembaga kejaksaan atau pemerintaly
instansi yang berwenang,

2. Konsekuensi kedua adalah dalam penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi
pidana secara bersamaan (kumulasi eksternal). Dengan adanya perbedaan sanksi
administrasi dan sanksi pidana, asas n¢ bis in idem tidak dapat diberlakukan,
schingga tidak ada larangan untuk menctapkan kedua sanksi terscbut secara
bersamaan.®’

Hal ini mengingat bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya memberi nestapa
pada pencemar (pelaku) bukan pada pencemaran (perbuatan), oleh karena itu tidak
menutup kemungkinan untuk diterapkannya kumulasi cksternal seperti yang tertera
dalam Pasal 47 UUPLH.

Pada UUPLH ketentuan pidana diatur dalam Pasal 41-47;, perumusan delik
lingkungan pada Pasal 41 dan 42 UUPLH merupakan delik materiil, sedangkan

rumusan Pasal 43 dan 44 dapat dikualifikasikan sebagai delik formal. Delik

% Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan
Dalamn Teori dan Praktek), Citra Aditya Bekti, Bandung, 1994, h. 19.
¢’ Philipus M. Hadjom, Op.cit, 1996, h. 343.
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(1) Pasal 187 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran,
ledakan atau banyir, diancam :

(a) dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karenanya timbul
bahaya umum bagi barang.

(b) dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karenanva timbul
bahaya bagi nyawa orang lain,

(c) dengan pidana penjara se umur hidup/paling lama 20 tahun, jika
karena-nya timbul bahaya bagi nyawa bagi orang lain dan
mengakibatkan matinya orang.

(2) Pasal 188 KUHP : Barang siapa karcna kealpaannya menycbabkan
kebakaran, ledakan atau banyir, diancam dengan pidana penjara paling
lama § tahun/ kurungan paling lama 1 tahun/denda paling banyak Rp.
300,-, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain
atau mengakibatkan matinya orang.

Pasal 187 dan 188 KUHP merupakan perbuatan pidana vang bersifat kejahatan,
dengan macam sanksi berupa : sanksi penjara, sanksi kurungan dan denda.
Ketentuan KUHP masih relevan untuk diterapkan bilamana tindak pidana terscbut
menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang atau menimbulkan
kematian

b. Undang-undang No. 23 Th. 1997 tentang Pengelolaan L ingkungan Hidup;
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Pasal 41;
(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).

Pasal 42;

(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang meng-
akibatkan pencemaran dan/atau ﬁerusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.
160.000.000,- (seratus juta rupiah)

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
matj atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (scratus lima
puleh juta rupiah).

Kasus kebakaran hutan mempunyai dampak lingkungan hidup, sehingga
penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dapat didasarkan pada Undang-

undang No. 23 Th. 1997. Namun berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 dan 42
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yang merupakan delik materiil, maka tctap harus dibuktikan hubungan kausal
antara perbuatan dan akibat, Beberapa unsur yang harus dibuktikan adalah:

(a) Kebakaran hutan

Pembuktian adanya kebakaran hutan dapat dilakukan dengan mengisolasi
tempat kejadian dan dibuatkan Berita Acara Tempat Kejadian Perkara, membuat
foto-foto dan menyita kayu dan barang-baranghewan yang terbakar sesuai
dengan prosedur yang berlaku serta ditunjang keterangan saksi ahli.

(b) Pencemaran dan atau Kerusakan Hutan

Perlu dibuktikan adanya pencemaran dan atau kerusakan hutan yang
diakibatkan olch kebakaran hutan, caranya dengan meminta keterangan ahli dari
BAPEDAL dan alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut, serta
ditunjang adanya, peranan ilmu pengetahuan serta data Satelit NOAAL APAN.

{¢) Kemungkinan mengakibatkan orang mati/luka berat.

Dalam hal ini, periu dibuktikan tentang adanya pencemaran lingkungan
dan atau kerusakan lingkungan yvang diduga menyebabkan kematian/ luka berat.
Pembuktian ini dilakukan dengan mengadakan visum et repertum dari dokter
kriminologi untuk menjclaskan hubungan kematian/luka berat dengan
pencemaran’/kerusakan lingkungan.

Tindak pidana lingkungan yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPLH merupakan
kejahatan, baik itu karena sengaja atau karena kelalaian, schingga hukumannya

lebih berat. Macam sanksi pidana yang diatur dalam UUPLH berkaitan dengan
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pencemaran lingkungan adalah : sanksi penjara dan denda, yang sifat pencrap-
annya adalah kumulatif,

Undang-undang No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan

Pasal 78;

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 50 ayat (3} huruf d (larangan membakar hutan), diancam pidana
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000, -

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun dan denda paling banvak Rp. 1.500.000.000,-

(11)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 50 ayat (3) huruf 1 (membuang benda-benda vang dapat menye-

babkan kebakaran dan kerusakan), diancam dengan pidana penjara paling lama 3

tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.0060.000,-

Tindak pidana vang diatur dalam Pasal 78 avat (3), (4) dan (11) merupakan

suatu kejahatan, dan hukuman vang dapat dikenakan terhadap pelakue tindak pidana

tersebut adalah : hukum penjara dan denda yang sifat penerapannya adalah kumulatif,

d.

TESIS

Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1985 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 18;

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal

9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan Pasal
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10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun/denda
sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,-
(3) Barang siapa :

a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 7 avat (1), (2) dan (3)

atan Pa’s.al 8 ayat (2); atau

b. karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dipidana dengan

ptdana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda scbanyak-banyaknya
Rp. 1.000.000,-

Tindak pidana yang menycbabkan kebakaran baik karena kesengajaan atau
kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 avat (1) dan (3) PP No. 28 Tahun 1985
merupakaﬁ kejahatan dengan macam sanksi pidana berupa : sanksi penjara, sanksi
kurungan dan denda. Sifat penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana adalah
alternatif .

Tabel 9

Jenis dan sifat penerapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kebakaran hutan,

No | Perstutan Portlthan | - Tocie cortoct migen | Sifat Tine | Sifat Penerapan
No Peraturan Pgr-UU-an | Jenus Sanl-.:-l _Pldana.: "1 dak Pidans | - -Sanksi-
1. | KUHP ! Penjara, Kurungan & Denda | Kejahatan | Altemnatif
2. | UUPLH Penjara & Denda Kejahatan | Kumulatif
i 3. | UUNo. 41 Th. 1999 | Penjara & Denda Kejahatan | Kumulatif
4. | PPNo. 28 Th. 1985 | Penjara, Kurungan & Denda | Kejahatan | Alternatif
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Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana
yang berkaitan dengan kebakaran hutan, dalam pencgakan hukumnya tetap harus
memperhatikan asas legalitas sebagai dasar penerapan sanksi pidana.

Asas legalitas ini mengandung 3 (tiga) pengertian :*°

1. tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana kalau hal itu belum
terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan

2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi

3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan adanya asas Jegalitas, maka UU No. 41 Th. 1999 tentang Kchutanan
yang memuat ketentuan pidana tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum pelaku
kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997, dasar hukum yang digunakan untuk
melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan yang terjadi tahun
1997 adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1995. Selanjutnva ketentuan yang
berlaku sekarang ini tentang larangan membakar hutan, berdasarkan asas hukum lex
superior derogat leg imperiori adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan,

Penegakan hukum pidana terhadap kasus kebakaran hutan yang dilakukan
pemerintah  (Departemen  Kehutanan) adalah mengumumkan dan mencgur 27
perusahaan HTL, 133 perusahaan perkebunan, dan 15 penyedia lahan transmigrasi

yang diduga membuka lahan dengan cara membakar (land clearing).” Perusahaan-

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 17.
7 Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Loc.cit, 1998, h. 134.
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perusahaan terscbut diberi tenggang waktu 15 hari untuk membuat sanggahan dalam
bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila memang tidak meclakukan
pembakaran, namun pembuatan BAP tetap dilakukan bersama-sama dengan Pernda
setempat, aparat kepolisian maupun instansi sektoral di daerah. Kemudian BAP ini
dijadikan pedoman penegakan hukum untuk menindaklanjuti kasus kebakaran hutan.

Sesuai BAP, pada Oktober 1997 Markas Besar Polri telah mengumumkan dan
penyidik 24 fersangka perusahaan dan 24 tersangka perorangan.”' Tersangka
perorangan meliputi petani dan masyarakat setempat yang membuka hutan dengan
membakar, scdangka tersangka perusahaan adalah buruh atau yang diperintah untuk
membakar dalam rangka “Jand clearing” Semua ini memberi kesan bahwa pencgakan
hukum kasus kebakaran hutan bersifat diskriminatif, karena hanya ditujukan kepada
masyarakat kecil, petani dan buruh, bMya pada para pengusaha.

Keadaan ini menyebabkan Jemahnya penegakan hukum lingkungan
kepidanaan terhadap kasus kebakaran hutan, meskipun hukum materiil yang
mengatur perbuatan permbakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana sudah ada.
Selain itu belum berhasilnva pemidanaan terhadap pihak yang diduga melakukan
pembakaran hutan dan lahan discbabkan oleh adanya kelemahan dan kekurangan,
scbagai berikut : ™

1. Kurangnya political will (kemampuan politik) aparat penegak hukum untuk
melakukan penyidikan;

7' Ibid h. 135,
" fbid, h. 138
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- Kurangnya akses bagi aparat penegak hukum, Khususnya Polisi untuk

memperoleh data tentang adanya/terjadinya kebakaran hutan di suatu wilayah;

Kurangnya sarana maupun peralatan untuk mendukung penyidikan tindak
pidana pembakaran hutan;

- Adanya perbedaan pemahaman diantara aparat penegak hukum dan instansi lain

yang bertanggung jawab di bidang perlindungan lingkungan hidup tentang
bukti yang dianggap cukup untuk mengajukan tersangka pembakaran hutan;

. Kurangnya pemahaman aparat pencgak hukum atas ketentuan pidana dalam UU

No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997, mengenai tindak pidana
lingkungan; khususnya tindak pidana korporasi (corporate crime);

. Kurangnya integritas aparat penegak hukum dalam menangani perkara

pembakaran hutan dan Jahan.

Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Atas Tindak Pidana Pembakaran

Hutan di Indonesia

Tindak pidana lingkungan yang berakibat terjadinya kebakaran hutan tidak

hanya dilakukan oleh individu, tetapi lebih sering dilakukan oleh badan hukum atau

perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan. Agar sanksi pidana scbagai

sarana penegakan hukum lingkungan kepidanaan dapat memberikan pengaruh pada

upaya mewujudkan pembangunan hutan berkelanjutan, maka hendaknya sanksi

pidana tidak hanya diarahkan pada individu, vaitu petani dan masyarakat hutan yang

membuka hutan dengan cara membakar, tctapi juga diarahkan kepada perusahaan

atau badan hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannva mengakibatkan

terjadinya kebakaran hutan. Dengan ancaman pidana mendorong mereka dalam

membuat keputusan dan memimpin perusahaan senantiasa memperhatikan secara

sungguh-sungguh upaya perlindungan hutan.

TESIS
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Dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana badan hukum vang melakukan

tindak pidana, harus terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian dan kedudukan

badan hukum sebagai subyek hukum pidana, schingga dapat diketahui siapa yang

akan mempertanggung-jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum,

yaitu karyawan yang melakukan, pengurus atau badan hukum itu sendiri.

Istilah badan hukum atau korporasi dalam lapangan hukum tidak mengandung

perbedaan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rudi Prasctya bahwa: ™

kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan kalangan pakar hukum
pidana  untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum yang lain khususnya
bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atay yang dalam bahasa
Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau yang dalam bahasa Ingeris
disebut legal entities atau corporation.

Dengan demikian, istilah korporasi lazim digunakan dalam bidang hukum

pidana untuk menyebut pelaku (tindak pidana) badan hukum, sedangkan pengertian

badan hukum itu sendiri oleh beberapa ahli hukum memiliki beberapa batasan,

sebagai berikut:™

Utrecht, badan hukum (rechtspersoon) adalab badan yang menurut hukum
berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak,

Subekti, badan hukum pada pokonya adalah suatu badan atau perkumpulan
yang dapat merniliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta
memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakimn,
Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa badan hukum ialah suatu badan
yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti seorang pribadi,

” Rudi Prasetya, Perkembangan korporasi dalam proses modernisasi dan peryimpangan-

penyimpanganiya, makalah disampaikan pada seminar nasional kejahatan korporasi di FH. Undip, 23-
24 Nopember, Semarang , 1989, h. 2. Lihat Kartono, Tanggungjawab Pidana Perusahaan Dalam
Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan, Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
1997, hal. 53-55.
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Sri Soedewi Masjchun Sofwan, menjelaskan bahwa badan hukum pribady ity
adalah manusia tunggal. Selain darf manusia tunggal, dapat juga oleh bukum
diberi kedudukan sebagai pribadi kepada wujud lain, disebut badan hukum
yaitu kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu
badan(perhimpunan) dan kumpulan harts keksysan yang ditersendirikan
untuk tujuan tertentu.

J.J. Dormeier, badan hukum diartikan sebagai persekutuan orang-orang yang
didalamnya bertindak selaku seorang saja,

y Dari berbagai pendapat di atas dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan
hukum sebagai subyek hukum itu mencakup:
1. perkumpulan orang (organisasi);
2. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan hukum
(rechtsbetrekking);
3. mempunvai harta kekayaan tersendiri,
4. mempunyai pengurus;
5. mempunyai hak dan kewajiban;
6. dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.”
Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana Barda Nawawi Arief
mengemukakan: ™
Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu sigpa
yang dapat dipertanggungjawsbkan. Ini berarti harus diperhatikan terlebih

dahulu sigpa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana
ferteniu.

Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pads umumnya
sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidans
bersangkutan. namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya
tidakiah mudah.

¥ Kartono, Op. cft, 1997, h. 48.
* Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
1984, h. 132
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Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana badan hukumn Mardjono
Reksodiprojo mengemukakan tiga sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum
(korporasi), yaita:’’

4. pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab:;
¢. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berdasarkan pandangan di atas, model pertanggungjawaban pertama
menunjukkan pengurus dibebani kewajiban-kewajiban tertentu yang scbenamya
kewajiban dari korporasi, schingga pengurus yang tidak memenuhi kewajiban dapat
diancam pidana. Dasar pemikiran model pertanggungjawaban ini adalah badan
hukum atau korporasi tidak dapat dipidana. Pandangan ini nampak dalam Pasal 59
KUHP sebagai berikut: ‘

Dalam  hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap

pengurus, anggola-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka

anggola-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut
campur niclakukan pelanggaran tidak pidana.

Dengan melihat rumusan di atas maka dapat diketahui bahwa KUHP melihat
kesalahan menurut hukum pidana senantiasa disyaratkan hanya merupakan kesalahan

manusia. Tanggungjawab yang dilakukan oleh badan hukum dibatasi pada per-

? Mardjono Reksodiprojo, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korporasi, Makalah dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi , FH UNDIP, Semarang, 23-24
Nopember 1989, Sebagaimana dikutip oleh Kartono, Op. it, 1997, h. 22.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

74

orangan (natuurlijke persoon), bahkan tanggungjawab terscbut dibatasi pada pengurus
atau komisaris yang terlibat dalam tindak pidana. ™

Dalam model pertanggungjawaban kedua, dimana badan hukum sebagai
pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, maka di sini terlihat adanya
pelimpahan tanggungjawab (clevator trap system) yang dibebankan pada pengurus/
pemimpin badan hukum dengan mengabaikan apakah yang bersangkutan mengetahui
atau tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan, kecuali pengurus dapat
membuktikan bahwa pengurus tidak bersalah. Sistem pertanggungjawaban yang
membebankan tanggungjawab pidana pada pimpinan badan hukum, dapat dilihat
dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.””. Pasal 34 UU terscbut
merumuskan:

Ayat (1)

Suatuy perbuatan kejahatan atau pelanggaran vang berdasarkan undang-undang

ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan

dan atau hukuman ditujukan kepada:

a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;

b. sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang;;

c. pengurus apabila berbentuk yayasan

d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di
luar wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena
tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

Ayat (3)
Bila orang-orang tersebut dalam avat (1) sub a, b, ¢, dan d pasal inf ternyata
tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada

® Kartono, Op.cit, 1997, h. 57.
”® Ibid h. 58.

TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI

im



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

75
mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyurufy melakukan atau karena
Kkelalaiannya mengakibatkan kefabatan dan pelanggaran,

Dalam perkembangannya, temyata untuk beberapa delik tertentu, dipidananya
pengurus saja tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan
melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena korporasi tidak
dapat dijatuhi pidana, maka haruslah dicari jenis hukuman lain yang sifatnya agar
korporasi dapat mentaati atauran-aturan hukum. Ketentuan hukum diperiukan pula
untuk memungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus
saja, %

Alasan-alasan di atas menimbulkan kebutuhan sistem pertanggungjawaban
model ketiga, yaitu korporasi bertindak sebagai pembuat dan juga sebagai yang
bertanggungjawab. Peraturan perundang-undangan yang menganut model pertang-
gungjawaban demikian antara lain: UU Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana
Ekonomi (Pasal 15). UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Pasal 45 dan 46)

Model pertanggungjawaban ketiga ini merupakan perkembangan terakhir dari
sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum. Dalam kaitannya dengan tindak
pidana lingkungan sistem pertanggungjawaban pidana mode! ketiga ini Iebih tepat.
Dengan diperiuasnya tanggungjawab pidana baik meliputi pengurus badan hukum,
badan hukum atau pengurus dan badan hukum secara bersama-sama dapat mem-

perluas stelsel pidana yang dapat diterapkan bagi badan hukum. Terutama dalam

% fhid h. 60.
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tindak pidana lingkungan, sanksi pidana tertentu (misalnya hukuman tambahan dan
tindakan tata tertib) merupakan sarana yang cukup efektif terhadap tindak pidana
lingkungan vang dilakukan oleh badan hukum. Ketentuan tentang hal ini dianut oleh
Pasal 47 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
{UUPLH)}, yaitu pengenaan tindakan tata tertib yang meliputi:
1. perampasan keuntungan yang diperoich dari tindak pidana;
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
6. méncmpatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Ketentuan pidana vang mengatur tentang badan hukum dalam melakukan
tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia tercantum dalam Pasal 78 ayat (14) dan
ayat (15) UU Kehutanan. Sistem pertanggungjawaban badan hukum yang dianut
oleh UU Kehutanan adalah pertanggungjawaban model ketiga dimana badan hukum
dan atau pengurus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh badan
hukum. Hal ini secara tegas dan rinci ditentukan pada Pasal 78, yaitu:
Ayat (14)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan bukum atau badan
usaha, tuntufan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan

ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana
yang dijatuhkan.
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Ayat (15)

Semusa hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dap atau alat-alat
termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejabatan dan
atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk
Negars.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 78 ayat (14) dan (15), dapat
disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subyek tindak pidana, schingga badan
hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembakaran hutan
yang dilakukan. Dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum
terthadap kasus kebakaran hutan dapat diharapkan berpengaruh dalam pelaksanaan
pembangunan hutan berkelanjutan,

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan |
ketentuan yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban tindak pidana oleh
badan hukum atas perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan adalah Pasal 46
UUPLH, vang menyatakan bahwa :

Ayat (1)

Jika tindzk pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau
atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan jamn, tuntutan
pidans dilekukan den sanksi pidana serta tindgkan tata tertib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dijatubkan baik terhadap badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi Jain tersebut maupun terhadap mereka
yang memberf perintah untutk melakukan tindak pidana tersebut atan yang
bertindak sebagar pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab i dilakukan oleh atsu
atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisass lain,
dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan ketja maupun
bubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan,
perserikatan, vayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan
sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang
bertindak sebagai pemipin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, batk
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berdasar hubungan kerja maupun hubungsn lain, melakukan tindak pidana
secara sendirs atau bersama-sama.

Ayat (3)

Jika tuntutan dilakukan terbadsp badan hukum, perseroan, perserikatan, atsu
organisasi lamn, panggilan untuk menghadsp dan penyerahan surat-surat
panggrian ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereks, atsu di tempat
pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4)

Jika tuntuan dilakukan terhadsp badap hukum, perseroan, perserikatan,
Yayasan, atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan
pengurus, hakim dapst memerintahkan pengurus menghadap sendiri di
pengadilan.

Sesuai Pasal 46 ayat (2) UUPLH disebutkan bahwa badan hukum adalah

“Intellectual actor” (yang memberi perintah) tetap dapat dituntut pidana dan dijatuhi

sanksi pidana meskipun ada hubungan kerja atau hubungan lain dengan pelaksanaan

pembakaran di lapangan. Dengan demikian meskipun pembakaran dilakukan oleh

buruh atau masyarakat yang diupah badan hukum (perusahaan) maka badan hukum

tctap diminta pertanggung-jawaban pidananya, karena pembakaran hutan dilakukan

dalam rangka pembukaan lahan (land clearing).

Dalam Undang-undang Kehutanan telah mengatur secara tegas larangan

tindakan membakar hutan dicantumkan dalam Pasal 50 ayat (3) butir d dan 1 yaitu :

Setiap orang dilarang:

* mecmbakar hutan ;

¢ membuang benda-benda yang dapat menycbabkan kebakaran dan
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi
hutan ke dalam kawasan hutan.

Sedangkan ketentuan ancaman pidana yang mengatur tentang kebakaran hutan diatur

dalam Pasal 78 ayat (3), (4), (11), (14), dan (15) yang rumusannya sebagai berikut:

TESIS
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Ayat (3)

Barang siapa dengan sengsja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penfara paling lama
15 (lima belas) tahun dan dends paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (lima
mulyar rupiah).

Ayat (4)

Barang sispa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00
(satu milyar lima ratus juta rupiah),

Ayat (11)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (3) buruf ], diancam dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).

Ayat (14)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) apabils dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum ateu badan
usaha, tuntutan dan sanksi pidannya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan
ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1,3 (sepertiga) dari pidana
yang dijatubkan

Ayat (15)
Semug hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atsu alat-alat
termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
atau pelenggaran sebagaimana dimaksud dalam pssal ini dirampas untuk
Negara,

Menyimak ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d dan |, bila dikaitkan dengan

Pasal 78 UU Kehutanan tentang ketentuan pidana, maka dapat disimpulkan bahwa

tindak pidana pembakaran hutan merupakan delik formil Dalam delik ini tidak

disyaratkan atau diharuskan terjadinya kebakaran dan kerusakan hutan, maka setiap

perbuatan yang membakar - hutan atau membuang benda-benda yang dapat
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mengakibatkan kebakaran hutan atau kerusakan hutan sudah dapat dipidana menurut
pasal .

Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum,
Pasal 78 ayat (14) dan (15) telah menentukan pola pemidanaan yang dijatuhkan
kepada pengurus dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan dan
pidana tambahan yang dijatuhkan kepada badan hukum dengan merampas hasil hutan

dan alat-alat yang digunakan. Dengan demikian UU Kehutanan menganut sistem

pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum atau badan usaha.
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BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

1. Scngketa Kchutanan dari Aspck Administratif

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kchutanan
(UU Kehutanan), negara memiliki hak menguasai semua hutan di Indonesia. Hak
penguasaan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang
berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah hutan, pengelolaan  dan peng-
awasan, serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan,
dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Bersumber dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kehutan-
an, pemenntah berwenang melakukan tindak pemerintahan, Tindak pemerintahan dalam
hubungannya dengan pengelolaan hutan dapat menimbulkan sengketa antara warga
masyarakat dengan badan-badan pemerintahan, karena warga masyarakat merasa
kepentingannya dirugikan akibat tindakan pemerintahan, Sengketa tersebut disebut juga
sebagai sengketa tata usaha negara.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (UU PERATUN) telah merumuskan pengertian sengketa tata usaha
negara (TUN), vaitu:

sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannva Keputusan Tata Usaha

81

TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

82 |
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- !
undangan yang beriaku. |
Berdasarkan rumusan tersebut, sengketa TUN mengandung unsur: pertama, |
subyek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau
Pejabat TUN. Kedua, obyek sengketa adalah KTUN. Berati sengketa TUN lahir I
dari adanya KTUN, sehingga KTUN merupakan conditio sine quanon bagi timbulnya
sengketa TUN. Tanpa KTUN tidak akan ada sengketa TUN.®
Menurut Pasal 1 angka 3 UU PERATUN, Keputusan Tata Usaha Negara
memiliki beberapa elemen yang meliputi:
® penctapan tertulis;
* dikeluarkan oich Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

* bensi tindakan hukum tata usaha negara;

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bersifat individual, konkret dan final;

* menimbulkan akibat hukum bagi scscorang atau badan hukum perdata.
Selain elemen-clemen yang tersebut di atas, ternyata pengertian KTUN belum tuntas.
Masih ada pengurangan untuk hal-hal yang fercantum dalam Pasal 2 dan penam-
bahan untuk hal-hal yang tertera dalam Pasal 3 serta pembatasan terhadap keadaan
yang termuat pada Pasal 49. Pasal 2 PERATUN menentukan :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-
undang int:

Bt

Suparte 'Wyoyo, Karakteristk Hukum Acarca Peradilan Administrasi, Airlangga
University Press, Surabaya, 1997, h. 7.
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a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umuom.

¢. Keputusan Tata Usaha Negara vang masih memeriukan persctujuan.

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

¢. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.

2. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil
pemilihan umum.

Pasal 3 UU PERATUN menentukan:

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputus-
an, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan
dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputus-
an yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam per-
aturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan
dimaksud,

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menen-
tukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat
Jangka waktu cmpat bulan sejak ditcrimanya permohonan, Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputus-
an penolakan,

Pasal 49 UU PERATUN menentukan:

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan seng-
keta Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu
dikeluarkan:

a. dalam waktu perang, keadaan bahava, keadaan bencana alam, atau keadaan
luar biasa vang membahavakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang beriaku.

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
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Sesuai dengan rumusan pasal-pasal tersebut, pengertian sengketa TUN dapat digam-

barkan dalam skema di bawah inj -

Pasal 47 ;: Sengketa TUN

!

Pasal 1.4. : Timbul dand KTUN

!

KTUN ialah :
v

Pasal 1.3.
dikurangi (-)
Pasal 2 —— dibatasi Pasal 49
ditambah (+)
Pasal 3

Menyimak pengertian KTUN, maka penerbitan izin merupakan salah satu
contoh bentuk KTUN. Izin-izin dalam bidang kehutanan antara lain meliputi : HPH,
HPHTIL, HPHH, IPK, Izin Usaha Perkebunan, Izin Penebangan Pohon Dalam Hutan,
Izin Memungut Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Izin

Pemungutan Bukan Kavyu.
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Dalam penerbitan izin di bidang kehutanan yang menimbulkan kerugian bagi
kepentingan pihak ketiga, yaitu masyarakat sekitar hutan atau badan hukum perdata,
maka scsuai dengan Pasal 1 angka 4 UU PERATUN ftelah timbul sengketa TUN.

Sengketa TUN merupakan pelaksanaan konsep tanggung gugat negara yang
mengandung arti, bahwa negara dapat digugat atas perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN. Dengan demikian, konsep tanggung gugat
negara mengandung pengertian tersedianya sarana perlindungan hukum bagi rakyat.
Dalam pelaksanaannya terdapat dua macam perlindungan hukum yakni: perlindungan
hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif
dilakukan melalui upaya peran serta (inspraak) ataupun dengar pendapat sebelum suatu
keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif,” misalnya peran. serta atan
masukan dalam penerbitan izin atau hak-hak pengusahaan hutan. Tujuan dari
pertindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa TUN. Sebaliknya
pertindungan hukum represif bertujuan untuk menyclesaikan sengketa.®

Penyelesaian sengketa TUN berdasarkan UU PERATUN telah dirumuskan
dalam Pasal 48 yang menyebutkan:

(1) Dalam hal suate Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sccara

administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha
Negara tersebut harus diselesaikan melatui upaya administratif yang tersedia.

®  philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Bina Iimu,
Surabaya, 1989, h. 2-3.
¥ mid,h. 3.
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(2} Pengadilan baru berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif
vang bersangkutan tclah digunakan,

Dani ketentuan ini, dapat digambarkan alur penyclesaian sengketa TUN

sebagaimana dalam skema di bawah ini:

—» Peradilan

Penvelesaian Sengketa Banding
Administratif Administrasi

> Upaya Administratif

Prosedur Keberatan

Upaya peradilan artinya upaya melalui badan Peradilan Administrasi dengan
mengajukan gugaian ke Pengadilan Administrasi - Pengadilan Tata Usaha Negara -
PTUN (Pasal 50 UU PERATUN), banding ke Pengadilan Tinggi TUN (Pasal 51 ayat
(1) UU PERATUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 28-30 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung-LNRI Tahun 1985 Nomor 73 -
TLNRI Nomor 3316). Upaya administrasi artinya, upaya melalui instansi atau badan
administrasi itu sendiri, baik melalui “banding sadministrasi” maupun melalui prosedur
“keberatan”* Banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu
tindakan Pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut kepada

pejabat pemerintah yang hirarkis lebih tinggi atau kepada pejabat pemcrintah lain

™ Philipus M. Hadjon, Op.cit, 1994, h. 317.
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|
|
daripada yang melakukan tindakan it,* sedangkan keberatan dilakukan oleh pihak
yang dirugikan atas tindakan pemcrintah kcpada pejabat yang mclakukan tindakan i
tersebut. !

Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang mengatur tentang I
pemberian izin atau hak-hak pengusahaan hutan tidak memuat ketentuan penyelesaian
sengketa TUN melalui upaya administrasi. Jika terjadi sengketa antara warga
masyarakat dengan Badan atan Pejabat TUN yang diakibatkan keluarnya KTUN
berupa izin atau hak-hak pengusahaan hutan, maka penyelesaian sengketa TUN yang
ditempuh ialah melalui upaya peradilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Scbagai contoh dalam kasus “Dana
Reboisasi” WALHI (1L.SM) sebagai penggugat telah mengajukan gugatan kepada
Presiden RI (tergugat) atas dikeluarmya Keputusan Presiden Nomor. 42 Tahun 1994
tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perseroan Terbatas (Persero) PT. Industri Pesawat
Terbang Nusantara-PT IPTN (scbesar empat ratus milyar rupiah yang diambil dari
hasil bunga/jasa giro Dana Reboisasi). Keppres Nomor 42 Tahun 1994 telah dianggap
merugikan kepentingan L. SM-lingkungan, sehingga WAIHI sebagai salah satu L.SM-
lingkungan mengajukan gugatan ke PTUN, agar keppres tersebut dinyatakan batal dan
tidak sah. Dari contoh kasus ini subyek sengketa jalah WALHI dan Presiden RI,

dengan obyck sengketa Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994.

% philipus M. Hadjon, Op.cit, 1989, h. 12.
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Dalam kasus kebakaran hutan, upaya penyelesaian sengketa TUN merupakan
sarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, karcna masyarakat atau organisasi
lingkungan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata
Usaha Negara dalam bidang kehutanan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat
atau pihak ITL.

Dalam melakukan penegakan hukum kebakaran hutan Departemen Kehutanan
telah melakukan pencabutan 166 IPK perusahaan yang diduga melakukan pembakaran,
namun kemudian 45 IPK dari perusahaan tersebut telah dicairkan kembali olch
Departemen Kehutanan. Alasan surat keputusan pencairan kembali pencabutan IPK
tersebut karena perusahaan telah mempunyai sarana, peralatan dan tenaga yang
memadai dalam menanggulangi kebakaran hutan, tetapi alasan ini tidak rinci dan
terbuka. Walaupun dalam kepustakaan hukum administrasi masih memungkinkan
penarikan kembali suatu keputusan akibat adanya perubahan dan kekeliruan, tetapi
tidak menghilangkan kewajiban pemerintah/pejabat untuk melaksanakan Asas-asas
Umum Pemecrintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas keccrmatan dan asas
pemberian alasan dalam mengeluarkan keputusan.®®  Asas kecermatan mengandung
arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, yaitu
dengan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan

yang relevan ke dalam pertimbangan. Asas pemberian alasan berarti suatu keputusan

% Philipus M. Hadjon, Op.cit, 1994, h. 274 - 275.
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harus dapat didukung oleh alasan-alasan dan fakia yang teguh scbagai dasar
pengambilan keputusan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, masyarakat/
organisasi lingkungan hidup sebagai pihak I yang kepentingan dirugikan atas
keputusan pencairan kembali pencabutan IPK tersebut dapat mengajukan gugatan ke
PTUN agar hakim memeriksa apakah Depertemen Kehutanan dalam melakukan
pencairan kembali IPK yang telah dicabut (tidak) melanggar peraturan perundang-
undangan dan penyalahgunaan wewenang. Tuntutan (pefitum) dari gugatan ini
berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN adalah agar SK pencairkan kembali
pencabutan IPK dinyatakan tidak sah dan batal.

Namun kenyataannya, sampai saat ini upaya penyelesaian sengketa melalui
PTUN belum dilaksanakan oleh masyarakaVOLH (pihak DI). Salah satu sebab
kurangnya pemanfaatan upaya peradilan TUN adalah tidak adanya keterbukaan
pemerintzh dalam mengumumkan suatu keputusan baik tentang izin maupun sanksi
administrasi, schingga masyarakat tidak mengetahui adamya keputusan terscbut,
sedangkan dalam hukum acara PTUN pengajuan gugatan TUN dibatasi (kadaluwarsa)
90 hart terhitung sejak pengumuman keputusan tersebut.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan administratif terhadap kasus
kebakaran hutan, selain masyarakat (pihak IIT), ternyata pihak II atau perusahaan yang
menerima keputusan tidak melakukan upaya penyelesian TUN. Sebagai contoh adalah

Keputusan Departemen Kehutanan berupa pencabutan IPK terhadap 29 perusahaan
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yang diduga membakar limba kayunya tidak disanggah ataupun diajukan keberatan,
banding atau gugatan k¢ PTUN. Beberapa alasan yang dapat ditafsirkan mengapa
perusahaan tersebut tidak melakukan upaya penyelesaian sengketa TUN adalah
1. perusahaan tersebut memang bersalah dan menyadari pelanggaran yang
dilakukannya atau
2. perusahaan sengaja tidak mengajukan gugatan TUN untuk menjaga kredibilitas
pemerintah dimata masyarakat, baik dalam maupun uar negeri, karena selama
ini para pengusaha hutan banyak menerima keuntungan kebijaksanaan
pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan hutan.

2. Sengketa Kchutanan dari Aspek Keperdataan

Sengketa kehutanan merupakan “species™ dari “genus” sengketa lingkungan,
karena UU Kehutanan merupakan perangkat hukum lingkungan dalam bidang
kehutanan. Dalam UU Kchutanan pengertian sengketa kehutanan  tidak dirumuskan
dengan jelas, baik dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasannya. Dengan
demikian berdasarkan metode interpretasi, khususnya penafsiran gramatikal dan
logika” dari perumusan sengketa lingkungan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 19
UUPLH yang menentukan bahwa:

¥ Interpretasi gramatikal adalah suatu metode umtuk memghami suatu peraturan penundang-
undangan dani segi bahasa. Interpretasi logis berarti mencari arti peraturan perundang-undangan atas
dasar pernikiran yang masuk akal (rasional),
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“sengketa lingkungan hidup adalah persclisihan antara dua pihak atau lebih yang
ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup”

Apabila dikaitkan dengan kasus kebakaran hutan yang berakibat menimbulkan
perusakan hutan dalam arti khusus dan perusakan lingkungan dalam arti luas serta
kerugian bagi masyarakat, maka pengertian sengketa kehutanan adalah perselisihan dua
pihak atau lebih yang dittmbulkan oleh adanya atau diduga adanya perusakan hutan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelaku atau subyek pelaku atau subyek
hukum dari sengketa kehutanan tidak lain adalah dua pihak atau lebih yang berselisih,

namun tidak semua pihak yang berselisih adalah subyek hukum sengketa kehutanan.

Hal ini harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 bahwa perselisihan
tersebut ﬁarus ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran-perusakan
lingkungan. Artinya, kedudukan para pihak dalam sengketa kehutanap harus dikaitkan
terlebih dahulu dengan Keberadaan kerusakan hutan. Dengan demikian subyek hukum
scngketa kehutanan adalah pelaku kerusakan hutan meclawan korban kerusakan
hutan, sedangkan obyek sengketa kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah
kerusakan hutan, i
Ketentuan hukum penyelesaian sengketa kehutanan dalam UU Kehutanan diatur ‘
pada Pasal 74-76 UU Kehutanan. Pasal 74 UU Kehutanan menentukan:
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sccara suka rela para pihak yang ber-
sengketa.
(2} Apabila dipilih upaya penvelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka

gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapainya kese-
pakatan antara para pithak yang bersengketa.
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UU Kehutanan merupakan perangkat pendukung UUPLH dalam bidang
kehutanan, maka dalam pengaturan mengenai penyelesaian sengketa kehutanan tidak
lepas dari ketentuan tentang penyelesaian sengketa hingkungan. Hal ini dapat terlihat
jelas dalam rumusan Pasal 74, 75 dan 76 UU Kehutanan yang mengintrodusir
langsung pasal-pasal tentang penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu: Pasal 30, 31, 32
dan 34 UUPLH. Sehingga pengaturan sistematika penyelesaian sengketa lingkungan
yang tidak konsisten dan segaris yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUPLH juga
diikuti olch UU Kchutanan. Penyimpangan terhadap sistematika dalam Pasal 30 ayat
(1) UUPLH atau Pasal 74 ayat (1) UU Kehutanan adalah: Pengaturan tentang
penyelesaian sengketa kehutanan dj luar pengadilan yang penempatannya didahulukan
(Pasal 75) daripada pengaturan penyelesaian sengketa kehutanan melatui pengadilan
(Pasal 76).

Rumusan Pasal 74 ayat (2) UU Kehutanan menentukan apabila para pihak
yang bersengketa memilih penyelesaian di Iuar pengadilan, maka gugatan melalui
pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang ber-
sengketa,

Tujuan rumusan ini dalam penjelasan Pasal 74 UU Kehutanan dinyatakan
cukup jelas, maka untuk mencegah timbulnya persepsi yang kelitu terhadap ketentuan
terscbut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3) UUPLH yang mempunyai

rumusan pasal (norma hukum) yang sama, yaitu untuk mencegah terjadinya putusan
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vang berbeda mengenai satu sengketa kehutanan untuk menjamin kepastian hukum.®
Hukum positif tidak menghalangi jalur sengketa kehutanan mana yang lebih dulu
ditempuh oleh pihak yang bersengketa, karena secara vuridis penderita (korban)
pencemaran perusakan hutan dapat langsung menggugat ganti kerugian kepada
pengadilan berdasarkan Pasal 1365 BW. Dengan demikian, makna dari rumusan Pasal
74 ayat (2) menunjukkan bahwa jika para pihak vang bersengketa memilih penvelesaian
di luar pengadilan. namun tidak tercapai kata sepakat, maka masih terbuka
kemungkinan berperkara di pengadilan. Tujuan perumusan Pasal 74 ayat (2) ini, agar
penyclesaian sengketa kehutanan menjadi sangat “%irarkbis” dan amat berjenjang.
Berdasarkan ketentnan Pasal 74 UU Kchutanan, alur penyelesaian sengketa

kehutanan dapat digambarkan dalam skema berikut:

ALUR PENYELESAJAN
SENGKETA KEHUTANAN
v I v
Melalui Pengadilan Melalui Perundingan
[Berperhara (Gugat) di luar pengadilan

di pengadilan]

Sengketa kehutanan tidak hanva berskala nasional, tetapi juga berskala
internasional, seperti Kasus Kebakaran Hutan yang terjadi pada tahun 1997 dampaknya

sampai merugikan masyarakat internasional (Malaysia dan Singapura), oleh karena itu

* Suparto Wijoyo, Penvelesaian Sengkets Lingkungan Airlangga University Press,
Surabaya, 1999, h. 11.
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dalam tesis ini juga dibahas bagaimana penyelesaian sengketa kehutanan menurut

hukum lingkungan internasional ?

2.1. Penyelesaian Sengketa Kehutanan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan adalah dengan meng-
ajukan gugatan ke pengadilan atas terjadinya kasus kerusakan hutan. Dasar hukum
sescorang atan badan hukum dapat mengajukan gugatan (kehutanan) ke pengadilan
adalah Pasal 5 ayat (1) UUPLH vang mengatur “ Aak setiap orang stas lingkungan
yang baik dan sehat”, serta Pasal 68 ayat (1) UU Kehutanan yang menentukan bahwa
“masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan”.
Sehingga bila terjadi kebakaran dan kerusakan hutan serta masyarakat menderita akibat
asap yang ditimbulkan, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Maksud pengajuan gugatan (kehutanan) adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan
atas suatu sengketa kehutanan yang terjadi yang berupa pengembalian suatu hak, ganti
rugi, dan atau tindakan tertentu.

Dalam UU Kehutanan, dasar hukum penyelesaian sengketa kehutanan melalui
pengadilan terdapat dalam Pasal 76 UU Kehutanan yang berbunyi:

{1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk

memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besammya ganti rugi,
dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam
sengketa.
| {2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu scbagaimana dimaksud pada
i ayat (1), pengadilan dapat menctapkan pcmbayaran uang paksa atas keter-
| lambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.
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Rumusan Pasal 76 UU Kehutanan tidak mengatur tentang unsur-unsur dalam
penyclesaian sengketa kehutanan atau pengajuan gugatan ke pengadilan, demikian juga
dalam penjelasan pasainya yang berbunyi “cukup jelzs” Pasal ini hanva memuat

mengenai putusan yang berupa: pengembalian suatu hak, ganti rugi dan tindakan ter-

tentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kaiah dalam sengketa. Redaksional putusan
pengadilan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) UU Kehutanan bila dikaitkan
dengan kasus kebakaran hutan sangat penting untuk dianalisa.

Dalam Pasal 76 avat (1) disebutkan bahwa putusan pengadilan vang berupa
pengembalian suatu hak, ganti rugi, dan atau tindakan tertentu dilakukan olech pihak
yang kalah dalam sengketa. Dengan tidak dimuatnya mengenai tata cara menggugat
ganti kerugian dalam Pasal 76 UU Kehutanan, maka pengaturan mcngcnai' tanggung-
gugat dan ganti kerugian masih berlaku Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) - Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugjan itu, mengganti

kerugian tersebut”,

Pasal 1365 BW mengandung unsur-unsur perbuatan melanggar hukum
(“onrechtmatige daad”) yang wajib dibuktikan oleh penggugat (korban), yaitu:

a. perbuatan harus bersifat melanggar hukum,

b. pelaku harus bersalah;

¢. ada kerugian;

d. ada hubungan scbab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI

e




IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

96

Dengan ketentuan tersebut sulit bagi korban/penggugat untuk berhasil dalam
gugatan kehutanan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama
yang dihadapi adalah untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal
1365 BW, vaitu: ®

a. unsur kesalahan ( “chuld™

Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan
(“schuld aansprakelijkheid”) yang dapat dipersamakan dengan “Ziability based on
fault” dalam sistem Anglo Amerika.™ Kesulitan membuktikan kesalahan tergugat
(perusak hutan) dirasakan semakin berat bagi penggugat (korban kerusakan hutan)
mengingat mahalnya biaya berperkara dalam hubungannya dengan kasus kehutanan,
scdanékan korban adalah masyarakat awam dan berada dalam posisi ekonomi
lemah.

Dalam hukum lingkungan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian,
maka bagi kasus-kasus tertentu dikenal adanya asas tanggunggugat mutlak “strict
liability” yang biasanya didampingi dengan ketentuan tentang “beban pembuktian
terbalik” (“omkering der bewijs/ast”) yang dibebankan pada tergugat untuk mem-
buktikan kesalahannva. Namun dalam UU Kehutanan tidak dikenal adanya asas

tanggunggugat mutlak, sehingga asas ini tidak dapat dibertakukan.

® Stit Sundari Rangkuti, Op.cit, 2000, h. 283.
* bid, h. 283.
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b. Unsur hubungan kausal

Pembuktian unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan pengrusakan
hutan dengan kerugian korban tidak mudah.”! Dalam kebakaran hutan seringkali
sulit bagi korban untuk membuktikan setiap hubungan kausal antara perbuatan
pencemar dan penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pemafasan Akut) yang diderita
korban.

Menghadapi betapa sulitnya membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW,
membawa akibat sulitnya penggugat untuk menang dalam sengketa. Jika dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Kehutanan, bahwa pihak yang kalah harus
melakukan ganti rugi, maka dalam kasus kebakaran hutan masyarakat yang telah
dirugikan dengan adanya asap tebal dan kerusakan hutan apakah akan dibebani ganti
rugi, sedangkan mercka sendiri adalah Korban kerusakan hutan. Jika UU Kehutanan
dipandang scbagai salah satu perangkat hukum lingkungan dalam bidang kehutanan,
maka redaksional Pasal 76 ayat (1) tidak periu ketentuan tentang * ..... putusan
mengenai pengembalian hak, ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dilakukan oleh pihak
vang kalah dalam sengketa”, karena dengan rumusan tersebut akan menimbulkan

ketakutan bagi masyarakat untuk menggugat kasus-kasus kehutanan.

! Ibid., h. 283.
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2.2. Gugatan Kelompok / Class Action

Perkara kehutanan tidak sclalu merupakan scngketa antara orang scorang
scbagai pribadi, tetapi kemungkinan juga terjadi antara penguasa dan kelompok warga
masyarakat yang bertindak untuk kepentingan umum. Dengan demikian, dalam
Undang-Undang Kehutanan tidak saja diatur tentang penyelesaian sengketa kehutanan
antara individy, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang

sama melatui gugatan kelompok (“class action” atau “actio popularis”™)

Gugatan perdata terhadap Kasus kebakaran hutan tidak saja menyangkut hak
milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan schat bagi warga
masyarakat, oleh karena itu c/ass action sangat berperan penting dalam penvelesaiakan
kasus pencemaran yang menyangkut kerugian terhadap a mass of people di pedesaan,
masyarakat biasa yang awam dalam ﬂmu Penerapan class action telah mengatasi
kendala ekonomis dalam mengajukan gugatan serta membantu masyarakat vang awam
ilmu. }

Gugatan kelompok (“class action”) dalam UU No. 41 Tahun 1999 dituangkan i
dalam Bab XI Pasal 71, 72 dan 73 yang menentapkan pengaturan tentang gugatan
perwékilan.

Pasal 71.

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau
melapor ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan vang merugikan kehidupan
masyarakat.

(2) Hak mengajukan gugatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada

tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.
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Pasal 72.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan
hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi
pemerintah atau instansi pemerintah daerah vang bertanggung jawab di bidang
kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 73

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang
kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian

fugnsi hutan.
(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a. berbentuk badan hukum
b. organisasi terscbut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan
didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan
c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam rumusan Pasal 71, 72 dan 73 Undang-undang Kehutanan dapat dike-
mukakan lima tema hukum, yaitu : (1) hak masyarakat untuk mengajukan gugatan
perwakilan ke pengadilan; (2) hak masyarakat untuk melaporkan masalah pencemaran
dan kerusakan hutan ke penegak hukum; (3) batasan adanya tuntutan terhadap peng-
ajuan gugatan perwakilan; (4) tindakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab
dalam bidang kehutanan; (5) organisasi bidang kehutanan vang berhak mengajukan
gugatan perwakilan.

Gugatan kelompok merupakan prosedur menggugat dalam Hukum Acara
Perdata (sebagai ketentuan dalam Pasal 74 Undang-undang Kchutanan), oleh karena

itu gugatan ini bukanlah suatu hak metainkan menyangkut soal prosedur — mekanisme
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beracara untuk memudahkan penggugat (korban) dalam suatu bencana massal.®
Scbagai prosedur — mckanisme beracara dalam menggugat, maka sccara sisternatika
pengaturan gugatan perwakilan masuk dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa

Kehutanan, bukan merupakan bab tersendiri, yang bahkan mendahului pengaturan

tentang penyelesaian sengketa kehutanan, seperti yang tertuang dalam UU Kehutanan.

Dituangkannya “hak masyarakat untuk melapor masalah pencemaran — pe-
rusakan hutan ke penegak hukum” datam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Kehutanan
sangat tidak relevan dan ekstra regulasi dalam penyelesaian sengketa kehutanan.
Konseptual masalah “pelaporan kasus pencemaran — perusakan hutan ke penegak
hukum” mengakibatkan penegak hukum bersikap pasif dan menanti laporan dari
masyarakat. Delik kehutanan sebagai bagian dari hukum lingkungan kepidanaan
merupakan delik biasa bukan delik aduan, schingga rumusan Pasal 71 ayat (1)
menimbulkan kesan negatif pada aparatur penegak hukum, apalagi dalam bidang
kechutanan telah dibentuk polisi khusus kehutanan.

Pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Kehutanan dalam pengajuan gugatan
perwakilan, tuntutan hanya dibatasi terhadap pengelolaan hutan vang tidak sesuai
dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan
konsep class action yang tidak membatasi pengajuan gugatan terhadap tuntutan

tertentu.

* Suparto Wijoyo, Penyelesajan Sengketa Lingkungan Airlangga University, Press,
Surabaya, 1999, h. 46.
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Pasal 72 Undang-undang Kehutanan menggariskan bahwa ... instansi peme-
rintah atau mstansi pemerintah dacrah yang bertanggung jawab di bidang kchutanan
dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, merupakan rumusan yang masth
dilematis, sedangkan penjelasan Pasal 72 mengatakan “cukup jelas”. Dalam karakter
“class action” penggugat adalah warga masyarakat bukan badan hukum publik,*
sehingga ketentuan ini telah menyimpang dari karakter class action. Pengambilan
tindakan oleh instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan merupakan tindakan
hukum administrasi bukan karakter dari “class action™ (keperdataan), karena instansi
kehutanan memiliki kewenangan secara administratif dalam melakukan pengelolaan
hutan. Ditambahkan pula bahwa instansi yang bertanggung jawab dapat bertindak
untuk kepentingan masyarakat kata “dapat” membuat rumusan ini menjadi lemah,
karena tidak mencerminkan kepastian hukum.

Masalah class action sering dijumbuhkan dengan kewenangan menggugat “jus
standi - standing to suc” atau “legal standing” dari lembaga swadaya masvarakat atau
Organisasi Lingkungan Hidup, hal ini tercermin dalam Pasal 73 Undang-undang
Kehutanan yang menyatakan bahwa “..., organisasi bidang kehutanan berhak meng-
ajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan™. Dalam Hukum
Lingkungan konsep “Class action™ dan “Jegal standing” organisasi lingkungan hidup
memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya adalah dalam “class action™ baik “class

representative” maupun “clzss members™ sama-sama sebagai pihak yang mengalami

2 id, h. 48.
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kerugian kongkret (“concrete injured parties’). Pada “legal standing” orgamisasi
lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup bukan merupakan pihak yang meng-
alami kerugian nyata; namun tetap mendalilkan kepentingan perlindungan ling-
kungan.**

Berdasarkan uraian di atas ketentuan Pasal 71, 72 dan 73 Undang-undang
Kehutanan menimbulkan multi interpretasi, karena ketentuan ini diterapkan berdasar-
kan Pasal 37 UUPLH yang merupakan “Starting Point” pengaturan mengenai class
action dalamn hukum positif.* Walaupun demikian keberadaan cass action memberikan
manfaat sebagai berikut : Pertama, proses berperkara bersifat ckonomis (“judicral
economic’) Kedua, adanya akses pada keadilan (“access fo justice”). Dengan besarnya
biaya perkara dalam gugatan individual, maka seringkali tidak dilakukan gugatan
terhadap kasus-kasus lingkungan dan Ketiga, perubahan sikap pelaku pelanggaran
(“behavior modification’). Penerapan prosedur “class action” akan memberi akses bagi
pencari keadilan untuk mengajukan gugatan, schingga akan menumbuhkan “drferrent
effect” (cfck penycarah) bagi mercka yang merugikan kepentingan masyarakat,™

Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa kebakaran hutan di Indonesia
yang diselesaikan di pengadilan melalui prosedur-mekanisme gugatan kelompok adalah
kasus antara Eksponen 66 melawan APHT (PN Medan), dalam kasus ini Masyarakat

Sumatra Utara sebagai (“class members™ melalui Eksponen 66 sebagai (“Class

™ Mas Achmed Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwgkilan (class action), ICEL,
Jakarta, 1997, h. 11.

% Suparto Wijoyo, Op.cit, 1999, h. 48.

% Mas Achamd Santosa, Op.cit 1997, h. 14.
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representatives’™) telah mengajukan gugatan kelompok ke Pengadilan Negeri Medan
atas kerugian yang mercka derita akibat terjadinya kebakaran hutan Asap dan
kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997 tclah merugikan kehidupan masyarakat
Sumatera Utara, schingga masyarakat banyak yang mendenta penyakit ISPA dan
terganggu aktivitas mereka dalam berkehidupan. Perwakilan kelompok (%class
represenfative” yang mewakili mereka terdiri atas beberapa perkumpulan, yaitu DPD
Ikatan Keluarga Besar Laskar Arif Rachman Hakim (Eksponen 66) Dacerah Tingkat I
Sumatra Utara dan Tingkat I Medan, Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila
Sumatra Utara, Himpunan Mahasiswa Sumatra Utara, Mahasiswa Jslam Sumatra
Utara, Pemuda Muhammadiyah Sumatra Utara, Ikatan Putra NU Sumatra Utara,
Tkatan Mahasiswa Sumatra Utara, Mahasiswa Islam Sumatra Utara, Himpunan
Mahasiswa Al Washliyah Sumatra Utar;, GMNI Kodya Medan, Gema Al-Ittihadiyah
Sumatra Utara, Pemuda Ansor Sumatra Utara dan Gerakan Pemuda Al Washliyah
Sumatra Utara yang kemudian disebut sebagai penggugat. Tergugat adalah scluruh
perusahaan anggota : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Pengusahs
Kayu Indonesia (APAKINDO), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) serta Dewan
Pengurus APHI, APKINDO, dan MPL Penggugat sebagai kelompok yang mewakili
mempunyai kesamaan fakta dan tunhutan yang sejenis dengan kelompok yang diwakili,
yaitu sebagai korban dari asap kebakaran hutan dan menuntut ganti rugi atas kerugian

yang mereka derita.
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Untuk kepentingan analisis, di bawah ini diuraikan kronologis peristiwa yang
dikutip dani gugatan Penggugat dalam putusan pengadilan, Selanjutnya dikernukakan
pula jawaban Tergugat, Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan.

TENTANG DUDUK PERKARA

-——- Menmbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29
September 1997 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, kemudian
diperbaiki sesuai suratnya No. 106/X/L0O/1997 tanggal 13 Oktober 1997 menggugat

para Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah organisasi kemasyarakaan yang perduli dengan
keadaan yang dihadapi masyarakat, juga berperan membantu pemerintah Republik
Indonesia sebagai penunjang, sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin
anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup,
tanggung jawab mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku (PERNYATAAN SIKAP Para Penggugat terlampir),

- DBahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan mengandung pengertian
tentang upaya peningkatan Kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan

sckaligus dengan meclestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap

menunjang pembangunan sccara berkesinambungan
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— Bahwa hal ini berarti pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- Bahwa melihat keadaan akhir-akhir ini, dimana kabut asap tebal yang melanda
Indonesia dan negeti jiran Malaysia, Singapura, Thaliland, Brunai serta Filipina,
menunjukkan tealh dilanggamya aturan-aturan pembangunan yang berwawasan

lingkungan ;

~ Bahwa keadaan kabut asap tcbal yang melanda ini oleh pemerintah Indonesia
(melalu Menko Kesra) telah dinyatakan sebagai Bencana Nasional, yang turut

dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara, bencana mana tidak teriepas dani peran

para pengusaha perkavuan yang tergabung dalam perkumpulan PARA
TERGUGAT yang telak melakukan pembakaran imbah hutan dan hutan ; se-eeee-
— Bahwa terjadinya bencana nasional kabut asap ini diakibatkan oleh pembakaran
hutan dan limbah hutan yang dilakukan oleh para pengusaha perkayuan yang
tergabung dalam perkumpulan PARA TERGUGAT hal ini telah jelas dinyatakan
oleh pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Menteri Kehutanan baik melalui media cetak maupun media elektronik ; «ee-m---meee
- Bahwa akibat ulah para pengusaha yang tergabung dalam perkumpulannya PARA
TERGUGAT ini telah membawa dampak terganggunya kualitas ljngkungzin (udara)
yang pada gilirannya mengganggu keschatan masyarakat Indonesia umumnya dan
Sumatera Utara khususnva dan juga membawa akibat timbulnya kerugian ekonomi

dan sosial bagi masyarakat dan yang lebih fatat lagi asap tersebut telah mengambil

i TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

106

korban jiwa 234 orang dengan jatuhnva pesawat Garuda Indonesia No.
Penerbangan GA 152 pada tanggal 26 Scptember 1997 di Desa Buah Nabar,
Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ; ~eeaseses
— Bahwa PARA TERGUGAT sendiri, scbagai perkumpulan yang bertanggung jawab
tethadap tingkah laku anggotanya, serta berkewajiban memelihara kemampuan
lingkungan hidup, termasuk upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran atau

perusakan lingkungan hidup (i.c. bencana kabut asap) tidak melakukan upava-

upaya apapun ;

- Bahwa sikap berdiam diri PARA TERGUGAT, tidak melakukan sesuatu upaya
termasuk memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana
tingkat pencemaran, dan bagaimana penanggulangannya jelas suatu sikap vang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beslaku | —----e-sesea-ee——-

~ DBahwa sikap ingkar dann kewajiban untuk memelihara kemampuan lingkungan,
termasuk tidak melakukan upaya pencegahan pencemaran merupakan stkap yang

tidak bertanggung jawab dan melahirkan pertanggunganjawaban baik secara

perdata maupun pidana ;
- Bahwa Kkerugian vang diderita olech PARA PENGGUGAT dan masyarakat
Sumatera Utara akibat dari bencana kabut asap ini jelas tidak terhingga, namun bila
mengacu kepada peraturan perundang-undangan vang berlaku sewajarnyalah bila

PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk memulihkan kualitas

lingkungan yang tercemar terscbut ;
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~ Bahwa sclain itu, cukup beralasan pula bila kepada PARA TERGUGAT dihukum
stcara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya tersebut
vang telah merugikan masyarakat Sumatera Utara yang meliputi keschatan,
ckonomi, sosial, perhubungan, pendidikan dan aktivitas pckerjaan yang terkena
dampak dan bencana kabut asap tersebut yang bila dilstung seluruhnya sebesar Rp.
2.300.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah) yang nantinya akan
disalurkan lewat instansi-instansi terkait, badan sosial dan disumbangkan untuk
masyarakat negara tetangga yang terkena dampak kabut asap serta disalurkan
kepada keluarga korban pesawat Garuda Indonesia No. Penerbangan GA 152 : -
— Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi nihil, cukup beralasan bila terhadap barang
bergerak dan tidak bergerak milik para pengusaha perkayuan sebagai anggota yang

tergabung dalam perkupulan PARA TERGUGAT, untuk diletakkan Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag), teristimewa terhadap :
Gedung Manggala Wanabhakti BI VI Wing A yang terletak di Jakarta Jalan Jend.

Gatot Subroto dan Gedung vang terletak di Medan Jatan Kolonel Sugiono No. 10

DE;
Dan barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat (Anggota
Perkumpulan Para Tergugat) yang ditunjuk Para Penggugat kemudian ; —--------- -
-—-- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadapan
Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan

memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan vang
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ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memutus perkara ini dengan serta merta
(uitvocrbaar bij voorraad) meskipun dan selanjutnya mengambil keputusan dalam

perkara ini dengan Putusan menghukum Para Tergugat sebagai berikut ; --e----mevees

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan PARA TERGUGAT bertanggung jawab terhadap bencana kabut asap

vang terjadi di wilayah Sumatera Utara ;
3. Menyatakan demi hukum sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sah dan
berharga ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk memulihkan

kualitas lingkungan dari bencana kabut asap tersebut ;

5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti
kerugian scbesar Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah)
akibat perbuatannya tersebut yang telah merugikan masyarakat Sumatera Utara,
vang meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, perhubungan, pendidikan dan aktivitas ‘
pekerjaan yang akan disalurkan kepada Instansi-instansi terkait, badan-badan sosial, ‘
dan disalurkan kepada masyarakat negara tetangga yang terkena dampak kabut asap

serta disalurkan kepada keluarga korban pesawat Garuda Indonesia No.

Penerbangan GA 152 ;
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6. Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dijalankan meskipun ada

perlawanan/verzet, banding ataupun kasasi ;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini |

Subsider :

- Apabia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex

Aequo et Bono) ;
----- Memmbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan hadir kedua pihak
berperkara dimana oleh Majelts telah diusahakan untuk mendamaikan sengketa i akan
tetapi tidak berhasil karenanya pemeriksaan perkaranya dimulai dengan membacakan
surat gugatan para Penggugat yang tetap dipertahankan tanpa perobahan lagt ; -=-=-----
----- Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, oleh para Tergugat
telah diajukan eksepsi dan jawaban tentang pokok perkara tanggal 26 Pebruari 1998

yvang mengemukakan hal-hal sebagat berikut :

DALAM EKSEPS] :

1. Eksepsi Ketidakwenangan Para Penggugat (dis qualificatoir).

1.1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam

perkara a quo, karena Para Penggugat bukanlah badan hukum yang dapat
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bertindak dalam lalu lintas hukum serta tidak mempunvai kepentingan hukum

dalam pokok gugatan ;

- Bahwa menurut Hukumn Acara Perdata, gugatan hanya dapat diajukan olch
orang atau badan hukum vang mempunyai kepentingan hukum dalam ataupun
yang timbul karena hubungan hukum dengan pihak yang digugat (Vide :
Putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971) ; -—

1.2. Para Penggugat tidak berhak menyatakan dininya sebagai mewakili masyarakat
Sumatera Utara, karena untuk itu seluruh masvarakat Sumatera Utara secara

sendiri-sendiri ataupun bersama-sama hams membenkan Surat Kuasa Khusus

kepada Para Penggugat guna dapatnya Para Penggugat mewakili masyarakat
Sumatera Utara dalam suatu perkara di Pengadilan, sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 147 RBg dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung
RI No. 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959, sementara Gugatan Perwakilan
{Class Action) tidaklah dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang

bersifat Hukum Publik ;

- Bahwa tiada suatu pun ketentuan hukum yang menayatakan bahwa Para

Penggugat adalah wakil dari masyarakat Sumatera Utara dalam suatu perkara

di Pengadilan ;
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2. Gugatan Para Pengougat Salah Alamat.

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat scharusnva tidak ditujukan kepada Para
Tergugat karena Para Tergugat bukanlah suatu badan hukum yang sccara
hukum bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan ataupun tingkah laku dari
para anggotanva (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI No.

157/K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975) ;

- Bahwa Tergugat-Ill (MPI) hanyalah merupakan forum atau wadah komuni-
kasi, konsultasi dan koordinasi Asosiasi-asosiasi Pengusaha di bidang peng-
usahaan hutan, pengusahaan flora-fauna, industri hasil hutan serta industri
penunjang terkait, mediator dan motivator untuk meningkatkan peran serta
masyarakat khususnya masyarakat pengusaha perhutanan dalam upaya pem-

bangunan di bidang perhutanan (Vide : Pasal 5 jo. Pasal 2 Anggaran Dasar

MPY) ;
- Bahwa Tergugat-I (APHI) sebagai anggota dari Masyarakat Perhutanan

Indonesia (Tergugat-Il) hanyalah suat Asosiasi guna meningkatkan dan

(Vide : Pasal 2 ayat (3) Anggaran Dasar APHI) ;

mengembangkan pengusahaan hutan untuk tercapainya hasil yang optimal

- Bahwa Tergugat-Il (APKINDO) scbagai anggota dari Masyarakat Perhutanan
Indonesia (Tergugat-) hanyalah suatu Asosiasi vang aktif meningkatkan
pengolahan hasil hutan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional |

khususnya bidang produksi kayu lapis, fibre board, chip board (particle
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board), block board dan hasil industri/panel kayuw lainnva dan aktif
meningkatkan perdagangan hasil produksi pengolahan hasit hutan, baik di
dalam maupun di lvar negeri termasuk kayu lapis, fibre board, chip board,
block board dan hasil industri/panel kayu lainnya (Vide Pasal 2 Anggaran

Dasar APKINDO) ;

2.2. Bahwa yang jelas pengusaha-pengusaha perkayuan manapun vang ada di
Indonesia bukanlah bawahan dari dan menjadi tanggung jawab hukum Para

Tergugat dan Para Penggugat bukan pula majikan dari para pengusaha

perkayuan yang ada di Indonesia ;

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur {obscuur libel)

A. Tentang Kaburnva Subvek Gugatan,

- DBahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas ditujukan kepada siapa,

karena :

mempunyat Pengurus Pusat dalam struktur organisasinya dan oleh

1. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) tidak
|
karenanya tidak mengenal Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ;

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA ;
-~ ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA (APKINDQ) tidak
mempunyai Pengurus Pusat dalam struktur organisasinya dan olch
karenanya tidak mengenal Ketua Dewan Pengurus Pusat ASOSIASI

PANEL KAYU INDONESIA ;
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=~ MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA (MPI) tidak
mempunyai Pengurus Pusat dalam struktur organisasinya dan oleh
karcnanya tidak mengenal Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat

MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA ¢

2. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) tdak
mengenal Dewan Pengurus Daerah (DPD) dalam struktur organisasinya
dan oleh karenanya tidak mengenal Ketua Dewan Pengurus Daerah
ASOSIAS] PENGUSAHA HUTAN INDONESIA Sumatera Utara : --
ASOSIASI PANEL KAYU INDONESIA (APKINDO) tidak mengenal
Dewan Pengurus Daerah dalam struktur organisasinya dan oleh
karenanya tidak mengena!l Ketua Dewan Pengurus Dacrah ASOSIASI

PANEL KAYU INDONESIA Sumatera Utara ;

~ Bahwa meskipun Para Tergugat akhimya menghadiri persidangan Tergugat
adalah untuk dapatnya memberikan jawaban dan tangkisan dalam
persidangan dan sama sekali tidak berarti mengakui posisinya sebagai

Tergugat-Tergugat menurut struktur organisasinya yang diformulasikan oleh

Para Penggugat ;

B. Tentang Kaburnya Dalil'Posita Gugatan

B.1. Bahwa dalam pugatannya posita ke 4 Penggugat telah mendalilkan : “bahwa

melihat keadaan akhir-akhir ini, dimana kabut asap tebal yang melanda
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Indonesia dan negeri jiran Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai serta
Filipina, menunjukkan tclah dilanggamya aturan-aturan pembangunan yang
berwawasan lingkungan”, akan tetapi Para Penggugat tidak menycbutkan
aturan-aturan pembangunan yang berwawasan lingkungan mana vang

dilanggar dan siapa atau badan mana ataupun perusahaan mana vang

melanggar aturan-aturan tersebut ;
Bahwa dalam gugatannya posita ke 5 Para Penggugat telah mendalilkan
“bahwa keadaan kabut asap tebal yang melanda ini oleh pemerintah Indonesia
(melalui Menko Kesra) telah dinyatakan sebagai Bencana Nasional, yang turut
dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utaran bencana mana tidak terlepas dan
peran para pengusaha perkayuan yang tergabung dalam perkumpulan Para
Tergugat vang telah melakukan pembakaran limbah hutan dan hutan” ; --------
Bahwa dari posita Pata Penggugat tersebut jelaslah Para Penggugat sendiri
telah menyadari bahwa keadaan kabut asap yang melanda Indonesia dan
negeri jiran terscbut adalah suatu bencana nasional yang tidak dapat
dipersalahkan kepada subyek ataupun badan-badan tertentu, tetapi disadari

sebagai suatu fenomena alam ;

C. Tentang Kabumya Petitum Gugatan

Bahwa Para Penggugat telah meminta dalam petitumnya agar Majelis Hakim

Yang Terhormat : “Menyataka.n Para Tergugat bertanggung jawab terhadap
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bencana kabut asap vang terjadi di wilayah Sumatera Utara™, tanpa merninta

lebih dahulu agar Para Tergugat sccara hukum dinyatakan telah melakukan

scsuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi dasar timbulnya tanggung

Jawab pada Para Tergugat ;

4. Gugatan Para Penggugat Prematur.

4.1. Bahwa di dalam posita alenia 6 Para Penggugat menyatakan :

“bahwa terjadinya bencana nasional kabut asap ini diakibatkan oleh
pembakaran hutan yang dilakukan oleh para pengusaha perkayuan yang
tergantung dalam perkumpulan Para Tergugat, hal ini telah jelas dinyatakan
oleh pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
dan Menteri Kehutanan baik melalui media cetak maupun media elektronik™;

- Bahwa hingga sekarang ini belum ada satu pun Pengusaha perkayuan yang
tergabung dalam perkumpulan Para Tergugat vang oleh Pengadilan telah
dimyatakan ternukti bersalah melakukan pembakaran hutan dan limbah hutan
dengan keputusan Pengadilan vang berkckuatan hukum tetap, schingga adalah
prematur untuk menyatakan bencana nasional kabut asap tersebut sebagai

akibat perbuatan para pengusaha perkayuan vang tergabung dalam

perkumpulan Para Tergugat ;
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----- Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Tergugat memohon agar Majelis

Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat

diterima ;

DAL AM POKOK PERKARA :

- Bahwa Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai

bagian tak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini :

- Bahwa para Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat,

kecuali yang diakui secara tegas ;
|
1. Bahwa hingga sekarang ini tidak ada satu pun Pengusaha perkayuan vang
tergabung dalam perkumpulan Para Tergugat yang secara hukum telah
dianggap terbukti telah melakukan pembakaran hutan dan limbah hutan; dan
seandainya pun ada anggota perkumpulan Para Tergugat yang secara hukum
terbukti melakukan hal yang demikian — quod non -, maka itu adalah diluar

tanggung jawab hukum Para Tergugat sebagai wadah komunikasi, konsultasi

dan koordinasi para anggotanya ;

[

Bahwa adalah terlampau lucu dan prematur serta mengada-ada dalil Para
Penggugat yang menghukum jatuhmya pesawat Garuda nomor penerbangan
GA 152 pada tanggal 26 Scptember 1997 di desa Buah Nadar, Sibolangit,
karena bahkan ahli penerbangan pun hingga sekarang ini betum dapat
menentukan sebab-sebab jatuhnyva pesawat Garuda tersebut meskipun kotak

hitam telah diketemukan ;
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3. Bahwa sesuai dengan isi Pasal 5 Anggaran Dasar MPL Pasal 3 Anggaran
Dasar APHI, Para Tergugat adalah merupakan mitra kerja Pemerintah dan

berfungsi scbagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi para

anggotanya ;
Dengan demikian segala kegiatan Para Tergugat yang bersifat ekstern haruslah
disalurkan lewat Pemerintah termasuk tetapi tidak terbatas dalam memberikan
penjelasan-penjelasan ataupun komentar-komentar tentang bencana asap tersebut:
4. Bahwa Para Tergugat di dalam batas-batas kewenangannya telah
mengusahakan terlaksananya kelestarian sumber daya hutan dan mencegah
pencemaran lingkungan yang langsung ataupun tidak langsung selalu dengan
berkoordinasi dengan pemerintah Cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup
ataupun aparat terkait lainnya; dan oleh karenanya yang berhak menilai

partisipasi Para Tergugat adalah Pemerintah Cq. Menteri Negara Lingkungan

Hidup dan atau aparat pemerintah terkait lainnya ;
5. Bahwa tuntutan ganti rugi Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak
diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat dasar ataupun rincian jumlah ganti
rugi tersebut serta tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat hubungan
kausal antara kedudukan, sikap ataupun perbuatan Para Tergugat (yang mana)
dengan timbulnya kerugian tersebut (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung

RI No. 1057/K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976) ;
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----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Mejelis Hakim
Yang Terhormat berkenan menolak gugatan Penggugat scluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk

verklaard) ;
----- Menumbang, bahwa selanjutnya replik Para Penggugat tanggal 12 Maret 1998 dan
duplik Para Tergugat tanggal 26 Maret 1998 yang selengkapnya telah dilampirkan

dalam berita acara persidangan yang untuk mempersipakan dianggap termuat dalam

uraian putusan ;
----- Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya oleh Para Penggugat telah
diajukan 16 (enam belas) set surat bukti tnada P -1 sampai dengan P — 16 diantaranya
dalam bentuk aslinya, bentuk pengandaan dan berupa photo copy vang telah

disesuaikan dengan aslinya mupun yang tidak ada aslinya namun semuanya bermeterai

cukup vaitu berupa ;
1. 2 (dua) lembar photo copy Satclit Pulau Sumatera yang diambil pada tanggal

17 September 1997, vang diberitandaP- 1 danP -2 ;

™

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Besar Laskar
Ampera Arief Rachman Hakim SIKBLA - ARH), Gerakan Pemuda Al-
Washiyah / Al-Washiyah Youth Movement (GPA), Pemuda pancasila, Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ikatan Putra Nahdlatu! Ulama, yang

diberi tanda P-3;
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bencana kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera Utara”, tanpa meminta
lebih dahulu agar Para Tergugat sccara hukum dinyatakan telah melakukan

sesuatu atau tidak melakukan scsuatu yang menjadi dasar timbulnya tanggung

jawab pada Para Tergugat ;

4. Gugatan Para Penggugat Prematur.

4.1. Bahwa di dalam posita alenia 6 Para Penggugat menvatakan :

“bahwa terjadinya bencana nasional kabut asap ini diakibatkan oleh
pembakaran hutan yang dilakukan oleh para pengusaha perkayuan yang
tergantung dalam perkumpulan Para Tergugat, hal ini telah jelas dinyatakan
oleh pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
dan Menteri Kehutanan baik melalui media cetak maupun media elektronik™;

— Bahwa hingga sekarang ini belum ada satu pun Pengusaha perkayuan yang
tergabung dalam perkumpulan Para Tergugat vang oleh Pengadilan telah
dinryatakan ternukti bersalah melakukan pembakaran hutan dan limbah hutan
dengan keputusan Pengadilan yvang berkekuatan hukum tetap, schingga adalah
prematur untuk menyatakan bencana nasional kabut asap tersebut sebagai

akibat perbuatan para pengusaha perkayuan yang tergabung dalam

perkumpulan Para Tergugat ;
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Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Tergugat memohon agar Majelis

Hakim Yang Terhormat berkenan menyvatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat

ditertma ;

DAELAM POKOK PERKARA :

- DBahwa Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap sebagat

bagian tak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ;

- DBahwa para Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat,

TESIS

kecualt yang diakui secara tegas ;

1. Bahwa hingga sekarang ini tidak ada satu pun Pengusaha perkayuan yang

tergabung dalam perkumpulan Para Tergugat yang secara hukum telah
dianggap terbukti telah melakukan pembakaran hutan dan limbah hutan; dan
seandainya pun ada anggota perkumpulan Para Tergugat yang secara hukum
terbuktt melakukan hal vang demikian - quod non -, maka itu adalah diluar
tanggung jawab hukum Para Tergugat sebagai wadah komunikasi, konsultasi

dan koordinasi para anggotanya ;

. Bahwa adalah terlampau lucu dan prematur serta mengada-ada dalil Para

Penggugat vang menghukum jatuhnya pesawat Garuda nomor penerbangan
GA 152 pada tanggal 26 September 1997 di desa Buah Nadar, Sibolangit,
karena bahkan ahli penerbangan pun hingga sekarang ini belum dapat

menentukan sebab-sebab jatuhnya pesawat Garuda tersebut meskipun kotak

hitam telah diketemukan ;
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. Bahwa sesuai dengan isi Pasal 5 Anggaran Dasar MPL Pasal 3 Anggaran
Dasar APHI, Para Tergugat adalah merupakan mitra kerja Pemerintah dan

berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi para

anggotanya ;

Dengan demikian segala kegiatan Para Tergugat yang bersifat ekstern haruslah

disalurkan lewat Pemerintah termasuk tetapi tidak terbatas dalam memberikan

penjelasan-penjelasan ataupun komentar-komentar tentang bencana asap tersebut;

4. Bahwa Para Tergugat di dalam batas-batas kewenangannyva telah

mengusahakan terlaksananya kelestarian sumber daya hutan dan mencegah
pencemaran Lingkungan yang langsung ataupun tidak langsung selalu dengan
berkoordinasi dengan pemerintah Cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup
ataupun aparat terkait lainnya; dan oleh Kkarenanya yang berhak menilai

partisipasi Para Tergugat adalah Pemerintah Cq. Menteri Negara Lingkungan

Hidup dan atau aparat pemerintah terkait lainnya ;
. Bahwa tuntutan ganti rugi Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak
diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat dasar ataupun rincian jumlah ganti
rugi tersebut serta tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat hubungan
kausal antara kedudukan, sikap ataupun perbuatan Para Tergugat (yang mana)
dengan timbuinya kerugian tersebut (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung

RI No. 1057/K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976) ;
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----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Mejelis Hakim
Yang Terhormat berkenan menolak gugatan Penggupgat sclurnhnva atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk

verklaard) ;
----- Menimbang, bahwa selanjutnya replik Para Penggugat tanggal 12 Maret 1998 dan

duplik Para Tergugat tanggal 26 Maret 1998 vang selengkapnya telah dilampirkan

dalam berita acara persidangan yang untuk mempersipakan dianggap termuat dalam

uraian putusan ;
----- Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya oleh Para Penggugat telah
diajukan 16 (cnam belas) set surat bukti tnada P -1 sampai dengan P — 16 diantaranya
dalam bentuk aslinya, bentuk pengandaan dan berupa photo copy yang felah

disesuaikan dengan aslinya mupun vang tidak ada aslinya namun semuanva bermeterai

cukup vaita berupa ;
1. 2 (dua) lembar photo copy Satelit Pulau Sumatera yang diambil pada tanggal

17 September 1997, vang diberitanda P~ 1danP -2

1o

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Besar Laskar
Ampera Arief Rachman Hakim 9IKBLA - ARH), Gerakan Pemuda Al-
Washivah / Al-Washivah Youth Movement (GPA), Pemuda pancasila, Tkatan
Mahasiswa Muhammadivah (IMM) dan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, yang

diberi tanda P-3;
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3, berita-berita uang dimuat dalam suart kabar Sinar Indonesia Baru tangga 23
September 1997, tanggal 24 Scptember 1997, tanggal 28 Scptember 1997,
Harian Analisa tanggal 29 Scptember 1997, Mimbar Umum tanggal 25
September 1997, Bisnis Indonesia tanggal 8 Oktober 1997, Sinar Pagi tanggal
3 Oktober 1997, Sinar Indonesia baru tanggal 2 Oktober 1997, tanggal 1
Oktober 1997, Kompas tanggal 30 September 1997, Republika tanggal 24

September 1997 dan Waspada tanggal 24 September 1997, yang diberi tanda

P-4 sampai dengan P-16;
—--- Menimbang, bahwa guna meneguhkan daiil bantuannya olch para Tergugat telah
diajukan 4 (empaT) set surat bukti tanda T-1, T-2a, T-2b dan T-3, baik dalam bentuk

cetakan maupun berupa photo copy yang telah disesuaikan dengan aslinya vaitu

berupa:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Hutan

Indonesia (APHI), vang diberi tanda T-1 ;

)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Panel Kayu Indoncsia
(APKINDO) beserta perubahannya yang diberi tanda T02a dan T-2b ; m———

3. Anggaran Dasar Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), yang diberi tanda T-

33
=== Menimbang, bahwa akhimya kedua pihak telah menyampaikan kesim;pulannya
masing-masing bertanggal 14 Mei 1998 sclengkapnya telah dilampirkan dalam berita

acara persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan
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dan akrena pihak telah, menyatakan tidak ada lagi vang akan mercka kemukakan

dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini segera dapat diputus ; «-ee-

\TANG N UM
Tentang Fksepsi :
——-- Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat scbagaimana dikemukakan di atas ; —--

----- Menimbang, bahwa dengan eksepsi-cksepsi tersebut dikemukakan oleh para

Tergugat tentang :

1. Ketidakwenangan Para Penggugat (disqualificatoir).

1.1. bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam
perkara a quo karena para Penggugat bukanlah badan hukum yang dapat
berintdak dalam lalu lintas hukum dan tidak mempunyai kepentingan hukum

dalam pokok gugatan ;

1.2. bahwa parz Penggugat tidak berhak menvatakan dirinva sebagai mewakili
masyarakat Sumatera Utara karena untuk itu harus ada surat kuasa khusus
vang diberikan oleh masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 147 RBg sedangkan guagatam

perwakilan (class action) dalam hukum acara perdata Indoensia tidaklah

dikenal ;

2. Gugatan Para Penggugat Satah Alamat.
2.1. bahwa gugatan para Penggugat scharusnya tidaklah ditujukan kepada para

Tergugat sebagat para Tergugat bukanitah badan hukum yang secara hukum
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bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan para anggotanya, MPI
hanyalah satu form atau wadah komunikasi, APHI dan APKINDO hanvalah

asosiasi untuk meningkatkan peran serta masvarakat pengusaha perhutanan ;

2
b2

bahwa para Penggugat perkayuan manapun bukanlah bawahan para Tergugat

sechingga bukanlah tanggung jawab hukum para Tergugat atas scgala

perbuatan dan tindakan pengusaha perkayuan tersebut ;
3. Obscuur Libelnva Gugatan Para Penggugat.
a. nabumya Sybijek
Bahwa APHI, APKINDO dan MPI dalam struktur organisasinya tidak
mempunyai Pengurus Pusat dan tidak mengenal Dewan Pengurus Daerah
karenanva tidak mengenal Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan tidak
mengenak Ketua Dewan Pengurus Daerah ; hadir Jjuga para Tergugat
dipersidangan agar dapat menvampaikan cksepsi dan Jawaban bukan mengakui

posisi schagaimana diformutasikan olch para Penggugat ;

b. Tentang Kabumya DalilPosita Gugatan. ‘

b.1. bahwa dalam posita ke 4 didalilkan oleh Penggugat “telah dilanggarnya |
aturan-aturan pembangunan vang berwawasan lingkungan” akan tetapi ‘
tidak disebutkan amwran-aturan pembangunan yang berwawasan
lingkungan mana yang dilanggar dan siapa yang melanggar aturan-aturan

tersebut ;
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b.2. bahwa dalam posita ke 5 didalilkan oleh Penggugat “bahwa keadaan
kabut asap tebal vang melanda terscbut oleh Pemerintah Rcpublik
Indoncsia tclah dinyatakan scbagai bencana nasional, bencana mana tidak
terlepas dari peran para penggugat perkayuan vang telah melaksanakan
pembakaran limbah hutan dan hutan”, karena sifatnva bencana nasional
maka tentunva tidak dapat dipersalahkan kepada subjek tertentu akan

tetapi disadari sebagai fenomena alam ;

etitum G .

— Bahwa para Penggugat dalam petitumnya meminta agar para Tergugat
bertanggung jawab terhadap bencana kabut 2sap yang terjadi diwilayah
Sumatera Utara tanpa teriebih dahulu dinyatakan telah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu vang menjadi dasar timbulnya tanggung jawab tersebut ;

Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa dalam posita alinea b didalilkan oleh Penggugat “bahwa terjadinya

bencana nasional kabut asap ini diakibatkan pembakaran hutan dan limbah

hutan olch para pengusaha perkavuan™namun hingga saat ini belum satupun
pengusaha perkayvuan yvang dinvatakan bersalah oleh putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap sehingga adalah prematur untuk menyatakan bencana

kabut asap tersebut adalah akibat perbuatan para pengusaha perkayuan yang

tergantung dalam perkumpulan para Tergugat ;
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-—- Bahwa berdasarkan cksepsi-eksepsi tersebut, para Tergugat mohon agar Majelis

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat ditcrima ;

----- Menimbang, bahwa atas cksepsi para Tergugat tersebut, dalam repliknya tanggal

12 Maret 1998 telah ditanggap para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa tentang eksepsi ketidakwenangan para Penggugat, ditanggapi
Penggugat dengan menyatakan bahwa sesuai Pasal 37 avat 1 Undang-undang
No. 23/1997, telah ditegaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan
perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai
masalah lingkungan hidup yang merugikan prikehidupan masyarakat”

karenanya, sebagai bagian dari kelompok masyarakat para Penggugat jenis

mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

to

Bahwa tentang eksepsi salah alamamya gugatan, ditanggapi Penggugat dengan
menyatakan telah secara implisit diakui oleh para Tergugat tentang
kewenangan dan tanggung jawab terhadap para anggota sesual anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga para Tergugat dan scbaga: konsckuensi

berorganisasi adalah ikut bertanggung jawab atas tingkah laku anggotanya baik

yang positif maupun yang negatif :
Bahwa berdasarkan hukum perdata dimaksudkan dengan badan hukum adalah
kumpulan manusia pribadi dan suatu badan vang pengaturannya sesuai hukum yang

berlaku, dengan demikian semua lembaga atau perkumpulan dapat dikategorikan

sebagai badan hukum termasuk para Tergugat ;
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3. Tentang Obscuur Libelnya Gugatan Para Penggugat.

a. Bahwa tentang kabumyva subjek gugatan, ditanggapi Penggugat dengan

menyatakan bahwa meskipun para Penggugat dengan menyatakan bahwa
meskipun para Tergugat menyatakan tidak mempunvai pengurus Pusat maupun
Daerah dalam struktur organisasinva namun sebagai badan hukum yang
mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta anggota-anggota
maka organisasi ini dijalankan oleh orang perorangan yang bertindak dan
berprilaku sebagai pengurus, hal ini jelas terfihat dari surat kuasa para Tergugat
kepada kuasa hukumnya ;

. Bahwa terntang kaburnya dalil'posita gugatan, ditanggapi Penggugat dengan

menyatakan bahwa meskipun benar terjadinya kabut asap vang melanda
merupakan bencana nasional namun perlu diketahui bahwa hal tersebut terjadi
bukan hanya Kkarena perubahan alam tetapi ulah pengusaha vang melakukan

pembakaran hutan dan limbah hutan :

Bahwa tentang aturan yang dilanggar anggota para Tergugat mohon periksa
Undang-undang No. 23/1997 dan Surat Keputusan teniang pemberian hak

pengusahaan hutan yang telah merusak lingkungan hidup yang merugikan

masvarakat ;

. Bahwa ftentang kabumya petitum gugatan ditanggapi Penggugat dengan

menyatakan bahwa telah cukup jelas dikemukakan Penggugat dalam posita

gugatan bahwa bencana kabut asap terjadi tersebut tidak terlepas dari ulah para
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pengusaha hutan yang telah melakukan pembakaran hutan dan limbah hutan
karcnanya ckssepsi tentang kaburmya petitum tidaklah beralasan sama sckali ; ~--
4. Bahwa tentang prematumya gugatan para Pcnggugat karena belum ada
satupun pengusaha perkayuan yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan
ditanggapi Penggugat sebgai satu pernyataan yang ganjil dan tidak dapat
diterima sebab kenyataannya Departemen Kehutanan telah mencabut HPH dan
IPK sejumlah perusahaan yang tergabung dalam wadah para Tergugat dan
gugatan ini sclanjtnya yang akan membukiikan bersalah atau ttdaknya para
Tergugat beserta anggotanya dalam masalah pencemaran asap ini ; ~=ee--~eoe—m-

——- Dengan tanggapan-tanggapan ini para Penggugat mohon agar eksepsi para

Tergugat tersebut ditolak Majelis ;
----- Menimbang, bahwa kedua pihak tetap mempertahankan argumentasi mereka

masing-masing dan atas argumentasi keduanya tentang eksepsi ini Majelis berpendapat:

1. Tentang Ekscpsi Ketidakwenangan Para Penggugat,

~ Bahwa Maijclis tidak scpendapat dengan pendapat para Tergugat yang scakan-
akan berpendapat bahwa gugatan hanva dapat diajukan olch orang atau badan
hukum yang mempunyai kepentingan hukum dalam ataupun yang timbul
karena hubungan hukum dengan pihak yang digugat dan karena para Penggugat

bukanfah badan hukum maka ia tidak mempunyai kulaitas sebagai pihak

Penggugat dalam perkara a quo ;

TESIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ... LILIK PUDJIASTUTI




TESIS

IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

127

Pengggugat dalam perkara a quo; dengan demikian cksepsi para Tergugar

tentang hal ini dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;

. Tentang Salah Alamatnya Guagatan Penggugpat.

Bahwa senada dengan pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan
pendapat para Tergugat, sekalipun Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
(APHI) hanyalah satu Assosiasi, Assosiasi Pengusahaan Kavu Indonesia
(APKINDO) juga hanyalah satu Assosiasi dan Masyarakat Perkayuan Indoensia
{MPI) hanyalah satu forum atau wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi
Assosiasi-Assosiasi pengusaha dibidang pengusahaan hutan; scbagai satu badan,
satu wadah atau satu assosiasi keberadaan serta gerak kegiatannya adalah

didasarkan dan diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku schingpa

keberadaannya diakui ;
Bahwa sebagai satu Assosiasi, satu forum, satu wadah komunikasi, konsultasi
dan Koordinasi, mareka pada hakekatnya adalah satu organisasi ada
pengaturannya, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganva, ada
susunan organisasinya cntah ity namanya Dewan Pengurus yang terdiri dari
scorang Ketua Umum, scorang wakil Ketua Umum dan 15 (lima belas) anggota
atau lebih, Komisariat Daerah (Komda) atau Badan Koordinasi Daerah
(BAKODA) atau badan Eksekutif sehingea secara hukum diakui
keberadaannya maka untuk bertindak keluar ia diwakili oleh Dewan Pengurus

dan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa
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penyebutan identitas para Tergugat scbagaimana gugatan Penggugat tidaklah
salah alamat sedangkan masalah apakah para Tergugat benar-benar harus
bertanggung jawab atas bencana kabut asap yang terjadi terscbut hemat Magelis
telah merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam pokok perkara ;

---- Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas cksepsi para Tergugat tentang hal

inipun dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum ;

3. Tentang Obscuur Libelnya Gugatan Para Penggugat.

— Bahwa tentang kaburnya subjek gugatan karena para Tergugat tidak
mempunyai Pengurus Pusat dan Pengurus Dacrah datam struktur organisasinya;
berkaitan dengan pertimbangan Majelis angka 2 diatas, sebaga satu badan atau
organisasi yang keberadaannya diakui secara hukum tersebut tentunya
mempunyai struktur organisasi, apapun naanya, apakah Dewan Pengurus atau
Badan Eksekutif untuk tingkat nasional dan apakah Komisariat Daerah atau
Badan Koordinasi Daerah untuk Tingkat Propinsi Dacrah Tingkat I ; namun
karena di dalam Anggaran Dasar discbutkan bahwa Dewan Pengurus
berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan Badan Koordinasi
Daerah berkedudukan di ibukota Propinsi: karena telah lazim digunakan istilah
Pusat dan Daerah maka pernyebutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan
Ketua DPD Sumatera Utara dinilai Majelis tidaklah menvebabkan kaburnya

penyebutan subjek gugatan Penggugat tersebut ;
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Bahwa tentang kabumya dalil/posita gugatan karena menvebutkan telah
dilanggar aturan-aturan pembangunan yang berwawasan lingkungan tapi tidak
menycbutkan aturan-aturan pembangunan vang berwawasan lingkungan mana
yang dilanggar dan siapa atau badan atau pengusaha mana vang telah
melanggar aturan-aturan tersebut ; bahwa keadaan kabut asap tebal yang
melanda tersebut telah dinyatakan sebagai bencana nasional, sebagai bencana
nasional tentunya tidak dapat dipersalahkan kepada subjek atau badan tertentu
akan tetapi satu fenomena alam; atas eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa
masalahnya telah menyangkut tentang pembuktian pokok perkara; karenanya
tidak tepat untuk dikemukakan sebagai satu cksepsi ;

Bahwa tentang kaburnya petitum gugatan karena menuntut agar para Tergugat
bertanggung jawab atas bencana kabut asap yang terjadi tanpa minta lebih dulu
agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang menjadi dasar timbulnya tanggung jawab tersebut; Majelis berpendapat

bahwa masalah ini juga menyangkut tentang pokok perkara karenanya tidak

tcpat untuk dikerukakan sebagai satu cksepsi ;

Tentang Prematurnva Gugatan Para Penggugat.

Bahwa hingga saat ini belum ada satupun pengusaha perkayuan yang
dinyatakan bersalah melakukan pembakaran hutan dan limbah hutan oleh

putusan Pengadilan vang berkekuatan hukum tetap karenanya tuntutan para

Penggugat tersebut adalah prematur ;
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Atas cksepsi ini Majelis kurang sependapat dengan para Tergugat yang
berpendapat scakan-akan hanya putusan Pengadilan yang telah berkckuatan
hukum tetaplah satu-satunya yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan
kesalahan sescorang atau suatu badan dan menuntut pertanggung-jawabannva
sebab dalam perkara perdata banyak casus yang dapat diputus secara bersama
antara kesalahan baik dalam bentuk wanprestasi atau onrechtmatigedaad dengan
pertanggung-jawaban perdatanya, apalagi “kesalahan™ dalam pengusahaan
hutan, sanksi yang menonjol hemat Majelis bukanlah sanksi pidana melainkan
sanksi administratif yaitu pembatalan dan pencabutan Hak Pengusahaan Hutan
(HPI) dan/atau hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kehutanan tersebut dan
dengan pertimbangan-pertimbangan ini Majelis berpendapat bahwa cksepsi

para Tergugat tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas karena eksepsi para

Tergugat scluruhnya dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum maka cksepsi-cksepsi

para Tergugat tersebut harusiah ditolak Majelis ;

TENTANG POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; —eve--
-—- Menimbang, bahwa dengan gugatan tersebut didalilkan oleh para Penggugat
bahwa akibat pembakaran hutan dan timbah hutan yang dilakukan oleh para pengusaha

perkayuan vang tergabung dalam assosiasi para Tergugat telah terjadi bencana nasional
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— Sebagai organisasi kemasyarakatan, para Penggugat memang bukan badan

hukum perdata dalam pengertian sempit scbagaimana dikemukakan para
Tergugat narmun hemat Majelis, dlam arti luas, organisasi kemasvarakatan
adalah satu badan hukum dalam pengertian suatu badan atau kumpuian orang-
orang atau manusia-manusia pribadi yang pengaturannva baik keberadaannya
maupun tentang gerak kegiatannya baik kedalam maupun keluar adalah diatur

menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingpa diakui keberadaannya

organisasi kemasyarakatan tersebut ;
Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi atau perkumpulan vang didirikan
oleh orang-orang atau manusiz-manusia pribadi yang merupakan bagian atau
sebagian dari masyarakat yang berhimpun dalam satu nama untuk bergerak dan

berperan serta dibidang sosial kemasyarakatan :

Bahwa diawali posita gugatannya dikemukakan, bahwa para Penggugat adalah
organisasi Kemasvarakatan yang peduli dengan keadaan yang dihadapi
masyarakat; sebagai bagian atau sebagian dari masyarakat, schagaimana
dikemukakan Penggugat. sesuai Pasal 37 avat 1 Undang-undang No. 23 Tahun
1997 mereka berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan/atau

melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup

vang merugikan prikehidupan masyarakat ;
Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa

para Penggugat adalah berkualitas dan dapat bertindak sebagai pihak
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Pengggugat dalam perkara a quo; dengan demikian cksepsi para Tergugat
tentang hal ini dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum :

Tentang Salah Alamamva Guagatan Penggugat.

Bahwa scnada dengan pertimbangan diatas. Majclis tidak sependapat dengan

pendapat para Tergugat, sekalipun Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
{APHI) hanyalah satu Assosiasi, Assosiasi Pengusahaan Kavu Indonesia
(APKINDO) juga hanvalah satu Assosiasi dan Magsyarakat Perkayuan Indoensia
(MPI) hanyalah satu forum atau wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi
Assosiasi-Assosiasi pengusaha dibidang pengusahaan hutan: scbagai satu badan,
satu wadah atau satu assosiasi keberadaan serta gerak kegiatannya adalah

didasarkan dan diatir menurut ketentuan hukum yang berlaku schingga

keberadaannya diakui ;
Bahwa sebagai satu Assosiasi, satu forum, satu wadah komunikasi, konsultasi
dan koordinasi, mareka pada hakekatnya adalah satu organisasi ada
pengaturannya, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, ada
susunan organisasinya emtah ifu namanya Dewan Pengurus yang terdin dari
scorang Ketua Umum, seorang wakil Ketua Umum dan 15 (lima belas) anggota
atau lebth, Komisariat Daerah (Komda) atau Badan Koordinasi Daerah
(BAKODA) atau badan Eksckutif schingga secara hukum diakui
keberadaannya maka untuk bertindak keluar ia diwakili oleh Dewan Pengurus

dan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa
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penvebutan identitas para Tergugat sebagaimana gugatan Penggugar tidaklah
salah alamat scdangkan masalah apakah para Tergugat benar-benar harus
bertanggung jawab atas bencana kabut asap yang terjadi terscbut hemat Majelis

telah merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam pokok perkara ;

---- Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas eksepsi para Tergugat tentang hal

inipun dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum :

TESIS

3.

Tentang Obscuur Libelnva Gugatan Para Penggugat.

Bahwa tentang kabumva subjek gugatan karena para Tergugat tidak
mempunyai Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah dalam struktur organisasinya;
berkaitan dengan pertimbangan Majelis angka 2 diatas, sebagai satu badan atau
organisasi yang keberadaannya diakui secara hukum tersebut tentunya
mempunyai struktur organisasi, apapun naanya, apakah Dewan Pengurus atau
Badan Eksekutif untuk tingkar nasional dan apakah Komisariat Daerah atau
Badan Koordinasi Daerah untuk Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I ; namun
karena di dalam Anggaran Dasar discbutkan bahwa Dewan Pengurus
berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan Badan Koordinasi
Dacerah berkedudukan di ibukota Propinsi; karena telah lazim digunakan istilah
Pusat dan Daerah maka pernyebutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan

Ketua DPD Sumatera Utara dinilai Majelis tidaklah menyebabkan kabumnya

penyebutan subjek gugatan Penggugat tersebut :
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Bahwa tentang kaburmnya dalil/posita gugatan karena menyebutkan telah
dilanggar aturan-aturan pembangunan vang berwawasan lingkungan tapi tidak
menycbutkan aturan-aturan pembangunan vang berwawasan lingkungan mana
vang dilanggar dan siapa atau badan atau pengusaha mana vang telah
melanggar aturan-aturan tersebut ; bahwa keadaan kabut asap tebal yang
melanda tersebut telah dinvatakan sebagai bencana nasional. sebagai bencana
nasional tentunva tidak dapat dipersalahkan kepada subjek atau badan tertentu
akan tetapi satu fenomena alam; atas eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa
masalahnva telah menvangkut tentang pembuktian pokok perkara;, karenanya

tidak tepat untuk dikemukakan sebagai satu eksepsi ;

Bahwa tentang kabumya petitum gugatan karena menuntut agar para Tergugat
bertanggung jawab atas bencana kabut asap yang terjadi tanpa minta lebih dulu
agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang menjadi dasar timbulnva tanggung jawab tersebut; Majelis berpendapat

bahwa masalah ini juga menyangkut tentang pokok perkara karenanya tidak

tepat untuk dikemukakan sebagai satu cksepsi ;

Tentang Prematurnya Gugatan Para Penggugat.

Bahwa hingga saat ini belum ada satupun pengusaha perkaynan yang
dinvatakan bersalah melakukan pembakaran hutan dan himbah hutan oleh

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Karenanya tuntutan para

Penggugat tersebut adalah prematur |
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Atas cksepsi ini Majelis kurang sependapat dengan para Tergugat vang
berpendapat scakan-akan hamya putusan Pengadilan vang tclah berkekuatan
hukum tetaplah satu-satunya yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan
kesalahan seseorang atau suatu badan dan menuntut pertanggung-jawabannva
sebab dalam perkara perdata banyak casus yang dapat diputus secara bersama
antara kesalahan baik dalam bentuk wanprestasi atau onrechtmatigedaad dengan
pertanggung-jawaban perdatanya, apalagi “kesalahan” dalam pengusahaan
hutan, sanksi yang menonjol hemat Majelis bukanlah sanksi pidana melainkan
sanksi administratif yaitu pembatalan dan pencabutan Hak Pengusahaan Hutan
(HPT) dan/atau hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kehutanan tersebut dan

dengan pertimbangan-pertimbangan ini Majelis berpendapat bahwa cksepsi

para Tergugat tidaklah tepat dan tidak beralasan hukum ;
----- Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas karena cksepsi para

Tergugat scluruhnya dinilai tidak tepat dan tidak beralasan hukum maka cksepsi-cksepsi

para Tergugat tersebut haruslah ditolak Majelis ;

TENTANG POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; ------«
----- Menimbang, bahwa dengan gugatan tersebut didalifkan oleh para Penggugat
bahwa akibat pembakaran hutan dan limbah hutan vang dilakukan olch para pengusaha

perkayuan yang tergabung dalam assosiasi para Tergugat telah terjadi bencana nasional
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kabut asap vang mengakibatkan terganggunua kualitas lingkungan (udara), vang pada
gilirantiya mengganggu keschatan masvarakat, membawa akibat timbulnya kervgian
ckonomi dan sosial bagi masyarakat bahkan yang lebih fatal lagi tclah mengambil
korban jiwa 234 orang dengan jatuhnya pesawat Garuda Indoensia GA 152 di dcéa
Buah Nabar Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
pada tanggal 26 September 1997 sedangkan para Tergugat sebagai perkumpulan vang
bertanggung jawab atas tingkah laku anggotanya tidak melakukan upaya apapun baik
yang bersifat mencegah maupun yang bersifat menanggulangi bencana kabut asap 1ini,
oleh karenanya para Penggugat menuntut agar para Tergugat di hukum untuk
memulihkan kualitas lingkungan dari bencana kabut asap tersebut, dihukum untuk
membayar gantirugi sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- serta tuntutan-tuntutan lainnya

sesuai petitum surat gugatannyva ;

----- Menimbang, bahwa para Tergugat membantah gugatan para penggugat tersebut
dengan memyatakan bahwa hingga saat ini belum ada satu pengusaha perkayuan pun
vang sccara hukum telah dianggap terbukti telah melakukan pembakaran hutan dan
limbah hutan dan seandainya pun ada —quod non- maka itu diluar tanggung jawab
hukum para Tergugat sebagai wadah komunikasi. konsultasi dan koordinasi para
anggotanya, disamping itu para Tergugat menolak funtutan ganti rugi karena ftidak
dusraikan secara rinci dan jelas serta tidak adanya hubungan Kausal antara kedudukan,

sikap ataupun perbauatan para Tergugat dengan kerugian-kerugian tersebut, karenanya

para Tergugat menolak seluruh gugatan para Penggugta tersebut ;
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----- Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat disangkal para Tergugat maka
beban pembuktan berada dipihak Penggugat, untuk itu telah diajukan 16 (enam belas)
set surat bukt: tanda P-1 sampai dengan P-16 scbagaimana telah diuraikan diatas ; ------

----- Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa photo setelit Pulau Sumatera yang

diambil pada tanggal 17 September 1997 vang memperlihatkan wilavah Sumatera

Utara dan sckitarnva dilingkupi kabut asap tebal ;
----- Bahwa surat bukti tanda P-3 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Pemuda Pancasila, Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Aref Rachman
Hakim (IKBLA - ARH), Ikatan Mahasiswa Muhammadivah, Gerakan Pemuda Al-

Washivah dan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama ;

----- Bahwa surat bukti tanda P-4 sampai dengan P-16 berupa berita-berita yang dimuat
dalam surat kabar-suratkabar terbitan Medan dan Jakarta diantaranva memuat berita : -
= pernyataan Ketua Bakomas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan, Azwar
Anas mengatakan bahwa gangguan asap dan kebakaran hutan saat ini sudah
mengganggu dan mengancam pembangunan nasional karena itu 8 Propinsi di
Sumatera dan 4 Propinsi di Kalimantan dinvatakan dalam keadaan siaga I (SIB

tanggal 23 September 1997 tanda P-4) ;

— asap Indonesia telah mencapai Filipina; kabut asap mengakibatkan 150 pesawat
ringan vang berpangkalan di Filipina Selatan terpaksa didaratkan, kata Ketua
Assosiasi Pemilik Pesawat dan Pilot Filipina Kapten Francisco Pepito ; =emeseces- -

Kepala Dinas Keschatan Sumatera Utara dr. Hj. Fatni Sulani DTM&H
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menegaskan hingga saat ini di Medan maupun diwilavah Sumatera Utara betum
punya dampak yang menguatitkan akibat polusi asap vang terjadi akibat
pembakaran hutan di daerah Riau dan Kalimantan namun karena polusi terscbut

dikuatirkan jumlah penderita penyakit pernapasan di Sumatera Utara September ini

akan meningkat .
Kases Bakorstranasda Sumbagut Bridjend. TNI Djibut Hindartono di Medan
Selasa 23 September 1997 mengatakan pihaknya mengusut 15 Pimpinan pemegang

HPH di daerah imi dan sejumlah Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN)

yang diduga membakar hutan ;
Kakanwil Departemen Kehutanan Sumatera Utara I. Eko Wardoyo mengatakan
pihaknya akan segera memanggil keenambelas perusahaan tersebut, jika ada bukti

akan dibuat berita acara sebagai pertimbangan unatuk pencabutan izinnya ; (SIB

tanggal 24 September 1997 tanda P-6) ;
Kepala Balai Laboratorium Keschatan Medan dr. Syefei DSPK melaporkan hasil
analisa sampel udara diperoleh angka 0.35 mg'm3 untuk mengukuran parameter
debu di Jalan Sudirman dan 0,33 mg.m3 dikawasan Kantor Walikota Medan;

angka ini diatas baku mutu vang ditetapkan Keputusan 02/Men/KLH/I/1988 yaitu

0,26 mg/m3 ;
Walikota Medan memutuskan terhadap murid-murid TK Medan diliburkan,

terhadap masyarakat kota Medan dianjurkan agar mengurangi kegiatan diluar
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rumah, gedung dan kantor, bila berada diluar rumah dianjurkan menggunakan

masker (Analisa tanggal 29 September 1997 tanda P-8) ;
— Digen Perlindungan Hutan dan Peclestarian  Alam (PHPA) Soemarsono
menyatakan - saat ini jumlah IPK (Izin Pemanfaatan Hutan) yang dihentikan
bertambah menjadi 166, sebelumnya diungkapnya bahwa Jumlah IPK vang dicabut
sebanyak 151 IPK, Dirjen juga mengumukakan bahwa dari 176 perusahaan yang
diumumkan Karena diindikasikan melakukan pembakaran dalam penyiapan
lahannya hanva 121 yang mengajukan sanggahan dari dari Jumlah tersebut hanya
69 sanggahan vang dilengkapi berita acara selebihnya tidak mengajukan sanggahan

(Bisnis Indonesia Rabu 8 Oktober 1997 bukt P-10);

— Kabut asap faktor pendukung jatuhnya Airbus A-300 Garuda namun menurut
Komandan Pangkalan Udara Polonia Medan Letkol. Pnb.Benyvamin S.Dandel,
penyebab pasti masih menunggu haist Tim Peneliti (Sinar Pagi tanggal 3 Oktober

1997 tanda P-11) ;

— Menteri perhubungan Harvanto Dhanutirto mengemukakan akibat terjadinya

bencana asap di Indonesia maskapai penerbangan (Airlines) dan pengelola bandar

udara mengalami merugian Rp. 500 juta setiap hari ;
Sebelumnya Dirjen Perhubungan Udara Zainuddin Sikado telah mengungkapkan
akibat bencana asap itu. pengelola Bandar Udara dan Maskapai Penerbangan

memikul kerugian mencapai Rp. 2,7 milyard (SiB tanggal 2 Oktober 1997 tanda P-

12). I
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Departemen Kehutanan selalu instansi pembina ichnis dibidang kehutanan turut
bertanggung jawab atas terjadinya gangguan asap vang disebabkan kebakaran
hutan, sebagai wujud pertanggung-jawaban ini, Menteri Kehutanan Jamaluddin
Suryohadikusumo mengaku siap mundur jika memang Presiden menghendaki (SIB

tanggal 1 Oktober 1997 tanda P-13) ;

Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Mohammad Hasan Senin
tanggal 29 September 1997 di Jakarta menjelaskan kondisi hutan Indonesia yang
disebut-sebut sebagai penyebab timbulnya asap dan para anggota mencadangkan
dana sebesar Rp. 20 milyard untuk membantu memadamkan hutan di Indonesia

(Kompas tanggal 30 SEptember 1997 tanda P-4) ;

Assostasi Pengusahaan Hutan Igdonesia (APHI) siap membantu  dana
penanggulangan asap serta menyediakan masker sesuai yang dibumuhkan, kata
Ketua Hanannya, Hendro Prastowo. Sclanjutnya dikatakannya bahwa sebenarnya
penyebab utama munculnya asap bukan akibat kebakaran hutan melainkan dari
perusahaan perkebunan. Dari 176 perusahaan vang diduga membakar limbah hutan

hanya 16% dari HTI itpun bukan disengaja tetapi terbakar (Republika 24

Scptember 1997 tanda P-15) ;

----- Mecnimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, oleh para Tergugat

diajukan 4 (¢mpat) set surat bukti tanda T-1, T-2a, T-2b dan T-3 sebagaimana juga

telah diuraikan diatas ;
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----- Bahwa surat-surat bukti yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dari APHI, APKINDO dan MPI ini scbagaimana ditcgaskan dalam kesimpilan
para Tergugat tanggal 14 Mei 1998 untuk membuktikan keberadaan para Tergugat
yang hanya sebagai assosiasi/perkumpulan‘wadah komunikasi dari para anggotanya,

tidak dan bukan sebagai majikan atéupun kurator yang bertanggung jawab hukum atas

perbuatan-perbuatan para anggotanya ;
----- Menimbang, bahwa dengan proses jawab menjawab serta bukti yang diajukan

oleh kedua pihak sebagaimana pertimbangan diatas, hemat Majelis telah diperolch

pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :
-bahwa sekalipun hanva 5 (lima) dari 13 (tiga belas) Penggugat yang mengajukan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya itupun berupa perbanyakan dan
photo copy, namun hemat Majelis, merupakan fakta bahwa ketigabelas Penggugat
tersebut adalah organisasi kemasyarakatan yang secara hukum diakui keberadaannya ; -
Bahwa scbagai organisasi kemasyarakatan, pengurus dan para anggota ketigabelas
Penggugat terscbut hemat Majelis adalah sebagian dari masyarakat Sumatera Utara,
setidak-tidaknya adalah bagian dari masyarakat Sumatera Utara, karenanya penvebutan
para Pengpugat sebagian mewakili masyarakat Sumatera Utara tidak ditafsirkan sebagai
mewakili secara fisik seluruh masyarakat melinkan aspirasi serta kepentingannya karena
merupakan hak sctiap orang atas lingkungan yang baik dan schat serta kewajiban setiap

orang untuk memelihara lingkungan hidep dan mencegah serta menanggulang

kerusakan dan pencemarannya ;
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Rasanya tidak seorang pun dari masvarakat Sumatera Utara vang tidak ‘mengeluh”
ketika terjadinva musibah’bencana nastonal kabut asap baru-baru ini vang ukuran
parameter debunva tclah mencapai diatas baku mutu yang ditctapkan; Anak-anak
munid TK diiburkan, masvarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan diluar

rumah dan menggunakan masker dilvar rumah karena dikhawatirkan menderita

penvakit pemnapasan ; Akibat

kabut asap tebal tersebut, Ketua Assosiasi Pemilik Pesawat dan Pilot Philipina tidak
menerbangkan 150 pesawat ringan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia
mengatakan maskapai penerbangan dan pengelola Banda Udara mengalami
kerugian sebesar Rp. 500 juta setiap harinya, Digen Perhubungan Udara
mengatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 2,7 milyard bahkan Komandan
Pangkalan Udara Polonia Medan mengatakan kabut asap merupakan faktor
pendubung jatuhnya pesawat Airbus A-300 Garuda namun penyebab pastinya

masih ditelitt ;

Bahwa keadaan-kcadaan ini dinyatakan olch Azwar Anas, Ketua Bakornas
Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan sudah mengganggu dan mengancam
pembangunan nasional dan menyvatakan 8 Propinst dalam keadaan Siaga I ; ~-—————
Bahwa ada dugaan keras terjadinya kabut asap tersebut disebabkan pembakaran
hutan oleh pemegang HPH. karenanva menurut Kases Bakorstranasda Sumbagut
sedang diusut 15 perusahaan pemagang HPH dan sejumlah Pimpinan PTPN dan

Kakanwil Kehutanan PropinsiSumatera Utara mengatakan akan segera memanggil
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keenambelas perusahaan tersebut dan jika terbukti akan dibuatkan berita acara

untuk perimbangan pencabutan izinnva ;
Bahwa Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelesatarian Alam (PHPA) mengungkapkan
saat ini jumlah Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) dihentikan bertambah menjadi 166 ;
juga dikemukakan bahwa dari 176 perusahaan yang diumumkan karena
diindikasikan melakukan pembakaran dalam penyitaan lahannya hanva 121 vang

mengajukan sanggahan dengan berita acara selebihnya tidak mengajukan

sanggahan:
Bahwa Departemen Kehutanan selaku instansi pembina tehnis dibidang kehutanan
turut bertanggung jawab atas terjadinya gangouan asap yang disebabkan kebakaran
hutan, sebagai wujud pertanggung jawaban ini, Menteri Kehutanan siap mundur ; -
Bahwa untuk membantu menanggulangi bencana asap tersebut negara jiran
Malaysia siap membantu Indonesia ; Ketua Umum MPL Mohammad Hasan
menyatakan mencadangkan dana sebesar Rp. 20 milvard scdangkan APHI siap
membantu dana dari masker meskipun dikatakan bahwa penyebab utama asap
tersebut bukan karena kebaakran hutan melainkan perusahaan perkebunan sebab

dari 176 perusahaan yang diduga membakar limbah hutan hanva 16% dari HTI

itupun bukan sengaja tetapi terbakar ;

- Menimbang, bahwa dari pokok-pokok pemeriksaan persidangan yang disimpulkan

diatas, hemat Majelis telah ternyata bahwa bencana nasional vang berupa kabut asap

tebal tersebut adalah akibat kebakaran hutan yang discbabkan pembakaran hutan oleh
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perusahaan-perusahaan diantaranya  perusahaan-perusahaan  pemagang  Hak
Pcngusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), bencana nasional mana telah
menimbulkan kerugian besar diberbagai bidang kehidupan baik dibidang perhutanannya
sendiri, dibidang ckonomi, transportasi, kesehatan masyarakat serta bidang-bidang

lainnya bahkan sudah mengganggu dan mengancam pembangunan nasional sehingga

perlu mensiaga-1 kan beberapa Propinsi ;
----- Menimbang, bahwa Undang-undang Lingkungan Hidup telah mewajibkan setiap
orang vang menjalankan bidang usaha memelihara kelestarnian kemampuan lingkungan
hidup yang serasi dan seimbang wuntuk menunjang pembangunan yang ber-
Kesinambungan karenanya perbuatan atau tindakan para pengusaha baik itu pemagang
HPH maupun pengusaha perkebunan besar yang pada umumnya tadinya adalah
pemegang HPH yang mengalih-fungsikan HPH-nva vang sengaja membakar hutan
untuk maksud dan dalit apapun jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dan
melawan hukum, demikian pula kebakaran hutan yang tidak scngaja atau terbakar,
dengan kenyataan bencana nasional kabut asap yang demikian hebatnya menunjukkan
kewajiban vang menjalankan bidang usaha tersebut tidak dijalankan dengan semestinva,
tidak ada/kurang antisipatip sehingga sangat minim sekali memberikan perhatian baik
dalam penviapan personil maupun perlengkapan vang memadai guna mengantisipasi

bahava kebakaran padahal hutan itulah vang selama ini memberikan manfaat serta

keuntungan kepada mereka ;
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----- Bahwa karena tindakan vang dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum serta
tindakan yang kurang atau sama sckali tidak antisipatip terhadap bahava kebakaran dan
sctelah terjadi bencana nasional vang sangat merugikan itu, mercka para pengusaha
HPH atau ex HPH yang beralih fungsi menjadi perkebunan besar tersebut dinilai
kurang/belum melakukan usaha yang memadai dalam menanggulangi dan mencegah
lebih meluasnva bencana nasional berlangsung cukup lama dan semakin meluas
sehingga negara jiran mengirimkan personilnya untuk membantu menanggulanginya ; --
---—- Bahwa scbagian masyarakat atau setidak-tidkanya bahagian dari masyarakat
Sumatera Utara yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan ketigabelas
Penggugat merasa terpanggil dan perduli dengan keadaan ini, mercka menuntut
pemulihan kualitas lingkungan hidup vang baik dan sehat akibat rusaknya dan

tercemarnya lingkungan hidup tersebut sebab merupakan hak yang asasi dari setiap

orang atas lingkungan vang baik dan schat ;
----- Bahwa karcna hal tersebut merupakan hak sctiap orang yang diatur dalam undang-
undang maka sctiap orang, apalagi scbagian masyarakat atau sctidak-tidaknya bagian
dan masyarakat tentunya adalah juga berhak menuntut pemulihannya dari pencemaran

yang telah terjadi, karenanya tuntutan para Penggugat tentang hal ini hemat Majelis

adal;ah beralasan hukum untuk dikabulkan ;
----- Memmbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugl sebesar Rp. 2.500.000.000.000,-
atas kerugian-kerugian vang telah diderita meliputi keschatan masyarakat, ekonom,

sosial, perhubungan, pendidikan dan akiifitas pekerjaan lainnya yang terkena dampak
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kabut asap tebal tersebut termasuk jatuhnya pesawat Airbus A-300 Garuda ; ~-———----
Majelis berpendapat bahwa tentang jatuhnya pesawat Airbus A-300 Garuda pada
tanggal 26 Scptember 1997, meskipun dikatakan bahwa kabut asap merupakan faktor
pendukung namun penyebab pastinya belum diketahui karena penelitian atas black
baxnva hingga saat ini belum ada sedangkan atas kerugian-kerugian lainnya yang nyata-
nyata telah diderita masyarakat Majelis berpendapat bahwa karena funtutan sebesar Rp.
2.500.000.000.000,- tersebut tidak dirinci lebih lanjut oleh para Penggugat schingga
tidak jelas untuk ganti rugi apa saja uang sebesar itu namun karena petitum gugatan
Penggugat memuat clausule ex aequo et bono maka Majelis mempertimbangkan,
bahwa karena kabut asap tebal tersebut merupakan bencana nasional vang pada
hakekatnya kesalahan masyarakat perhutanan belaka schingga merupakan tanggung
jawab kita semua termasuk para Penggugat untuk menanggulangi, karenanya jumlah
vang akan discbutkan dalam amar putusan dibawah nanti dinilai patut dan adil, jumtah
mana diharapkan pula diantaranya dapat digunakan untuk pemycdiaan personil yang
trampil serta alat perlengkapan pemadam kebakaran hutan yang memadai dan

memenuhi keburuhan yang dikelola diantaranya oleh para organsiasi kemasyarakatan

vang peduli lingkungan ;
----- Menimbang, bahwa karena tuntutan para Penggugat pada hakekatnva lebih
bersifat tanggung jawab moral dari pada tanggung jawab pidana ataupun perdata maka
scbagaimana ungkapan Menteri Kehutanan selaku pembina tehnis yvang merasa turut

bertangung jawab atas tcrjadinya gangguan asap akibat kebakaran hutan dan siap
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mundur padahal bukan ulah perbuatannya maka sebagai assosiasi wadah komunikasi,
konsultasi dan koordinasi para anggota yang natabenc adalah pengusaha-pengusaha
yang sclama ini telah banyak mengambil manfaat serta keuntungan dari hutan-hutan
vang kini terbakar tersebut maka secara moral adalah wajar dan beralasan hukum untuk

dibebankan ganti rugi ;

~=--- Menimbang, bahwa karena tuntutan ganti rugj terhadap derita vang telah dilanggar
haknya atas lingkungan hidup vang baik dan sehat serta pemulihan lingkungan hidup
yang telah tercemar tersebut kepada negara sesuai yang diatur undang-undang maka

dalam pclaksanaannya para Penggugat hendaknya mengkoordiansikan dengan instansi

terkait ;
----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan secara serta merta, Majelis berpendapat bahwa surat-surat bukii vang

diajukan Penggugat betum memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg karenanya haruslah

ditolak Majelis ;
----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak melctakkan sita jaminan
karenanya tidak ada sita jaminan yang harus dinyatakan sah dan berharga dan karena

petitum gugatan Penggugat memuat clausule ex aequo et bono maka amar putusan

dibawah nanti dinilai tidaklah melampaui kewenangan Majelis ;
----- Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat

akan dikabulkan sebahagian dengan menolak selain dan selebthnya dan karcna para
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Terggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka para Tergugat terscbut harus dibebani
untuk membayar biaya perkara ;
-~ Mengigat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan
perkara ini ;

MENGADILI
Menyatakan :
DALAM EKSEPSI :

— Menoiak cksepsi para Tergugat seluruhnya ;

D OK

— Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

— Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang kurang perduli terhadap
lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum ;

=~ Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas
pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar dan kepada penderita yang telah
dilanggar hakmya kepada para Penggugat yang scluruhnya scbesar Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah) dengan ketentuan agar

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait ;

= Menghukum para Tergugat untuk sccara tanggung renteng membayar biaya
perkara yang hingga saat ini scluruhnya ditaksir scbesar 274.000,- (dua ratus tajuh
puluh empat ribu rupiah) ;
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— Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 1998, olch kami AMRIN D. BOER, SH.
sebagai Hakim Kctua, SOFYAN ROYAN, SH. dan RUSMAN DANY AHMAD,
SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
Kamis tanggal 18 Juni 1998 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
JHONY SIOAHUTAR, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat

dan Kuasa para Tergugat tersebut ;

Terhadap kasus ini perlu dicatat bahwa : gugatan kelompok vang digunakan
merupakan prosedur dalam hukum acara perdata yang untuk pertama Kalinya
digunakan dalam menyelesaikan sengketa kehutanan atau sengketa lingkungan. Hal ini
merupakan langkah maju untuk menyelesaikan sengketa kehutanan, khususnya dalam
kasus kebakaran hutan karena sclama ini pencgakan hukum terhadap kasus kebakaran
hutan sangat lemah, sedangkan kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun.

Hakim telah menghukum para tergugat (pengusaha hutan) untuk membayar
ganti rugi atas pemulihan lingkungan vang tercemar kepada penderita dan penggugat
sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Namun dalam menerapkan ganti rugi ini terdapat
kerancuan antara biava pemulihan lingkungan dan ganti rugi. Biava pemulihan

lingkungan merupakan konsekuensi dijatuhkannva paksaan pemerintahan, dimana
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aparatur pemerintah yang melakukan sendiri upava pemulihan tingkungan atas beban
biaya penanggung jawab kegiatan perusahaan. Dengan demikian, biaya pemulihan
lingkungan diberikan kepada negara atau pemcrintah bukan kepada korban atau
penggugat. karena hat ini tidak sama dengan ganti rugi yang harus diberikan kepada

korban atau penggugat atas kerugian yang dideritanya.

2.3. Penyelesaian Sengketa Kehutanan Diluar Pengadilan

Penyelesaian kasus-kasus kehutanan melalui lembaga peradilan sering kali tidak
memberi rasa puas bagi penggugat’korban pencemaran, hal ini disebabkan dasar
hukum positif yang sulit bagi penggugat’korban untuk berhasil dalam penyelesaian
sengketa lingkungan dan kemungkinan kalah berperkara besar sekali. Hal ini
menvebabkan orang enggan serta alergi ;ncnggugat sengketa kehutanan di gelanggang
pengadilan. Selain itu terdapat beberapa kntik umum vang dilontarkan kepada
pengadilan, antara lain : &
1. Penyclesaian sengketa melatui litigasi sangat lambat, rata-rata membutuhkan waktu

10 — 15 tahun,

2. Biava berperkara sangat mahal, sehingga lembaga peradilan hanya memberi

kesempatan bagi orang-orang kaya.

¥ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa, PT. Citra Adiva Bakt, Bandung, 1997_h. 154-159,
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3. Peradilan pada umumnya tidak responsif (unresponsive) terhadap kepentingan
umum dan rakyat biasa.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah (problem solving), karena ganti

rugi pada hakekatnya tidak menghentikan perusakan dan pencemaran.

Lh

Kemampuan para hakim bersifat generalis, sehingga hakim tak dapat menvelesaikan
masalah-masalah vang kompleks vang membutuhkan cara-cara penvelesaian
berdasarkan keahlian vang profesional.

Dengan banyaknya kelemahan dan Lrtik dalam penyelesaian  sengketa
kehutanan melalui mekanisme peradilan, maka dibeberapa negara, seperti Jepang,
Amerika Serikat dan Canada telah dikembangkan bentuk penyelesaian  sengketa
lingkungan di luar pengadilan dan dikenal dengan nama “extra Judicial settlement of
disputes” atau populer disebut “ANernative Dispute Resolution (ADR)"; yaitu
penyclesaian secara komprehensif di luar pengadilan.

ADR merupakan ckspresi responsif atas ketidak puasan penyelesaian sengketa
(lingkungan) melalui proses litigasi yang bertele-tele. Alasan yang melatar belakangi
munculnya minat dan perhatian terhadap ADR, adalah®
1. Perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa vang lebih fleksibel dan responsif
bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.

2. Memperkuat terlibatnya masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

% Suparto Wijoyo, Op.cit. h. 92.
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3. Memperluas akses mencapai keadilan sctiap sengketa lingkungan vang memiliki
ciri~cini tersendini yang terkadang tak scsuai dengan bentuk penyelesatan yang satu,
akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain.

Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 75

UU Kehutanan merupakan pengaturan ADR di bidang kehutanan.

Pasal 75

(1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak
pidana scbagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Penyclesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai
kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besamya ganti rugi, dan atau
mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi
hutan.

(3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak dan
atau perdampingan organisasi non pemerintahan untuk membantu penyelesaian
sengketa.

Dari rumusan Pasal 75 UU Kehutanan dapat diformulasikan “legal issues”
seputar ADR yang oleh UU Kehutanan diistilahkan penyelesaian sengketa kehutanan di
luar pengadilan yakni : pengertian penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan,
metode-yuridis penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dan fujuan
penyelesaian sengketa kehutanan di lura pengadilan.

Berdasarkan Pasal 75 UU Kehutanan, pengertian penyelesaian sengketa
kehutanan di luar pengadilan dapat dideskripsikan scbagai upava penyeiesaian sengketa

kechutanan yang disclenggarakan unfuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan
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besarnva ganti rugi dan atau tindakan tertentu vang harus dilakukan untuk memulihkan
fungsi hutan.

Dalam Pasal 75 UU Kechutanan dan penjelasannya tidak ditegaskan cara
{metode-yuridis) penyvelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka untuk
mengatasinva dapat mengacu pada Pasal 31 UUPLH dan penjelasannya, karena
kehutanan merupakan bagian dari lingkungan. Penjelasan Pasal 31 UUPLH
menyatakan bahwa

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan

dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan.....”
Sesuai dengan penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 75 ayat (3) UU
Kehutana;n penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan menggunakan cara
melalui perundingan di luar pengadilan vang dilakukan secara sukarela oleh para pihak
dan dapat digunakan jasa pihak ketiga vang ditunjuk olch para pthak atau
perdampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa
kehutanan. Jika disebutkan bahwa penvelesaian sengketa melatui perundingan para
pihak vang berkepentingan dan dilakukan secara sukarela, maka Pasal 75 ayat (1) tidak
perlu memformulasikan tentang tidak berlakunya penvelesaian sengketa kehutanan di
Tuar pengadilan terhadap tindak pidana kehutanan karena antara penvelesaian sengketa
dengan tindak pidana terdapat berbedaan dalam prosedur penegakan huknmnya.

Para pihak dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan terdiri

atas : Pihak yang berkepentingan, pthak ketiga (bila diperlukan) dan atau ditambah
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organisasi non pemerintahan (OLH). Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa
lingkungan di luar pengadilan yang masih melibatkan instansi pemerintah. Pasal 75 ayat
(3) UU Kchutanan menjelaskan tentang metode penggunaan jasa pihak ketiga, maka
dengan mengacu pada Pasal 32 UUPLH pihak ketiga vang dimaksud, baik vang
memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil
keputusan. Dengan demikian. sesuai Pasal 32 UUPLH maka penyelesaian sengketa
kehutanan di luar pengadilan (ADR) menurut Pasal 75 ayat (3) UU Kehutanan hanya

berupa negosiasi, mediasi dan arbitrasi, hal ini dapat digambarkan dalam skema di

bawah ini :
dilakukan sendini oleh para
pthak yang bersengketa (negosiasi)
Penyelesaian sengketa yang tidak mempunya; kewe-
lingkungan di tuar pengadilan -< nangan mengambil keputusan
(mediasi)
dilakukan dengan
menggunakan jasa yang mempunyal kewenangan
\. pihak III netral mengambi] keputusan (arbi-
trasi}

Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan menurut Pasal 75 UU
Kehutanan bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak,
besamya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu vang harus dilakukan
untuk memulihkan fungsi hutan. Namun, dalam prakiek penyelesaian kasus kebakaran
hutan vang terjadi di Indonesia, belum ada pihak-pihak vang berkepentingan (korban)

menggunakan cara penyclesaian sengketa kehutanan di luar pengaditan. Hal ini
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disebabkan belum diaturnya penyclesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dalam
UU No. 5 Tahun 1967, walaupun scbenarmya penyelesaian ini dapat didasarkan pada
Pasal 31 dan 32 UUPLH.

Dengan adanya perubahan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur
dalam UU Kehutanan diharapkan dapat membawa pembaruan untuk menyelesaikan
kasus-kasus kehutanan dan memudahkan akses keadilan bagi masyarakat yang
menderita dan dirugikan akibat kerusakan hutan. Khusus dalam : :nyelesaian kasus
kebakaran hutan, ADR diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum lingkungan
terhadap kasus kebakaran hutan yang selama ini terjadi dan menjadi efek penjera bagi
para pengusaha hutan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan,

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).
Macam penyelesaian ini berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 meliputi :
negosiasi, mediasi dan artitrasi. Arbitrasi menurut Pasal 1 angka 1 adalah cara
menyclesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
petjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sesuai
pengertian Pasal 1 angka 1, kasus-kasus lingkungan, khususnya kasus pencemaran
udara akibat kebakaran hutan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasi yang didasarkan
UU No. 30 Tahun 1999, karena penyelesaian kasus-kasus lingkungan tidak logis untuk

diperjanjikan (klausula arbitrase).
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Khusus untuk menyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, sejak
tanggal 17 Juli 2000 dapat ditakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2000 tentang Lembaga Penycdia Jasa Pelayanan Penyelcsaian Sengketa Lingkungan
Hidup di luar Pengadilan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (2)
UUPLH. Bantuan yang disediakan oleh lembaga penyedia jasa menurut PP No. 54
Tahun 2000 berupa arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya, sedangkan
pembentukan lembaga ini dapat dilakukan oleh :

1. Pemcrintah Pusat, yang ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang
bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan:

2. Pemerintah Daerah, yang ditetapkan oleh Gubemur/Bupati/Walikota dan ber-
kedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak
lingkungan daerah yang bersangkutan;

3. Masyarakat yang dibuat dengan akta notaris.

Tata cara penycelesaian sengketa lingkungan hidup melalui fembaga penyedia
jasa dapat dilakukan olch para pihak yang bersengketa dengan menggunakan
permchonan bantuan kepada lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan
kepada instansi vang bertanggung jawab di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah. Selanjutnya instansi yang telah menerima tembusan permohonan bantuan
wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan
penyelesaian sengketa lingkungan dan menyerahkan kepada lembaga penyedia jasa.

Setelah menerima hasil verifikasi lembaga wajib mengundang para pihak yang
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bersengketa untuk melakukan perundingan dan penvelesaian sengketa lingkungan
tersebut.

Dengan dikeluarkannya PP No. 54 Tahun 2000 ini diharapkan kendala-
kendala yang dihadapi para pihak yang bersengketa melalui pengadilan dapat
diselesaikan melalui lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian lingkungan hidup di
luar pengadilan. Kasus-kasus lingkungan, khususnya kebakaran hgﬁn dapat
diselesaikan dengan memberikan upaya penjera kepada pengusaha hutan agar lebih

berhati-hati dalam melakukan usahanya dan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

2.4. Penyclesaian Sengketa Kehutanan dari Aspek Internasional

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tahun 1997, dampaknya tidak hanya
diarasakan oleh masyarakat Indonesia saja tetapi sampai merugikan negara- lain, oleh
karena im tragedi ini telah mendapat sorotan serius dari masyarakat Internasional.
Presiden World Wide Fund For Nature (WWF) Syed Babar Al mengatakan :
kebakaran hutan di Indonesia bukan saja merupakan bencana nasional, tetapi juga
bencana Internasional sebab jangkauan dampak kebakaran tersebut begitu besar
sehingpga mencapai beberapa negara lain, seperti Mataysia dan Singapura.”

Kabut asap kebakaran hutan yang membubung melintasi batas-batas wilayah
negara Indonesia dipastikan jauh lebih berbahaya dari pada pencemaran udara

perkotaan. Pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan di Indonesia (saat itu) telah

* Jawa Pos, Kebakaran Hutan Jads Bencana Internasional, 23 September 1997,
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menjadikan udara di kawasan Asia Tenggara lebih buruk daripada udara di Athena,
Kairo maupun Mexico City.'®

Kerugian dan penderitaan yang diderita oleh negara lain, dapat menimbulkan
sengketa lingkungan Internasional. Dalam “7he Mansgement of International
Environmental Disputes in The Context of Canada United States Relation : A Survey
and Evalution of Techniques and Mechanisms”, Catherina A Cooper berpendapat : «
Sengketa lingkungan Internasional timbul ketika adanya suatu konflik kepentingan
antara dua negara atau lebih (atau orang-orang dalam negara) mengenai perubahan
situasi dan kondisi (baik kualitatif maupun kuantitatif) lingkungan. '

Kasus kebakaran hutan menunjukkan bahwa, sengketa lingkungan Internasional
tidak terelakkan lagi, schingga diperlukan prosedur dan mekanisme penyelesaian
sengketa lingkungan Internasional, mengingat senghketa lingkungan Internasional secara
vuridis tidak cukup disclesaikan dengan satu kata “maaf”.

Prosedur dan meckanisme penyclesaian sengketa lingkungan Internasional dapat
berpedoman pada dokumen-dokumen Internasional yang berstatus “Soft Law”. “Soft
Law” atau “Tertuim Quid” yang oleh beberapa penulis Perancis disebut “Drost Verr”

“Para Droit” maupun “Normes Sauvage” adalah unsur-unsur hukum vang tidak

" Suparto Wijoyo, Op.cit, h. 149

1 bid, h. 150.
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memiliki daya mengikat secara pasti,'” “Sof? Law” berbeda dengan ‘Hard Law”yang

merupakan ketentuan hukum vang memiliki dava mengikat sccara ketat.

Dua bentuk utama dokumen Internasional yang bersifat “Sof2 Law”vang dapat

digunakan sebagai panduan penyelesaian sengketa lingkungan Internasional adalah ;'

1.

)

Publikasi dari Experts Group on Enviromental Law of the World Commerssion
Environment and Development (WCED) dalam publikasinva “Environmental
Protection and  Sustainable Development : Legal Principles and
Recommendations” pada tahun 1987 dan

“Rio Declaration on Environment and Development” sebagai salah satu hasil dari
“The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)”
atau yang dikenal dengan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit)
vang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, tanggal 3 — 14 Juni 1992,

Penyelesaian sengketa lingkungan Internasional vang terdapat dalam Article 22

“Legal Pripciples for Environmental Protection and Sustainable Development”

mengatur tentang “Peacefil Settlement of Disputes  sebagai berikut ;'

1

ta

States, when they cannot avoid intermational disputes concerning the use of a
natural resource or concerming en environmental iterference in accordance with
the preceding article, shall settle such disputes by peaceful means in such a
manner that internastional peace and security, and justice. are not endangered.
States shall accordingly seek a sertlement of such disputes by negotiation, good
affices, enquiry. mediation. conciliation, arbitration, judicial settelement, resort to
appropriate boodies or arrangements, whether global or regional, or by any other
peaceful means of their own choice.

Inn the event of a failure to reach a solution by another non-binding peacefirl means
within a period of 18 months afler the dispute bas arfsen or within any other
period of time agreed upon by the States concerned. the dispute shall be submitted
to conciliation at the request of any of the State concerned. unless 1t is agreed to
proceed with an already agreed peacefil means or to submit the dispute to another
binding or non-binding means of peaceful settlement.

TESIS

" fbid b 152,
> 8iti Sundari Ranghut, Op.cit. h. 294,
"** Sit Sundani Rangkuti. /bid., h. 295
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4. In the event that the conciliation envisaged in Paragraph 3, or anv other nop-
binding means of peacefil settiement resorted to in lieu there of, does not lead to a
solation of the dispute, the dispute shall be submitted to arbitration or judicial
settlement at the request of any of the State concerned, unless it is agreed to
subrmuit the dispute to another means of peacefill settlerent.

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan
internasional dilakukan dengan ‘peacefi! means (sarana-sarana damai) yang meliputi :
‘negotiation’, "good offices”, “enquiry”, “mediation”, “conciliation”, “arbitration "
Judicial settlement’, “resort to appropriate bodies or arrangements’, dan “other
peaceful means of their own choic”. Dengan demikian “peaceful settlement of
disputes” lebih luas dari “Alternative Settlement of Disputes” (ADR), karena
mencakup pula “Judicial Settlement”. “Peacefi] means” terdiri atas “binding or non-
binding means of peaceful settlement”. “Arbitration” dan “Judicial Settlernent”
termasuk jes “binding means”’

Berkait dengan kasus kebakaran hutan, apabila negara lain merasa dirugikan
atas penderitaan akibat asap kebakaran hutan mengajukan ganti kerugjan, maka
penyelesaian sengketa lingkungan internasional vang dapat dilakukan adalah melalui
sarana-sarana damai (peaceful settiement of disputes), yang bentuknya tergantung dari
para pthak yang bersengketa, baik melalui “binding means” atau “non-binding means”.

Penyelesaian sengketa internasional melalui “binding means” dapat dilakukan
dengan cara arbitrasi, vaitu menyelesaikan sengketa melalui the Permanent Court of

Arbitration di Den Haag, The Permanent Court of Arbitration senantiasa digunakan

sebagai lembaga penyelesaian sengketa internasional dan dapat dikatakan telah berhasil
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membentuk hukum. Upaya lain dari “binding means™ adalah dengan mengajukan
gugatan ke Mahkamah Intemasional di Den Haag, scbagai satu-satunya organisasi yang
ada dalam masyarakat intcrnasional untuk menyelesaiakan sengketa secara hukum.'®
Upaya penyelesaian melalui “non binding means” dapat dilakukan melalui negosiasi,
mediasi atau Kkonsiliasi sesuai dengan persetujuan para pihak, sebab para pihak
memegang -kontrol atas sengketa itu dan dapat menerima atau menolak suatu
penyelesaian vang diusulkan kalau mereka menganggapnya pantas.'®

Namun kenyataannva, hanya karena semangat Association of South East Asian
Nation (The Spirit of ASEAN) saja, Indonesia selamat dari gugatan ganti kerugian dad
negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Singapura atas musibah yang
terjadi, bahkan beberapa negara telah membantu Indonesia untuk mengatasi tragedi

tersebut.

"% 3.G. Merrills yang disadur oleh Ahmad Fauzan, Penvelesajan Sengketa Internasional
Tarsito, Bmdmlg. 1986, h. 72
% Sifi Sundan Rangkuti, h. 296,
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BAB V

PENUTUP

1. SIMPULAN

Bcranjakdaﬁtcnmyangdikctcngahkandanam]isaymgtclahdﬂakukan,

penelitian dan penulisan ini sampai pada simpulan sebagat berikut :

1.1.

1.2

TESIS

Melalui sarana pengawasan dan penerapan sanksi, penegakan hukum lingkungan
administratif mempunyai misi menuntaskan masalah pencemaran atau kerusakan,
pencgakan ini mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan
terlarang (pengendalian pencemaran pada sumbernya). UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan telah memuat wewenang pengawasan dan penerapan sanksi
administrasi. Namun pengaturan pencgakan hukum lingkungan administratif di
bidang kehutanan masih tergantung pada Peraturan Pemerintah, schingga belum
dapat dilaksanakan secara optimal.

Pencgakan hukum lingkungan kepidanaan mempunyai fujuan untuk menye-
lesaikan masalah pencemaran, yaitu dalam menerapkan sanksi pidana terhadap
pelaku pencemaran/kerusakan lingkungan. Pelakuw/Pembakar hutan ini dapat
dilakukan oleh individu atau badan hukum, baik dengan sengaja atau karena
kelalaiannya. Sistem pertanggungjawaban yang dianut UU Kehutanan
menyatakan bahwa badan hukum dan atau pengurus bertanggungjawab atas
tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum. Dengan sistem pertanggung-

157
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Jawaban pidana tersebut, maka badan hukum (perusahaan) yang menyebabkan
kebakaran hutan dapat dikenai sanksi pidana, baik kepada pengurusnya berupa
nestapa dan kepada badan hukumnya yaitu dengan ditambah masing-masing 1/3
pidana yang dijatuhkan dan perampasan hasil hutan dari hasil kejahatan. Pasal 78
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa tindak pidana
pembakaran hutan merupakan delik formil, oleh karena itu dalam menyelesaikan
kasus kebakaran hutan, tidak disyaratkan atau diharuskan terjadinya kebakaran
hutan, tetapi perbuatan yang membakar atau membuang benda-benda yang
menyebabkan kebakaran hutan sudah dapat dipidana.

Penyelesaian scngketa kehutanan terjadi antara perusak hutan dan korban,
dengan ganti kerugian sebagai upaya penyelesaian. Penyclesaian sengketa
kehutanan melalui pengadilan sering mengalami kendala dan hambatan dalam
melakukan pembuktian, karena korban yang hamus membuktikan adalah
masyarakat awam yang tidak mengerti ilmu dan tdak mampu untuk
mengehuarkan biaya dalam penyelesaian sengketa kchutanan melalui pengadilan.
Dengan kelemahan ini UU Kehutanan telah memberi upaya penyelesaian
sengketa kehutanan di luar pengadilan, “Class Action” (gugatan kelompok) dan
kewenangan menggugat (“Jus Standi”) dari organisasi lingkungan. Tujuan upaya
ini agar masyarakat yang tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum melalui
pemberian ganti kerugian atas derita dan kerugian yang diterimanya, baik melalui

bantuan pihak lain atau bersama-sama dalam suatu kelompok untuk menggugat
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melalui “Class Action”. Kebakaran hutan pada Tahun 1997 telah menimbulkan
dampak yang diderita masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional,
khususnya Malaysia dan Singapura dam hal ini menimbulkan sengketa
lingkungan Intemnasional perlu disclesaikan berdasarkan ketentuan hukum
Internasional. Dengan adanya semangat “Associstion of South Essth Asian
Nation” (“The Spirit of ASEAN™), Indonesia telah selamat dari gugatan negara

2. SARAN |

2.1.

2.2

TESIS

Pengaturan penegakan hukum lingkungan ad.mmmt;;fbaﬂc pengawasan maupun
penerapan  sanksi dalam Undang-undang Kchutanan masith memerlukan
peraturan pemerintah scbagai peraturan pelaksana, olch karena itu periu dibuat
ketentuan peraturan pemerintah agar penegakan hukum ingkungan administratif
dapat efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang rutin terjadi sctiap
tahun. Mcngcmipcngamransmksiadministasiyangdigabmgsambabdcngan
ganti rugi dalam undang-undang kehutanan perlu direvisi, karena fungsi sanksi
administrasi adalah untuk mengembalikan/memulihkan pada keadaan semula,
sedangkan fungsi ganti rugi adalah untuk memberi kerugian kepada korban, olch
karena itu Undang-Undang Kehutanan harus direvisi.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, khususnya terhadap

badan hukum (perusahaa) scbaiknya diterapkan sanksi yang optimal untuk
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menghentikan tindak pembakaran hutan. Sanksi pidana tersebut berupa pidana
pokok, pidana tambahan dan tindakan tata tertib scbagaimana termuat dalam
Pasal 78 ayat (15) UU Kchutanan atau Pasal 47 UUPLH. Pertanggungjawaban
pidana terhadap badan hukum dapat meliputi baik pengurus, badan hukum, atau
pengurus dan badan hukum secara bersama-sama.

Dalam prakiek penyelesaian sengketa kehutanan melalui peradilan banyak
mendapat hambatan, baik dari prosedur, biaya dan faktor lain. Dengan adanya
kelemahan tersebut UU Kehutanan telah memuat ketentuan sebagai alternatif,
nmnunupayairﬁbclumdapaldﬂakwmkansccmmaksimiolchkarmim
perlu dilakukan revisi terhadap UU Kehutanan.
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